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Thema dan makna dari hiasan kulit dan jacket :

Rangkiang dengan latar belakang gubahan jang berdja-
lin mendjadi sebuah kubah mesdjid, melambangkar. perpa-
duan antara adat dan agama di Minangkabau :

"Adat bersendi Sjarak,
Sjarak bersendi Kitabullah”.
Hiasan diatas : "Padi masak, djagueng maupieh”, scbagai
Jambang kemakmuran.
Hiasan ditengah: "Kaluek paku, katjang balimbieng,
Putjueknjo lenggang-lenggangkan,
Dibao nak rang ka Saruaso.
Anak dipangku kamanakan dibimbieng,
Urang kampueng dipatenggangkan,
Tenggang adat djan binaso”.

Hiasan bawah : "Rabueng mambatjuik” :
"Ketek tapakai,
Gadang baguno,
Lah mati maninggakan djaso” .

Warna : Kuning, Merah dan Hitam adalah warna Marawa
di Minangkabau.

(Ditjipta dan dilukis oleh pelukis Usman Kagami).
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Pengantar

PERSOALAN tanah dan waris di Minangkabau dewa-
sa ini demikiar: akuutnja sehingga dia telah memenuhi ru-
angan Pengadilan, dan telah memusingkan kepala para Ha-
kim dan para juris umumnja di Sumatera Barat. Lebih da-
rt 80% dari perkara® perdata jang diadjukan kemuka pe-
ngadilan tidak lain dari pada sengketa mengerai harta pu-

saka, chususnja mengenai sengketa tanah dan sengketa wa-
ris,

Effck® negatif jang dibawakannja kedalam kehidupan
Kcluarga, kaum, suku, kampung dan nagari djuga tidak se-
dikit. Hubungan antara mamak dan kamanakan dan anta-
ra ajah dan anak jang demikian ideal seperti jang tergiam-
hl.ll‘ dalam pepatah adat : » Anak dipangku, kamanakan di-
b‘lml)'mg“. dalam kenjataannja mahal bersua. Fakta® sosiolo-
gis jang dapat berbitjara sc-hart’ adalah bahwa sudah se-
djak lama kerukunan rumah tangga Minang itu mengalami
hegontjangan®, Sebab utama adalah karena masjarakat Mi-
ang sampaj pada saat ini masih hidup dalam alam agra-
rts, dimana tanah masih merupakan faktor utama. Pcadu-
duk kian hari kiar bertambah: namun luas areal sawah dan



tanah tetap sebegitu djuga. Akibat logisnja tidak lain ada-
lah : tanah dan pusaka lainnja mendjadi rebutan, dan ka-
renanja mendjadi pokok dari segala silang sengketa.

Seminar Hukum Adat Minangkabau jang diadakan di
Padang dari tanggal 21 s/d 25 Djuli 1968 jang lalu, dari
satu segi sebenarnja adalah suatu “forum pengaduan” da-
ri para hakim (jang tergabung dalam IKAHI dan pengam-
bil inisiatif Seminar) kepada para ninik-mamak, alim-ula-
ma, tjerdik-pandai serta para sardjana Sumatera Barat.
“kenapa iri kok djadi begini, apanja jang salah”.

Maka oleh Seminar persoalan tanah dan waris ini di
bahaslah dari scgala segi, dan masing® para ahli memberi-
kan aksentuasi pada bidangnja sendiri®. Dan inilah jang
kita hidangkan dalam buku iri, jang pencrbitannja discleng-
sarakan oleh Center for Minangkabau Studies. sebuah lem-
baga rescarch mengenai studi® ke-Minangkabau-an jang di-
lahirkan dalam Seminar itu sendiri.

Agaknja tidak perlu didjelaskan disini bahwa buku
kumpulan hastl Seminar ini bukar: sadja harus merupakan
“buku pegangan™ bagi para hakim dan juris umumnja, ta-
pi djuga harus dipedomani olch para ninik-mamak, alim-
alama, tjerdik-pandai scrta para sardjana dalam berbagai
bidang keahliannja, dan orang’ pemerintahan serta rakjat
umumnja. Buku inipun harus didjadikan text-book bagi
para mahasiswa, terutama pada Fakultas Hukum, Fakultas
lmu? Sosial,” Fakultas Pertanian, A.P.D.N., LA.LN., dsb.,
dalam mata® kuliah jang ada hubungannja dengan masalah
jang dibahas dalam buku ini.

Sampai pada saat ini buku ini adalah satu-satunja dan
jang up-to-date jang membahus setjara luas problema dan
prospek hukum tanah dan hukumn waris di Minangkabau,
jang dibahas oleh para ahlinja. Selain dari materi Seminar
jang berupa kertas’ karya dari para pemrasaran dan psm-
handing, beserta kesimpulan Seminar jang nota bene me-
rupakan kaidah® hukum adat jar.g wadjib dipedomani, da-
Jam buku ini disadjikan scbuah “Pendahuluan” olch Drs.
Saafroedin Bahar jang setjara analitis dan sistematis mem-
berikan latar-belakang dari pola® pemikiran jang hidup da-
lam Semmar scrta sekaligus memberikan assessment dan



cvaluasi sampai dimana Scminar telah berhasil dalam me-
njclusuri thema jang sudah ditetapkan, jakni “Menggali hu-
kum adat Minangkabau dalam rangka pembangunan dac-
rah dan pembinaan hukum nasional”.

Sclain dari pada itu, buku inipun kami maksudkan sc-
bagai buku peringatar: ”In Memoriam” bagi arwah seorang
nmha-puteru Minangkabau, ahli hukum adat dan filsafat
Mmqukahau, jang selama hajatnja telah mentjoba mem-
l’}mskttkan batang terendam, dan jang dalam dataran na-
sional telah pula memberikan dharma baktinja scbagai pu-
“"“‘ bangsa. Beliau adalah almarhum Professor Mohammad
Nasroen S.H., meninggal di Djakarta pada hari Sabtu tang-
al 28 September [968. Walaupun beliau sudah dalam ke-
adaan sakiz, beliau kuatkan djuga untuk menulis scbuah
Prasaran untuk dibatjakan dimuka Semimar. Dan karya be-
lau itu adalah jang terachir jang sempat beliau tulis sebc-
lum achir hajat beliau. Dan itulah jang beliau persembah-
l\'}"‘c Sgbagai bingkisan amanat bagt dacrah jang sangat be-
L’ig tjintai, jang scpitjing haram terlupakan. jaitu Minang-

abau.

’ Kepada Allah kita mohon kelapangan bagi arwah be-

liu,

N Achirnja, kepada Walt Kota Madya Padang, Sdr. Drs.

;luhl'mcl Jahja, kami atas nama Center for Minangkabau

;-““fhes mengutjapkan terima kasih jang se-besar’nja, ka-
‘M tarpa bantuan moril dan materiil dari beliau kami me-

[ R . , « e e R . .
k‘l\n’ bahwa buku ini tidak akan mungkin dapat diterbit}

MOCHTAR NAIM

Direktur
Center for Minangkabau Studics

Pudany
Desember 1968,
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PENDAHULUAN
Drs. Saafruddin Bahar

i iiﬁ? UK pertama kalinja bagi Hukum Adat Minangkabau, masa-
1 borb um Tanah dan Hukum Waris mendapat perhatian serentak da-
Mt‘ntcr;‘lg}? P}lle}k. Dari tingkat nasional diterima sambutan tertulis dari
vl D'ulr‘ ?hdf(lman R.I dan Ketua Lembaga Pembina Hukum Nasio-
wak :l_;n L r{mg:kat daerah, Guberrur Sumatera Barat, K.ctua'Dewan Per-
-J.\n” kct ﬂqut Prc.)pms:"Sun}atem Barat, Rcktor. Universitas Andalas
hati ua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat/Riau memberikan per-
: .m. chusus terbadap djalannja Seminar.
“,;w{: ‘Jl“LZO" tua dalam Hukum Adat : Prof. Dr. Hazairin S.H. dan (al-
Lt t‘l;l)k[ rof. M. Nasroen S.H. telah memberikan sumbangannja
kcitu ltg spdnknt dalam Seminar; sedang ulama-pudjangga fslam ter-
i " rof. Dr. Hamka memegang peranan jang tak ketjil dalam ke-
?nll- tan - jang diambil Seminar. Disamping tudjuh orang Doscn Fa-
' tas Hukum Universitas Andalas jang ikut scbagai pemrasaran mau-
: “'l‘ pembanding, djuga ikut Hakim Agung Muda Boestanoel Arifin
b setjara pribadi, Ketua lLembaga Kerapatan Adat Alam Minang-
o “‘*"{. Wakil Ketua Badan Kontak Perdjuangan Ummat Islam Suma-
N arat, Ketna Mahkamah Sjariah, Direktur Center for Mmangka-
40 Studies. Dosen Fakultas Pertanian, dan dari Dinas Agraria.



Chusus untuk mempersiapkan bahan untuk Seminar ini, Lemba-
ga Kerapatan Adat Alam Minangkabau mengadakan Musjawarah Ker-
dja se Sumatera Bartat di Lubuk Alung, empat hari sebelum Seminar
ini dimulai.

Kesimpulan* Seminar ini ditanda tangani oleh dua puluh enam or-
ganisasi jang mendukung Seminar ini. Para Ninik Mamak dari Kabu-
paten Kampar di Propinsi Riau mengirim utusan chusus untuk menin-
djau Semirar ini.

Dapat diperkirakan, bahwa pembahasan materi Seminar oleh pa-
ra peserta akan dipengaruhi oleh sudut pandangan masing®. Pengam-
bil inisiatif Seminar, jakni Ikatan Hakim Indonesia Sumatera Barat
tentu sadja menitik beratkan kepada kepastian-kaidah jang akan dJi-
terapkan dalam sengketa® Perdata Adat kelak. Dosen® Fakultay Hu-
kum mengutamakan pembahasan teoretis dari Hukum Adat ini. Para
ulama dan ninik mamak mengutamakan kerdja sama antara Agama
dan Adat dalam kehidupan masjarakat Minangkabau sambil disana-
sint meletakkan aksentuasi pada salah satu diantaranja. Pemcrintah
Daerah jang sedang menggiatkan perhatian kearah pembangunan-dae-
rah, menginginkan agar pembahasan diarahkan kepada kcpentingan
pembangunan. Satu dua diantara pemrasaran mengulas latar-belakang
budaja dari Hukum Adat ini.

Amat bidjaksana kiranja djika scmua sudut pandangan itu diberi
satu thema jang sama, agar pertukar-fikiran jang dilakukar mempunjai
hasil jang bermanfaat bagi semua fihak. Sesudah Panitia Scminar ber-
konsultasi dengan berbagai fihak, ditctapkanlah thema Seminar jang
berdjudul : “Menggali Hukum Adat Minangkabau dalam rangka Pem-
bangunan Daerah dan Pembinaan Hukum Nasional”.

I
Thema Seminar.

Djelas bahwa thema jang dipilih ini adalah thema jang berat, Sc-
minar dikchendaki menilai kaidah Hukum Tanah dan Hukum Waris
(dari hukum) Adat Minangkabau ditindjau  dari sudut kepcutingan
Pembangunan Dacrah dan Pembinaan Hukum Nasional. Kepada peser-
ta Seminar dikehendaki: disamping kemahiran pengetahuan Hukum
Adat, djuga suatu inzicht mengenai kebutuhan pembangunan dan pem-
binaan hukum, suatu ketjakapan multi-disipliner.

Disadari atau tidak oleh para ahli hukum jang mendjadi peserta Se-
minar ini, thema tersebut telah sesuai dengan rumusan Komisi [II da-
ri Konferensi Ahli Hukum Asia Tenggara dan Pasifik jang diadakan di
Bangkok. Thailand, tanggal 15 - 19 Pebruari 1965. Komisi ini, jang
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Pertagas werumuskan @ The role of the Lawyer in a Developmg Coun-
I, antara lain berpendapat :

|. The lawyer must look beyond the narrower of the law, and gain
understanding of the society in which he lives. so that he may
play his part ir its ad+ancement.

The lawyer should endeavour : .

(1) to secure the repcal or amendment of laws which have be-
come inappropriate or unjust or out of harmony with the
needs and aspiration of the people ; o

(b) 10 review proposed legislation and delegated legislative
enactments, and to ensure that they are in accord with the
Rule of Law ;

(¢) 1o ensure that the law is clear ard readily accessible ;

(d) to promote legislation establishing the legal framework
which will cnable a developing society to advance, _and
its members to attain their full dignity as human bem.gs.

Seminar setjara kescluruban tidak banjak mentjurahkan perhatian
Lepada apa sebenarnja jang dibutuhkan untuk pembangunan daerah
Jan Pembinaan Hukum Nasional tersebut, dan dalam hal apa Hichum
Fanah dan Hukum Waris Adat Minangkabau dapat memberi sumbang-

"'“l tntuk i, Perlu kiranja disini diulas sekedarnja mengenal dua ma-
ki ing

12

V. Prinsip dan persjaratan Pembangunan Daerah :

Prof. Dr. Mohammad Sadeli dalam kertas karyanja : "Behcrapa
“ei Masalah Pembangunan Dacrah di Indonesia” (pada Seksi E Kong-
+« Hmu Pengetahuan Nasional ke 1L di Jogjakarta jang diadakan pada
Vinceal 21 < 27 Oktober 1962) menjebut bahwa ada 3 arti p‘cx}xbauggn—
1 Daerab : arti ckonomis, arti administratif dan arti politis. Beliau
% enegaskan bahwa : Pembangunan adalah usaha kreasi kapastis eko-
fon bary dan memerlukan investasi dalam berbagai se}ctor e_ko‘nomj:
e memerlukan pemiliban diantara berbagai “alternative principles

St berikut

) Prinsip Comparative Advantage ;

‘b) Rehabilitasi versus Expansi ; )

() Pembangunan Pertanian versus Industi1; )

1) Pembangunan Social Overhead versus Tndustri |

(v} Liconomic versus Social Development ;

() Effect Hirschmann untuk Pembangunan Daerah.'

br, Sadeli djuga mengemukakan aspek institusionil dari peml;{m‘%:iz-
Sl juitu lembaga perentjanaan, pelaksanaan dan pembIdjaut.




Tak dapat dilepas dari persoalan Pembangunan Daerah ini adalah
masalah politisnja jang meliputi imbangan kekuasaan dalam daerah,
antara daerah-pusat, kepentingan militer/pertahanan, masalah friksi
politis dan sebagainja. Sebagat pelopor Pembangunan Daerah Dr. Sa-
deli masih memandang penting peranan Pemerintah dan Kaum Militer.

Suatu prinsip umum mengenai Pembangunan Daerah ditemui da-
lam Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat (Sementara) No.
XXIII/MPRS/1966 tanggal 5 Djuli 1966, cGimana prioritas diletakkan
kepada rehabilitasi dan penjempurnaan sistem perhubungan dan pem-
bangunan masjarakat desa (fasal 30) jang disangku:kan dengan otoromi
pemerintahan jang luas kepada daerah (fasal 31). Pidato Kencgaraan
Presiden R.I. tanggal 16 Agustus 1968, mendjelaskan bahwa titik be-
rat pembangunan diletakkan disektor Pertanian dan Agraria ; Rer-
tjana Pendahuluan Pola Pembangunan Daerah Lima Tahun Daerah
Sumatera Barat djuga menempatkan sektor Pertanian ini <ehagai
sektor utama.

Dengan demikian djelaslah, betapa penting sebenarnja pembahasan
Hukum Tanah dan Hukum Waris ini dalam rangka Pembangunan Dae-
rah jang telah ditetapkan dratas, terutama untuk daerah Sumatera Ba-
rat. Di Sumatera Barat tertjatat djumlah sengketa tanah jang relatif,
tinggi, jung djelas bukan merupakan pendorong terhadap maksud pem-
bangunun.

Perantauan Jaki* dalam umur jang ckonomis produktif memerlukan
perhatian serius. Ada analisa jang menghubungkan hal ini dengan hu-
kum waris Adat Minangkabau (Hamka). Tidak dapat disangkal ten-
tunja pula betapa besar peranan penguasa tanah adat ini terhadap pem-
bangunun Dacrah, dalam arti positif maupun negatif.

Suatn uraian sistematis jang amat baik mengenai pengalaman prak-
1k Pembangunan Daerah ini kita temui dari disertasi Dr. Zainul Jas-
ni pada Universitas Hasanuddin, Makasar, 26 Februari 1968, jang
berdjudu! © “Ekonovmi Swadaja, Membangun Daerah untuk kemak-
muran bavysi dengan case study Sulawesi Selatan”. Dengan mengutip
istilah D HLW. Singer, Dr. Jasni mengemukakan keharusan “pre-in-
vestment infrasructure” - dimana salah satu diantaranja adalah - "kon-
tak dan pertemuan periodik dengan pemimpin masjarakat Agama dan
Adat serta Parpol dar ormas supaja masalah pembangunan didjadikan
pengztahuan bersama dan terutama agar kegiatan penerangan Agama
dan kegiatan kursus® Parpol dan Ormas semuanja dapat didjadikan
“development oriented”. Dengan lain perkataan tjita® pembangunan
hendaknja mendjadi bahagian dari pilai® jang hidup dalam masjarakat
(social vijues) dan merupakan kehendak (motivation) jang merata.



Pemuka® Agama dan Organisasi® harus dipimpin agar mendjadi pelopor
Pembangunan”. : can:
D:\I;\zx’n Thesis ke IX dari disertasi tcrseb.u.t Dr. Jasni menegaﬁﬁlt-
"Dewasa ini nilai® kemasjarakatan itu diwarisi oleh ,Aga.mft,dé‘ nminant‘
Untuk mempertjepat proses pembangunan, kedua nilai jailc' t;) dasar
o mutlak diikut sertakan dan digerakkan, karena negara Kita e.r c;'ksi
Mas falsafah synthese Pantja Sila dan bukan atas falsafah kontradi
Komunis™, ‘nin iang
Berbagai kertas kerdja menundjukkan, bahwa dalam "i“‘b".}‘mggful;‘,’
*ckarang, hukum tanah dan hukum waris Adat Minangka b‘:;\ i
development oriented, tetapi masih tradition oriented. Pero'l . quf
aau usaha untuk merobahnja, membawa kita kepa.d'd persoafan bt -
Pembertukan Hukum (nasional) baru di Indonesia.
. Masalah* sekitar Pembinaan Hukum Nasio”‘{" " i Indone
Prof. Socjono Hadinoto S.H. dalam ttllis?nﬂla,j Begol],uﬁ;d;]n;ia"
tia dan Manifestasinja dalam Hukum” (Madjalah | Mﬁm ; Sinzheimer
No. 4 tuhun XVII, April 1963), dengan mengutip u% meran.-
Menjatakan : “membuat Undang-Undang bukan sem a;mg ula di-
tiang pasal®, akan tetapi hal itu meminta dasar? ma]\ga, S;W ‘tegtu seni
dmping teknik masih diperlukan seni d]ugf}, sudah Sara - dalam mie-
bukum”, Beliau selandjutnja mengatakan : **Wilhelm a-uerfalsafah bu-
nelaah masaalah hukum, setjara tepat mer?“g.kufn buQa]q, karena hu-
dajo, falsatah dan sosiologi, disamping segi’ ilmiah lainnja

' : ) —_ fa mondial
U mentjakup segala bidang kehidupan masjarakat manusie
dan nasional®.

) .. al 21 Agus-
Untul mempersiapkan Hukum Nasional ini, P_adalta."ggd;:mm %ain

s 1961 dilantik Lembaga Pembina Hukum Nasiona A Ja‘:‘f’ut .

"Il menctapkan azas® Tatahukum Nasional sebagai berikut :

) : antja
() Dasuar pokok dari Hukum Nasional Indonesia adalah Pantj
Sila.

th) Fungsi dari Hukum Nasional Indonesia adalah Pengajoman.
() Sifat” Hukum Nasional Tndonesia ialah :
. Gotong-rojong.
). Kekeluargaan.
. Toleransi, . e
2y .:[\x’lll(il;::l:)niuli.smc. anti imperialisme dan anti lcoAt‘if\l'rbml:l.‘“
(h Badan Perentjana LPHN telah merumuskan bah\‘\i':l.lmf,“,‘:m'_
Lam Kekeluargaan Nasional Indoncsia.hm'u's bel’srh'll l\llmlniﬂ\-
el artinga penparuh pihak ajah dan pibak ibu sama o
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sehingga ajah dan ibu berkedudukan sama. Hukum Adat, di-
mana sistim kekeluargaannja bersifat ”patrilinial”, artinja meng-
utamakan pihak ajah, atau bersifat “matrilinial”, artinja meng-
utamakan pihak ibu, harus dibimbing kearah sistim “parental”.
(Untuk ini lihat uraian Drs. Susanto Tirtoprodjo S.H., pidato
Pembukaan Seminar Hukum Nasional 1963, Madjalah Mim-
bar Indonesia” no. 3 thn XVII. Maret 1962).
Lembaga ini masih menghadapi kesulitan? besar dalam melaksa-
nakan tugasnja, karena berbagai scbab. Prof. Sujono Hadinoto 3.H.
dalam tulisannja diatas menjebut beberapa diantaranja :

(a) masaalah “mensbechowing” dan “mensbehandelmg” atau apa
jang disebut Hugo Sinzheimer “das Problem von Menschen im
Recht”.

(b) masaalah waktu transisi antara masa lama dan masa baru.

(c) aneka-tugas jang dipikul, jang sulit untuk ditugaskan se-mata”
untuk pembaruan Hukum.

Dalam bukunja Prof. Dr. R. van Dijk Penganiar Hukum Adar In-
donesia, penerbigan “Sumur Bandung”, 1962, p. 65, mengulas hal iri
dengan kata? : "Masaalab pembentukan Hukum jang sedjati adalah sua-
tu masaalah tentang sumber® hukum. formil dan materil, jang bcnar.
artinja, ini adalah inti - soal daripada segala ilmu hukum. Setiap pem-
bentuk hukum jang manapun djuga, harus ikut mempertimbangkan ke-
sadaran - hukum, kejakinan - hukum dari rakjat untuk siapa pokok*
kaidah hukum jang dibuatnja itu harus berlaku. Dan kejakman hu-
kum itu tidak pula terlepas dari seluruh suasana kebudajaan jang men-
djadi tempat hidup bangsa itu, akan tetapi terikat dengan beribu tali
kepada suasana itu. Scorang pembentuk-hukum jang tidak memperdu-
likan tali* itu, dalam pekerdjaannja, tidaklah membentuk hukum akan
(ctapi ngelamun.

Oleh karera itu Prof. Soepomo mengemukakan dalam pembitjara-
annja tentang politik-hukum ditahun 1946, bahwa : “didalam memc-
Jihara susunan hukum jang baru itu oorang tidak bolch berbuat se-
akan® dimasjarakat Indoonesia masih belum ada hukum sama sekali.
Dan sctiap pembentuk hukum harus ikut mempertimbangkan susunan
hukum jang ada. djadi Susunan Huhum Adat”.

Disinilah ditemut persoalan terberat dalam pembinagn Hukum Na-
sional tersebut. Dalam tjeramahnja didepan konfrensi Kemecnterian
Kehakiman di Salatiga tangga! 16 Desember 1950, Prof. Dr. Hazai-
yin S.H. mengupas masaalah ini, dengan djudul : Hukum Baru di In
donesia (Penerbit Bulan Bintang, Djakarta). Beliau mengemukakan
sasaalah heterogenitas penduduk schagai inti-kesulitan : heterogen
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dalam sudut masjarakat, ckonomi, kebudajaan zahir dan bathin, aga-
ma, dan heterogenitas ketjerdasan rakjat. Pembentukan hukum baru
tersebut menghendaki peranan berbagai pihak : pembuat undang-un-
dang, rukjat biasa jang melaksanakannja, tjerdik pandai, keputusan®
Pt‘merinluh, keputusan® hakim dan madjalah? jlmu Kehakiman. Da-
lam hukum Perdata beliau menjebut 3 djenis hukum Perdata, dengan
Persoalun®nja tersendiri :

a).

h).

Ch

Hukum Agama, jang masih terselip didalam hukum Adat. Per-
soalannja disini : hukum agama jang disandarkan kepada Iman.
untuk berlaku perlu “menompang” kepada hukum adat, jang
berlaku ini hanja hukum mengenat perkawinan sadja (N.T.R.).
Dipihak lain hukum agama itu sendiri sudah membatu Karena
taklid, sedangkan dunia berdjalan terus. Hazairin menganggap
taklid ini scbagai suatu tambaban rukun Iman, jaitu Iman ke-
pada Ulama? jang "menghambat Qur’an untuk berlaku untuk sc-
gala tempat dan masa’.

Hukum Eropah, jang besar artinja untuk berhubungan dengan
Dunia Internasional. Dapat ditjatat bahwa dalam Seminar, Ha-
kim Agung Muda Boestanoel Arifin S.H. mengutip Pitlo jarg
mengatakan bahwa hukum Barat ini dasar’nja adalah agama
Nasrani, Dalam rangkaian ini Prof. Dr. R. Soepomo dim brosur-
nja : "Hubungan Individu dan Masjarakat dalam Hukum Adat”
(Penerbit Gita Karya Djakarta, 1963, p. 6) berkata : “Tetapi
bagaimanapun djuga sistim Hukum Eropah itu adalah suatu
hasil dari mentaliteit irdividualistis. Hukum itu adalah pen-
djelmaan pikiran individualistis, djadi pikiran abstrak karena
pada hakekatnja sumbernja ialah individu® jang terasing, jang
perhubungannja hanja sepintas lalu ditetapkan oleh kemauan-
nja jang merdcka. Didalam sistim ini individu® dianggap seba-
rai machluk® merdeka jang tamak, dan se-mata’ bekerdja untuk
kepentingan diri sendiri. Dalam pergaulan individu? jang di-
anggap berdiri sendiri® itu, kepentingan saling berbenturan. Ke-
pada masjarakatlah terserah tugas untuk melindungt kepenting-
an® hukum semua orang. Untuk itu perlu dibatasi hak’ (subjek-
i setiap individu®, tapi hanja seperlunja-sadja, supaja terdja-
i terlaksananja hak® semua orang dengan merdeka”.

Hukum Adar. jang dikomentari Prof. Hazairin dengan kata®):
“arti keistimewaannja terletak pada rasa kebangsaan kita. pada
penghargaan kita kepada kebudajaan kita dimana masing” ter-
vimtung djiwa kita, bukan barangkali djiwa kita jang individuil
seharang e, tetapi rakjat kita jang diperkampungan, urasan
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adat ini sebagiau dari djiwanja meliputi hak®nja dan perihal hi-
dupnja”.

Dari ulasan para ahli diatas nampakiah titik singgung dari pemba-
hasan sekitar hukum tanah dan hukum waris Adat Minangkabau in:
dengan masaalah pembangunan daerah dan Pembinaan Hukum Na-
sional, jakni bahwa persoalan jarg pertama dan terutama jang harus
didudukkan adalah soal social-values jang hidup ditengah masjarikat.
baru sesudah itu kaidah® hukum dibarui, atau gerakan pembangun-
an dapat dimulai! Disinilah inti dari segala inti persoalan, dimara
sedjarah masa silam kita memegang peranan penting, seperti dikata-
kan Eugen Huber: "Das Neue steht unter dem Einflusse des Ueber-
lieferten ... und es bildet dieses dergestalt ein w'chtiges Reale fiir

seime jede Gesetzgebung”. Dan djustru disini pula heterogenitas itu
amat menondjol :  Hukum Agania jang bersendi Iman Islam dan
taklid, ‘tapi  berlaku scbagian sadja scbagai hukum positif; dengan
Hukum Barat jang berdasar agama Nasrani dan indivilualistis, dan
hukum Adat jang kommunaal, berlaku sekalt gus dalam saat jang sa-
ma. Suatu anachronisme dan ambivalensi jang menondjol. Hakim A-
gung Muda Boestanoel Arifin S.H. menjebut tiga sistim tersebut “ber-
benturan” satu sama lainnja, dan dengan mengutip perkataan Prof.
Jan Romeijn, ahli sedjarab berbangsa  Belanda itu, beliau berkata:
*de Indonesiers Jeeft in ecn gespleten wereld” dar: "de Minangkabauer
lecft in ccn gespletener wereld”. Suatu istilah jang amat tepat menggam-
barkan watak peribadi® jang hidup dalain keadaan sepcrti int adalah
“Marginal man”, suatu istilah jang berasal dari Robert Parke cs, ahli
Sosiologi Amerika. la mengartikan istilah marginal man ini sebagai:
*personality characteristics of those whom fate has condemned to live in
two socicties and in two not merely different but antagonistic cultures'.

Dengan latar belokang tersebut dapatlah diikuti lebih djelas pola-
pikiran jang dikemulakan dalam Seminar, dan didudukkan masing?®
dalam tempatnji jang scrasi untuk mendapatkan kesimpulan jang be-
nar terhadap thema: "Menggali Hukum Adat Minangkabau dim Rang-
ka Pembangunan Dacrah dan Pembinaan Hukum Nasional” tersebut di-
atas, Kutipan® dari tulisan dari para sardjana ekonomi maupun sardjana
Hukuin tersebut amat perlu, mengingat thema Seminar ini jang bersifat
multi-disiplinair, baik untuk memberi gambaran ckonomis kepada ahli
hukum, ataupun illustrasi juridis kepada sardjana Ekonomi, latar be-
lukang teort kepada para praktisi dan pengalaman praktek kepada para
teoretisi, jung scmuanja akan membahas satu hal jang sama. “hukum
tanah dan hukum waris Adat Minangkabau™ dengan satu tudjuan
japg sama "untuk  pembangunan Daerah dan Pembinaan Hukum
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Nasional”. Kalimat *minimal menghilangkan rintangan, maximal meo~
"“f"‘mé‘: geraknja pembangunan itu” jang didjadikan sebagai sasaran Se-
minar ini. tjukup bidjaksana. terutama apabila kita ingat kesulitan® jang
tersebut dimuka.

I

Pola Pikiran Peserta Seminar.
o Sesuai dengan social and cthical values dari masing® peserta, latar
\)“ L'l'kang sosiokulturilnja, maka pembahasan hukum tanah dan hukum
p"T’m Adat Minangkabau ini dapat dikelompokkan dalam empat pola
IRITaN:
(). Bertitik tolak dari Agama Islam :

L'ml’snln-.p'rkirzm ini ?mat menondjol dan terasa §cka}i pengaruhnja da-
A chiinar, Scpcrt: dalam ulasan Prof. Hazairin .(lldepfln, paham se-
hertrint menondjolkan soal /man (dalam Agama) dibanding dengar so-
;‘l‘ltl’t;l:l.ulian (lara/f dalam Adat. Paham ini dengan terus terang menun-
ln'nt :1.(')bah:m kaidah adat mengenal hukum warts, Jang.men}ba\vq pe-
“ng jung lebih Tuas untuk menempatkan anak? sebagai ahli waris.

. Suatu bentuk ekstrim dari pikiran ini adalah andjuran untuk me-
;:"{‘:;gle?\'an sama sekali faham n_mtril'mial c.lan mengganii sepcnul.mjfl de-
‘n'\']"l‘.'p’.lham.]mtnlmial dan reinterpretasi hukum Adat mendjadi ke-
h ,“;l}‘-}n Minangkabau jang bertitik pusat pada seni-sastranja. Pa-
o0 e menolak pendirian hukum positif, bahwa kaidah Islam seba-
:i‘:l.,1‘ hl:lf.‘,m{ baru diterima apabila ia mendjadi bagtan dari adat pendu-
- t'"dpl disamping itu djuga menjadari kesulitan praktis dala.n? pe-
Arapar kaidah bukum Figh dan kelalaian ummat Islam sendiri da-

R .
:f"',\:_""‘i,ll!szll]:lkan masuknja kaidah Agama Islam dalam per-undang’-
~tINepara,

Dalam hubungarnja dengan pembangunan Dacrah, paham ni tidak

||',':‘:‘::h.“'“‘"gqukakan pendapatnja, masih terasa tjara berpikir jang

“"n-l‘n;:?' "\“djllfm} Dr.J asni‘belum tertjermin dalain buah pikiran jang

0 .li’ " ;""i p@am ini. Menarik perhatian untuk ditjatat, bahwa paham

;..uin‘,/‘: ;\ "*‘"uak mengulas hukqm tanah Adat dan padz} umumnja me-

L A Ketentuan adat mengenai tanah pusaka. Djuga dikemukakan ar-
ntimy: dari Piagam Djakarta 22 Djuni 1945,

LV Rersitik tolak dari Adat Minangkabau :

. I“t!"npuu pengetjualian satu dua orang penjanggah spontan jang fa-
"\: I\‘pudu adat, umuninja faham ini jang diwakili setjara organisato-
S l T M ad:

b b eimbagn Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sum.Barat. pada
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umumnja mengambil sikap terbuka terhagap kebutuhan. Seperti didje-
laskan didepan, Lembaga ini mengadakan Musjawarah chusus untuk
nienghadapi Seminar ini dengan seluruh wakil® Ninik Mamak dari Ka-
bupaten dan Kota Madya sc-Sumatcra Barat dan memutuskan masa-
alah® penting mengenai hukum tanah dan hukum waris ini, jang setja-
ra materiil merupakan pcncgasan kembali ketetapan®nja pada bulan
Djanuari 1967.

Nampaknja Pimpinan Lembaga ini beserta seluruh Ninik Mamak
tjukup realistis terhadap thema Seminar, sehingga Ketetapan No. 20
dari Lembaga ini tentang Hukum Tanah dan Hukum Waris, amat
njata telah mendabului kesimpulan Seminar, bahkan mengenai Hukum
‘Tanah praktis scluruhnja masuk mendjadi keputusan Seminar. Suatu
Piagam jarg diresmikan oleh Musjawarah Lembaga int menundjuk-
Fan nada jang sudah program-oricnted dan develpment-oriented.

Hubungan Adat dan Agama Islam diulas dengan kalimat tradisio-
nil : “sjarak mangato, adat mamakai”. Hanja scperti dapat kita lihat
dari ulasan Prof. Hazairir: dimuka masih diperlukan suatu kaidah jang
lebih operasionil dalam hubungannja dengan hukum positif. Berlainan
dengan faham jang bertitik tolak dari Agama, faham ini tidak meng-
andjurkan perobahan apa® pada hukum Figh dan lebih banjak membe-
ri akomodasi kepada offensif hukum Figh.

Dua buah kertas kerdja jang dikemukakan olch wakil Badan Kon-
tak Perdjuangan Ummat Islam Sumatera Barat dan Mahkamah Sjarijah,
mengemukakan bentuk® akomodasi ini. Adalah amat kebetulan sckalt,
bahwa ulama jang mengemukakan hal ini adalah djuga Ninik Mamak
Pcmangku Adat.

Dari sudut kepeatingan Pembangunan Daerah, keputusan Lemba-
ga Kerapatan Adat Alam Minangkabau untuk menjediakan tanah ula-
jat untuk kepentingan pembangunan, scrta bersedia memimpin trans-
migrasi Jokal adalah scgi positif jang harus ditjatat. Usul kongkrit pero-
bahan pasal? per-undang®an jang tidak sclaras dengan rechtsgevocl
penduduk Sumateri Barat, Jungsung diterima oleh Seminar. Perhatian
terhadap aspek pembiajaan pembangunan, antara lain masaalah kredit
bank dalam hubungannja dengan masaalah milik tanah Adat sebagai
djamnan, patut mendapat perhatian jang sungguh?,

(3) Bertitik tolak dari limu Pengetahuan Hukum.

Suatu hal jang amat menondjol dari faham ini adalah maksimal :
adanja pengaruh jang amat besar dari literatur "Adarrechr” dan sui-
sana legalistis jang mercsapi ulasan’nja; minimal seperti dikatakan
oleh Amilijoes St'danoer SH. MLA. - tidak tampaknja perhubungan
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I4ng integral (integral interconnectedness) antara studi” tersebut dengan
Fonseptualisasi dalam persiapan® Seminar ini”. Djuga amat sedikt ulas-
“” dari faham inf jang diarahkan kepada tertjapainja tudjuan Seminar
:!n‘iuk Pembangunan Daerah dan pembinaan Hukum Nasioral. Suatu
“C.urangan lain jang ditundjukkan oleh pembanding Amilijoes terse-
Put diatas, adalah kurangnja perhatian terhadap aspek sosio-kulturil
duri mazaalah jang dibahas Seminar. Nampaknja para peserta dari fa-
l:;un ini belum menghajati kesimpulan® Komisi 111 Konferensi Ahli Hu-
<t Asia Tenggara dan Pasifik jang kami sebut dimuka, terutama da-
fam hubungannja dengan thema Seminar.

Y Beriitik tolak dari tindjauan Sosio-kuliuril :

Berlainan dengan tiga pola pikiran tersebut diatas, faham ini lebih
l“““,l{!k mengemukakan probleemstellingen jang muntjul akibat berte-
"inja tiga sistim social-values, seperti jang telah dikemukakan oleh/
‘“"_"_m brosur Prof. Hazairin dimuka. Hakim Agung Muda Bustanul
j\nfm SH. dan Prof. Dr. Hamka mengulas effck psychologis dart ke-
df.l’:mn ini serta implikasi ckonomisnja. Dihubungkan dengan thesis ke
l,\ Dr. Zainul Jasni, sudut tindjavan ini memerlukan tindjauan serius
‘:“:f‘_’““ pentingnja peranan jang akan dipegang oleh kesimpulan’nja

ik terhadap hukum Adat Mirangkabau, pembangunan Daerah mau-
#Un pembina hukum Nasional. Dijelas diperlukan hasil penelitian jang
if‘“"l dan recent mengenai bidang ini, apa jang dinamakan oleh Ami-
toes dengan - “Sociological-anthropological approach”. Perantauan
lk‘mgd'a'-' dan keengganan kembali kekampung akibat "Minang Com-
':lt"' i, benar memerlukan perhatian jang mendalam. Berhasilnja
‘.‘"”,“"‘gumm Daerah Sumatera Barat dan hasrat penduduk untuk hi-
S Jaug febib baik dari sudut ckonomis, akan ditentukan sebagian be-
b oleh terdjawabnja masaalah ini. Amat disajangkan bahwa djustru
”:""’“"R ini amat sedikit penclitian dilakukan, seperti dikemukakan
20l Mochtar Naim, MLA.

. Pmpat pola fikiran tersebut diatas dari peserta Seminar, ditambah
L sambutan® dan pidato® dari pendjabat® Pemerintahan, merupa-
L-"': latar belakang dari rumusan kalimat® jang mendjadi kesimpuian
Wy oy al. N .

ar. dalam satu paduan jang harmonis.

1
Evaluasi Seminar.

lﬁ-.m;ml’:’ml Kiranja apabila dikemukakan sckedar cvaluasi terha-
S minae inis untuh mengetabui apa jang positif telah ditjapai oleh
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Scminar untuk dimanfaatian dan dikembangkan selandjutnja dan segi’
apa jang masih memerlukan penelitian jang lebih dalam jang harus di-
rintis lebih djaub.

Dalam bidang hukum Tanah dan hukum Waris dapat dikatakan
bahwa pada dasarnja Seminar meinpertegas kesimpulan® jang sudah
ada sebelumnja, baik dalam Piagam Bukit Marapalam achir abad ke
XIX, Keputusan Permusjawaratan Alim Ulama, Ninik Mamak dan
Tjerdik Pandai Minangkabau tanggal 4 -5 Mei 1952 di Bukittinggi,
maupun Ketctapan® Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Su-
matera Barat tahur 1967 dan 1968. Dalam hal ini dapat dikatakan
bahwa tudjuan minimal Scminar dibidang Pembangunan Daerah, jakni
menghilangkan rintangan® hukum Adat terhadap pembangunan daerah,
dapat dipcnuhi. Ikut scrtanja lkatan Hakim Indonesia dalam Seminar
ini, memberi kckuatan kepada kesimpular’® jang diambil Seminar.

Saran® jang diadjukan dibidang pengadilan Landreform serta bebe-
rapa fasal dari Undang® No. 56 Prp. 1960 dan P.P. No. 224 thn. 1961
bersifat positif, begitu djuga evaluasi Seminar terhadap adanja Kera-
patan Negari sebagai Hakim Perdamaian. Dengan demikian, suatu dja-
lan keluar jang aman dari sengketa tanah dan waris telah dirumuskan
dengan djelas.

Terhadap masalah jang lebih prinsipil, jakni masaalah social-va-
lues atau apa jang dinamakan oleh Eugen Huber sebagai: “der Rea-
tieen der Gezetsgebung™, beberapa hal patut ditjatat disini

Pertama, masaalah dasar masjarakat Minangkabau sudah dapat di
"locate” dengan tepat discrtai dengar hasrat untuk mengubahnja de-
ngan sadar setjara tcratur, dengan menundjuk oranisasi® kemasjarakat-
an dibidang Adat, Agamo dan Ilmiah untuk merintis pelaksanaaunja.
Disamping itu disadari benar® prasjarat jang diperlukan untuk itu. Ter-
dapat beberapa variasi tentang sasaran dari perobahan tersebut: pem-
binaan kepribadian (Hamka - Bustanul Arifin S.H.), renaissance adat
(1LKAAM), atau keimanan terhadap Islam (Hazairin), Adalah suatu
rahmat Tuhan, babwa untuk maksud ini telah ada Lembaga Kerapat-
ar: Adat Alam Minangkabau, Badan Kontak Perdjuangan Umat Islam
certa Center for Minangkabau Studics untuk memikul tugas jang ber-
sedjarah ini. Bagaimanapun, terhadap ketiga institut mi perlu diulangi
persjaratan development-orientation dari tiap? pembahasan jang dila-

kukan.

Kedua, terasanja dominasi iman Islam. Dalam hal ini perlu diarah-
kan perhatian jang lzbih sungauh?® terhadap aspek praktis jang dikemu-
kakan oleh Bustanul Arifin S.H. jakni kesulitan menterdjemahkan kai-
dah? hukum Figh kedalam hukum positif. Mutlaknja bantuan kaidah

l")

~



Agama dan Adat terhadap pembangunan Daerab sudab dikupas de-
hgan gamblang oleh Dr. Zainul Jasni dalam disertasinja. Bahaja taklid
scperti dikemukakan Hazairin dalam brosurnja perlu disadari benat”.
S?hubungan dengan peringatan® Bustanul Arifin S.H,, Dr. Zainul Jas-
ni dan Prof. Hazairin tersebut, baik kiranja kita kutipkan disini pcn-
dapat seorang ekonoom Pakistan : Hussein Mullick jang menulis da-
lm madjallah "Wereld Informatie” Den Haag 1965, seperti tertera
da}kun buku H. Roshan Anwar Peranan Intelligensia, Militer dan Pen-
didikan dalam proses Modernisasi (penerbit P.T. Media Raya, Djakar-
L 1966), sebagai berikut : "Sjarat® pertama bagi perkembangan sosial
‘tan ekonomi dunia Tslam adalah sebagat berikut :

(a) melaksanakan Landreform dimana stelsel feodal dihapuskan.

(b) melenjapkan buta huruf dan perkembungan berangsur dari pa-
da stelsel perdidikan jang serasi.

(¢) suatu interpretasi baru berbagai anggapan® tradisionil menge-
nai rente, predestinasi, qadar, posisi wanita, materialisme da-
lam berbagai aspeknja.

(d) menggantikan kekuasaan mutlak, dengan menghidupkan kem-
bali lembaga® 1slani dahulu seperti "idjtihad” (berfikir bebas)
dan idjma’ (konsersus).

(¢) memadjukan bentuk® pemerintahan demokratis, baik setjara
prinsipiil maupun setjara demokratis.

Sclandjutnja Mullick mengatakan: “Sebagai ganti masa bodo!p
‘Pathie, kekurangan inisiatif, kepatuhan-buta kepada kekuasaan, baik
kg bersifat keagamaan maupun keduniawian, tradisi’ jang sudah u-
NG, struktur sosial ckonomi jang kaku, negara® Islam tu harus bclfc.'r-
$a kerag memperkembangkan daja guna dan prakarsa lebih banjak,
MeMperbaiki daja mampu organisatoris dan lebih? lagi mcmperhllaft-
“ kesediaan menerima dan melaksanakan perubahan". sosial, poIitfk,
‘:‘1” ekonomi modern, bahkan perubahan® keagt}maan, jang scmua itu

Cfupakan sjarat jang tak dapat dielakkan bagt suatu kemadjuan so-
" ckonomi”,

Bily negara’® Islam tak berhasil mengatasi hal tersebut diatqs .untuk
CUgatasi kemiskinan jang mendjadi tjiri dunia Islam dewasa i, ma-
' Mullick memperingatkan selandjutnja : “mungkin beberapa bangsa
,"“"‘ terpaksa mempersekutukan dirinja dengan ideo§og1e~ jang bera-
! dark lnar jang bersandar kepada anggapan® jang asing bagi roh qan
lam fikiran Tstam. Kalau hal ini terdjadi, maka masjarakat Islam akan
"V”l'hlhlapi bahaja jang sangat besar”.



Suatu ulasan jang sama djiwanja Kita dapati dalam buku scorang

ahli-negara Pakistan : Dr. Mohammad Asad, Asas® Negara dan Peinc-
yissiahan dalam Islam (Penerbit Bahtera Djakarta 1964, p. 125 - 126):
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"Melihat keadaannja pada waktu ini, tidak seorangpun jang ber-
akal schat akan mengatakan bahwa tampak olehnja bukti "rah-
mat Tuhan™ didalam perpetjahan dan perbedaan pendapat iang
mengubah dunia Islam modern mendjadi satu kumpulan maiu-
sia jang tak berbentuk, katjau dan tidak produktif dilapangan ke-
budajaan. Karena tidak adanja kesepakatar: pokok mengenai apa-
kah kandungan jang sebenarnja dari Hukum Sosial-Politik Islam.
maka perpetjahan dan perselisihan pendapat ini tidak menam-
bah besar tenaga kreatif kita, malahan keduanja memperhebat
kesangsian kita, keputus-asaan Kita, kelemahan semangat kultu-
ril kita dan kebentjian kita kepada diri sendiri dan kepada wa-
risan ideologt kita. Dan keadaan serupa ini akan berlansung terus
menurutkan djalannja sendiri jang akan mengakibatkan kaum
Muslimin berangsur-angsur meninggalkan Islam sebagai satu pe-
nuntut praktis, dan dengan demikian akan binasalah achirnja ke-
budajaan kita, ketjuali djika dan sampai kita bangkit dan bergiat
menunaikan tugas jang sudah lama kita abaikan, jakni mengkodi-
fikasikan undang® sosial politik Sjariah dan menerimanja sebagai
dasar untuk kehidupan masjarakat kita. Sclama ini tidak dilaksa-
nakan, kaum Muslimin akan mengarut pandangan jang sangal
ber-beda® dan karena itu tak ada faedahnja mengenai djalan ke-
madjuan masjarakat jang diharapkan Islam kita akan menempuh-
nja : sampai achirnja semua gagasan kita tentang kemadjuan akan
terpisah scluruhnja dari Islam.

Apakah kita kaum Muslimin menginginkan ini terdjadi”.
ataukah kity ingin mendjelaskan kepada kita sendiri atau kepada
dunia scluruinja, bahwa Islam adalah suatu pegangan praktis un-
tuk segala masa, dan karera itu djuga untuk masa kita ?

Ideologi Tslam dapat bersifat praKtis atau tidak praktis mc-
nurat kesukaan kaum Muslimin membuatnja. Dia akan tetap t:
dak praktis djika kita terus membatasi konsep kita tentang Hu-
kum Islam pada konsep? Figh dari masa jang lalu, tetapi akan su-
gera ternjata bahwa dia dapat dipraktekkan kalau kita mempu-
njai keberanian dan kekuatan chajali untuk mendekatinja dengan
fikiran segar dan tak berprasangka dan mengeluarkan dari ling-
karannja scmua “deduksi” Figh jang konvensionil. Teranglah.
pahwa satu oricntasi fikiran serupa itu akan merupakan satu
proses jung menjakitkan bagi kebanjakan kita. Reorientasi ini



meughendaki satu pembangunan jang radikal dari banjak kebiasa-
an berfikir jang sudah melckat pada kaum Muslimin disepandjang
sedjarahnja, membuang atau mengubah banjak kebiasaan sosial
jang sudah “disahkan” oleh pemakaiannja selama ber-abad?, me-
njingkirkan kejakinan jang puas bahwa scmua djalan lurus dan
menjimpang dari kehidupan sosial kaum Muslimin telah ditetap-
kan achirrja didalam kitab Figh jang ini dan jang itu, dan ini sc-
muanja berarti bahwa kita bergerak madju kearah horizon jang
belum dibuat petanja. Dan karena gambaran masa depan itu me-
nakutkan bagi orang? jang lebih konservatif diantara kita, suatu
daja upaja jang dihadapkan kearah tudjuan ini pastilah akan me-
mantjing perlawanan jang keras, teristimewa dari orang® jang te-
lah membuat sematjam “kepentingan jang sudah tetap” dari ke-
taklidannja kepada pandangan fuqaha’ besar-besar dari masa jang
lalu, dan sematjam kebadjikan dari ketakutan mereka dalam soal
intclektuil dan sosial. Tetapi perlawaran int djangan sampai me-
nakutkan kita, djika kita dengan sadar menginginkan kemenang-
an Islam dan tidak lain daripada Islam™.

. Kutipan pandjang Icbar dari dua tokoh Pakistan tersebut menun-
diukkar betapa berat tugas jang harus dipikul oleh Madjelis Ulama
Sumatera Barat dan Badan Kontak Perdjuangan Umat Islam Sumate-
"t Barat dalam hal ini, supaja Islam "mendjadi petundjuk praktis”.
“l‘u_ tidak berhasil, effek psichologis terhadap penduduk Sumatera Ba-
fi'l Jang adatnja bersendi sjarak, adalah akan tetap berlansungnja ke-
adaan jang disebut Dr. Moh. Amir sebagai "Minang Complex”, jarg
disebut H, Rosihan Anwar dengan "Marginal Men”. Untuk ini dibutub-
ban keahlian dalam Fiqh, inzicht dalam masaalah sosio-kulturil masja-

hat Minangkabau, memahami kebutuhan pembangunan daerah dan

Ki-Ubut not least: mental and moral courage untuk memulai gerakan-
i,

 Dalam Semirar kita belum melihat adanja keadaan kearah iqi dari

:'h"k}“"g mengemukakan iman Tslam sebagai thema sentral. Bml’(’ un-
"L tingkat Nasional maupun tingkat Daerah, pengalaman Pakistan
"t harus mendapat perhatian serius dari para ulama.

'milk‘m-m‘g"ju perhatian jang di'tjurahkan. terhadap aspfzk 595.10-8!(‘:2:
el ini mcn:upakun kekurangan jang men;olok (.lan Serpm;lr int, '

- enungkinan sebabnja adalah karena tidak dibahasnja setjara ana-
Bomasaalah requirements untuk Pembangunan Daerah dm} Pempl-
' tan Hukum Nasional, atau karena waktu persiapan jang tidak tju-
“Iintuk mempersiapkaanja - seperti banjak dikemukakan pescrta.

[



Setjara menjelurub. walaupun terdapat kekurangan disana-sivi ku-
rena faktor® objektif dan subjektif, Seminar Hukum Adat Minangka-
bau 1968 ini membert hasil® positif, terutama dalam memfocuskan per-
hatian kaum Adat dan Agama kepada pembangunan daerah dan Pem-
binaan Hukum Nasional. Bahwa tidak seluruh masaalah dapat didja-
wab oleh Seminar, sudah pasti, terutama bila mengingat begitu luas-
nja thema jang dipilih. begitu banjaknja sudut pandangar: dan begii
sempitnja waktu serta bahan jang tersedia. Sudah djelas bahwa de-
ngan sclesainja Seminar bukan berarti selesai pula soal "Menggali Hu-
kum Adat Minangkabau untuk Pembangunan Dacrah dan Pembinaan
Hukum Nasional™.

Masih perlu tindakan follow-uprja untuk mendjembatant idee dun
kenjataan, antara keinginan subjektif tersebut dengan fakta objcktif
jang merupakan fard and swbborn facts. Dalam hal ini tentu sedjarah
kelak akan membuktikannja. Dalam strategi Dasar Pembangunan Dac-
rah, Pemerintab Dacrah Sumatera Barat telah menempatkan Ninik
Mamak Pemangku Adat dan para Alim Ulama disamping Tjendekia-
wan sebagai "development-leadership” dan “agents of modernization” .
suatu kechormatan jang harus didjundjung tinggi.
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ADAT MINANGKABAU dan HARTA PUSAKANJA
Prof. Dr. HA MK A

I.

N Pendahuluan
ko \,ibk‘;’lin?LU‘\’l mengupas tentang kedudukan dan hukum harta pusa-
buhan A S“‘"gkf‘bﬂu, saja ingin terlebih dahulu menerangkan pertum-
Langsun ““M"}i}ngkabau itu sendiri. Karena kita belum dapat masuk
,m(_'"ki%\llllfg{lbnt]arakaxl kedudukan harta pusaka, kalau belum me-
condiet S”!Lblh dahulu pintu gerbangnja, jaitu Adat M.mangka}bau itu
b b '\: ";‘ sudah njata bahwa Harta Pusaka dalam sistem hidup su-
"ullvkuf‘.‘ c.mcgcyl kita ini hanja terdapat didua tempat, jartu di Mi-
D ?““ sendiri dan di Ncgeri Sembilan Tanah Melaju.
s;_.mu‘l““‘k.d’ﬂh_ulu kita biasa menjcbutnja Adat-Istiadat Minangkabau.
i b lihat apa jang adat-istiadat itu, dapatlah kita pakai bahasa
\“{l.&m :‘;:‘hflllllllllillv, sek:}rang, jaitu Kebudajaan, Mendj?dl chuda]qan
M !'ilt— ;' au, jang meliputi tjaratjara hidup, tata tertib dan kesenian
Y “t Dia mengandung usaba dan hasil usaha orang Minangka-
. m;fl ?a k\uu‘lkan hidupnja dengan keadaan alam sekelilingnja. Da?rah
Do fld didacrah Sumatera Barat jang sekarang. Pusat kebudajaan
discbut didalun Adat jalah Negeri Pagar Rujung.
W"‘)}l‘_" x‘&fz\szn mcluu.s pen-gal‘.uh Kcbudajaan ini keluat dari daer'ahnja3
\ij."ﬂ l“FU‘dzlpat ciuigran Minang di Negeri Sembilan (M‘alaysm), di
L by, arat dan Atjch Selatan, di Batubara (Sumatera Timur). Dan
Betapa negeri 1agi, meskipun susunan adat sudah banjak berubah
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masih ada penduduknja jang membanggakan bahwa nenek-mojangoft
berasal dari Pagar Rujung. Beberapa radja-radja di Sumatera Timur
mengaku bahwa nenck-mojangnja adalah anak radja-radja Minangkad-
bau. Di Batu Bersurat, Huruf Arab Melaju pada Makam radja-radj8
Berunaj, dituliskan bahwa genta Keradjaan Berunai dibawa olch nenck-
mojang dari Minangkabau Pulau Andalas.

Jang djadi pokok dart Adat ini ialah mengambil bangsa dan ketu-
runan dari ibu (Matrilinial), dan berkembang serta kokoh, sebab Aga'
ma Islam memberikan sokongannja jang terbesar dalam memelihard
Adat itu, .

Pengaruh Agama Islam itu dapat kita lihat pada susunan chadja'
annja, semasa negerinja beradju, Dalam susunan Nagari-nagan .dal‘
gelar-gelar pusaka. Terdapat pula dalam Hukum dan Undang® jang
terpakai. .

Keadaan orang Minangkabau sebelum Islam hanja sedikit bet:thﬂ'
dalum sedjarah-sedjarah tertulis. Satu kali bertemu dalam kitab Sedja-
rah Melayu karangan Tun Sri Lanang, Jaitu ketika Sri Tri Buana (Ra-
dja Tiga Negeri) meninggalkan Palembang menudju Pplau .Bmtan:
simggah di Minangkabau menangkap ular jang bernama si Katx Mun?
jang sangat sakti, Karena keberaniannja menangkap ular itu. orang
Minangkabau mengargkatnja mendjadi Radja. o o

Kemudian tersebut pula penjerangan Raden Widjaja dari Singo-
rari kebumi Melayu, sampai ke Minangkabau. Kemudian tersebut Ra-
dju Hindu Minangkabau. jaitu Aditiawarman. .

Bukns-bekns pengaruh Hindu atau Agama Budha jang dianut di
Mirangkabau scbelum Islam, sclain dari batu-batu bersurat tidaklah
nampak di Minangkabau dizaman sekarang. Bukan scbagai pengarub
Hindu ditanah Djawa, jang meskipun orang telah resmi memeluk Is-
fam, nuwmun tjeritera wajang dan dewa-dewa lebih nampak tertondjol
dalami pandangan hidup schari-hari. Di Minangkabau setelah Agama
Fshm musuk, pengaruhnja kian lama kian mendalam dan aktif, se-
hingga kalau kita menjelidiki Adat Istiadat Minangkabau, atau Kebu-
dajuian Minuagkabau, kita akan melihat betapa usaha-usaha orang Mi
aanykabau agar agamanja mempengaruhi adatnja,

Buki-bukii 1.

Ridja Minangkabau janp mula terkenal memeluk Agama Islam di-
chat yelarwa Jung Dipertuan Alif, atau Maharadja Alif. Sekitar ta-
L 160D

Moemilih hural Alit mendjadi nama, besar artinja tentang penga-
puli taslosyenf prdac masa it dalam istana Minang, Alif adalah pang-
b i dradt pepatale " Meugadii dari Alif, berbilang dari Fsa”.



e

Radja Alif adalah berdjabatan Radja Alam, bersemajam di Pagar
tujung atau Istana Balai Djangga. didalam Djorong Kampung Dalam.
disamping Radjo Alam terdapat lagi dua Radja, jaitu Radja Adat
i Buo dan Rg\dja {badat di Sumpu Kudus.

Dibawah Radja jang tiga Sela, terdapat Besar Empat Balai. Ben-
lahara atau Titah di Sungai Tarab, Machudum di Sumanik, Indomo
li Suruaso dan Tuan Qadhi di Padang Ganting.

Iulah jang discbut Radja Tiga Sela, Besar Empat Balai.

Kekuasaan jang sebenarrja untuk se-hari® adalah pada Besar Em-
it Balai, Kalau kusut tidak terselesaikan, baru dibawa kepada Ra-
‘,li\ Alani, Dalam hal Ibadat, atau Agama, Radja Alam meminta per-
Mbangan Radja Ibadat di Sumpu Kudus, dan dalam hal Adat‘mcmm-
“ Pertimbangan Radja Adat di Buo. Jang mematangkan terlebih dahu-
s ‘lallah Besar Empat Balai. Diantaranja ialah Tuan Qadhi di Padang
Hinting,

Diukur dengan ketetanegaraan zaman moderen, djelas sekali bahwa
““dudukan Agama Islam dalam mendjalankan pemerintahan bukan-
“h hunja semata-mata pengobat hati orang banjak sadja, sebagal diza-
"Man kil sekarang, tetapi berkuasa penuh dalam bidangnja. Besar jang
Jtrtiga, kalau mengenat urusan Agama, menjerah kepada Tuan Qadhln.
).‘.'" Radja Alam tak dapat mengambil keputusan dalam soal agama.
Yitnar tapy Radja Ibadat.

Balisi-bukii 11,

Pemerintah Pusat berkedudukan di Pagar Rujung. Kala}l l%rlad%':-_
Im hendak mengadakan pertemuan tergempar, sqgeralalx dnpltj u ] ';n
"“h Larangan jang terletak disamping Istana. Bila :l"abuh Larang
:clzlh ditabuh (dipukul), segeralah tabuh-tabuh jang la}n men.gtn;gl,dﬁ-i
_", Yrupg [stana itu akan terus menerus disahuil - .ty
R !\cbtlm:: disudahi oleh tabuh (beduk) Dju mat. T abuhd-]gjmt]l:'?;
“dalaly penjudahi. Artinja Perintah Istana mesti dipatri dan dikuaiks

" Mesdjid, (lihat Hikajat Tjindur Mato).

Bulyi-bukii 1. . ke
"toto di Minangkat adalah  Laksana " L
di Minangkabau add ana R X ing, Kera-

MUrdek i cendiri dalam w;la]ahn]a masing-masing.

: a mengatur diri sendirt ) : . S ah so-
 an Minang?(abuu jang berkedudukli)m d‘t ll)agafsg‘j‘él‘““gl\}:;;{ inagart
i pyj s nendiaga martabat keluar sadja. gart
R Pojung Pandji pendjaga i t ke ¢ B Ninik
,.(-mpunijai Lemerdekaan jang penuh, chpermtah oleh Kerapat
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Mamak atau Penghulu Andiko. Anggota Kerapatan Adat jang asli, se-
belum dipengaruhi Belanda talah orang Empat-Djinis, jaitu selain Ni-
nik-Mamak ialah Imam Chatib, tjerdik pandai dan Alim Ulama, dise-
hut djuga Ulama dan Hukama. Ini rupanja menurut peraturan-peratur-
an Agama Islam jang digariskan Nabi s.a.w. jang bernama "Ahlul-Hal-
li wal-Aqdi”.

Dan Penghulu-penghulu Andiko dari satu suku tidaklah dapat ber-
diri sendirinja. Dikelilingnja terdapat djabatan-djabatan Agama, jarty
imam dan Chatib. Kalau Penghulu Andikonja memakai gelar pusaka
misalnja Datuk Maradjo dia mesti memakai Imam jang bergelar Imam
Maradjo, Chatib Maradjo, Kari Maradjo, Malin (Mualim) Maradjo.
Pakih (Fagih) Maradjo, atau Labai Maradjo. .

Saja katakan afau Labai Maradjo; sebab pada Seminar Se(!lafal‘
Istam di Medan bulan Maret 1963, ada orang mengeluarkan bukti, me-
nurut teori Prof. Snouck Hurgronje, bahwa Agama Islam masuk ke In-

donesia ini bukan asli dari tanah Arab, melainkan dari Malabar. Buk- '

tinju jalah karena terdapat gelar Labai, jang berarti guru dan saudagar
menurut bahasa Tamil. . .

Lalu saja keluarkan pula gelar Agama dinegeri kita : Kari, Pakib.
Malin, linam, Chatib, jang semuanja itu bahasa-Arab. Ada (.ijuga gelar
Marboth untuk pendjoga Mesdjid di Djawa, atau Modin dari k:ata Mu-
azz. Dapatkoh satu kalimat Labai mengalahkan kalimat-kalimat ka-
ri, pakih, malin, imam dan chatib ?, kata saja. Maka jang memperta-
hunkan teori Snouck itu tidak dapat menegakkan benang basah ‘la'g,l.
Ulum kita terima dari sumbernja di Makkah, bukan barang tertjetier
didjalan, di Malabar, lalu kita pungut.

figa bukti ity sajn rasa memadailah buat mengatakan bahwa Ke-
hudajusn Minangkabau terbina dengan megahnja setelah orang Mr-
nungkobau memeluk Agama Islam.

[isini akan suju kemukakan Jagi beberapa segi dari Und;:mgb' atau
o7 hest:hir orang Minangkabau didalam menegakkan adatnja. Orang

Minnnpkabau mempunjal jung dinamai Hukum Akal dan Undang Jang
Dot P'uluh -

Didolamnge dyelas kelibatan pengaruh Agama. Dan sebabnja jang
dyehin Tugd 1aleh kureno tlisan jang dipakai buat mentjatatkan adat-is-
tadat H‘l"‘_' Bubatt Melayu Huruf Arab, Tambo-tambo Adat jang la-
- b, jang disalin dari tangan ketangan, sebelum ada pertjetakar
dadahy deogeon Hutu® Argh, huraf jang dibawa oleh Islam kencgeri Ki-
1y dndone i int Orang jang menantang teori saja ini bolchlah menus-
dpukkan Lot st Hstatan Pambo Minangkabau jang ditulis misalnja



dengan Huruf Djawa, atau huruf Pallawa, Huruf Nagori (di Burma).
Scclnpgkan memakai Huruf Latin, atau Huruf Belanda barulah 30 ta-
hun jang achir ini. Dan jang pandai menulis lebih banjak Ulama dari

l)\:z;ia Pangulu. Inipun menambah masuknja pengaruh Agama kedalam
Adat,

Kalau dizaman sckarang ada orang mengemukakan teori jang me-
vgemukakan bahwa Adat Minangkabau tidak ada sangkut-paut dengan
Islam, bukarlah Adat jang terpisah dari Islam dinegeri in, melainkan

orang jang berteori ftulah jang tidak beradat atau tidak beragama lagi.
Hukum Aqal.

_ Stbagai pendahuluan dari penilaian Tali Berpilin Tiga, jaitu Adat.
Sjarak dan Undang’ itu, ahli-ahlt Adat terlebih dahulu mengasah budi
dengan mengadji Hukum Aqal. Dan disinipun nampak pengaruh Islam.

Mcrcka membagi Aqal kepada @ L. Aqal; 2. Tawakkal; 3. Beraqal.

| Mereka membagi kata-kata kepada : 1. Kata; 2. Kata-kata; 3. Ka-
W nan sebenar kata.

Kemudian itu mercka membagi Tjupak dan Kata : 1. Tjupak Nan
Dua: 2. Kata Nan Empat.
Tjupak Nan Dua: Pertama Tjupak Usali; Kedua Tjupak Buatan.
Kata Nan Empat : 1. Kata Pusaka; 2. Kata Mufakat; 3. Kata Da-
bwle Ditepati; 4. Kata kemudian Kata Ditjari (Disebut djuga Kata Ke-
Mudian Berar Ditjari).

Adatpun mereka bagi dalam berbagai bahagian : 1. Adat nan s
i e 2 e e atkan 3. Adat Istiadat; 4. Adat Istfmal
CAdat nan tapakai). e
. Dari epi Agama mercka bagi Adat djadi dua : 1. Adat Dijahilijah;

Adat Islamijah.
. Sesudah itu mereka bagi diantara Hanggo dengan Tanggo, Halur
Hengan Patut, Nan Berdjendjang Naik, Bertanggo Turun.

Pulai berpangkat naik,
Membawa ruas dergan buku.
Manusia berpangkat turun,
Membawa adat dan lembaga.

Sangguno mudick ahulu, dima tuhue drma §aacrkkdn.
Pusako ninick nan dabuly, lai babuhue bfxglkekkan.
Nan diarah nan diitjo, nan ditiliek nan ditimang;
Nan sabarih tiado lupo, nan satitick tiado hilang.



{/ndang.

_ Sudah djelasiah bahwasanja tegaknja Adat Mmangkabau jang telah
kita peturun-penaik sekarang ini, adalah sebab dia berpilin tiga dengan
Agama dan Undang. Maksud Undang ialah jang disebut Undang Nan
Dua puluh jang didalam kitab-kitab Tambo masih tersebut, tetapi se-
djak datangnja pendjadjahan Barat, tidak berlaku lagi. Rapat Nagart
bisa memutuskan hukum atas orang jang bersalah, melanggar Ad:\tals-
tiadat, dengan mendjalankan Undang-undang. Disebut matjam kesa
Jahan itu. Jaitu Rebut-rampas, “Tjuri-maling, Siar-bakar, Dago-dagi
Sumbang-salah, Upas-ratjun, Tikam-bunuh, Samun-sakal, Hela-'nun.’.
djun, Tipu-tepok.

Didalam mendjalankan Undang ini, orang Minangkabau-pun telah
pernah mempuniai alat-alat jang lengkap. Sebahagian besar diambil da-
ri pada Adat “Sah da’wa berkelengkapan, bathal da’wa berpalilat”, Dj-
sebut djuga Rukun Da'wa, jaitu : Mudda'i Bihi dan Mudda'i *alaiht, Di-
utjapkan dalam langgam Minang : "Mudda’i, Mudda’i bih, Mudda’i
leh”.

Mentjari ketcranganpun sudah ada pepatabnja :

“Babaun bak ambatjang.
Badjadjak bak bakick. atau
Bagalanggang dimate urang banjak”.
Tersebut djuga dalam hal menegakkan keadilan :
“"Timbangan nan adil.
Bungka nan bagatok.
Taradju nan piawai”.

Untuk perlengkapan Nagari terdapat Urang Ampat Djinis : Peng.
hulu, Alim Ulama, Manti dan Dubalang. Kato Pengulu manjalasat, Ka.
to Alim Kato Hakikat, Kato Manti kato bahubung, Kato Dubalany

kato mangareh.

Dalam susunan kata pad
adanja kesalahan ketjil dan

a Undang Nan Dua Puluh itu kita melihat
kesalahan besar, Misalnja Rebut-rampas,

Merebut ialah mengambil harta orang Jain jang sedang ada dalam
tongan orang itu, sedang jang bersangkutan tidak tahu. Schingga seke-
tika barangnja sudah dircbut, dia tertjengang-tiengang, Merampas ja-
Jah mengambil dengan kckerasan barang orang .lain, sedang orang ity
tahu. Lalu terdjadi bertegang-tegang. Achirnja jang punja kalah.

Mentjuri, adalah mengambil barang orang Jain dengan tidak seta-
hunja, tetapi setjara ketjil-ketjilan. Maling inlah mengambil harta orang
didalam rumah orang itu, baik sedany orang jang empunja tidur tengah
malam, atau sedang dia tidak dirumah.
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Sumbang-salah :  Sumbang ialah perangai-perangai dan kelakuan
jeng sumbang dimata orang banjak, diantara seorang pemuda dengan
scorang pemudi. Salah : ialabh sctclah mereka sampai berzina.

Tikam-bunuh : Tikam ialah melukai dengan sendjata tadjam. Bu-
r:uft ialah menganiaja seseorang sampai dia mati, batk dengan scndjata
atau dengan usaha jang lain. Dan demikianlah seterusnja.

Didalam pepatah Adat tersebut tentang Padahan. Kaki terantjung,
irai padahannja, mulut terlandjur, emas padahannja.

Artinja bahwa sesuatu kesalaban ada hukumnja, ada sanksinja.

II -

Lambang Kesatuan Adat.

Walaupun didaerah Minangkabau terdapat beberapa gunung, jaitu:
Gunung Singgalang, Merapi, Tandikat, Sago, Talang, Talamau, Kerin-
tji dan Pasamar, namun jang didjadikan lambang Persatuan, Pusat Dja-
lo Pumpunan Tkan, ialah Gunung Merapi.

“Dart mana asal terbit pelita,
dari pada tanglung nan berapi.
Dari mana asal nenek- kita.
dari lereng Gunung Merapi'.

Dikaki Gunung Merapi, disebelah Selatan terdapatlah dua kam-
pung (dua nagari), jaitu Pariangan dan Padang Pandjang. Dart sana-
lah menurut dongeng orang tua-tua turunnja nenek mojang kita. Mc-
reka datang dari Tanah Besar Hindustan, dibawah Pimpinan Datuk
Suri Diradjo dengan dua orang kemenakannja, Datuk Ketumanggungan
dengan Datuk Perpatih Nan Sebatang. Ketika Gunung Merapt masih
«chesar telur-ajam, sesudah kiamat Nabi Nuh. Diungkapkan dalam pi-
dato Adat.

“Radjo Batigo badunsanak, nan tuo Maharadjo Alif, nan turun
kabaruo Ruhum, na tangah Maharadjo Djepang, nan turun kabanuo
Tjino, pan bungsu Maharadjo Diradjo, nan turun kapulau Ameh nang-
ko™,
" Maka di Pariangan Padang Pandjang itulah mula ditanamkan olch
nenck mojang. "Sawah nan Satampang Banich, Makanan Urang sa-
Alamnjo™.

Didalam Hikajat Tjindur Mato, salah satu sumber sedjarah, tjam-
puran chajal dengan kenjataan jang sc.b-ghagimmja dapat didjadikan pe-
sangan, ada disebutkan Nagari-Nagari jang tumbuh sesudah Pariangan
Padang Pandjang. Disebutkan : "Pariangan Padang Pandjang, Koto
Baru Batu Basa. Simabur djo si Alahan, Tarawan djo Padang Magek.
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!abek djo Sawah Tangah. “[tulah Nagari-pagari jang discbut: “Sa-
lingka Gunung Merapi, Sailiran Batang Bangkaweh.” Memang sampai
sekarang dapat dilihat Batang Bangkaweh mengalir sampai kelak tiba
di Danau Singkarak. .

Disebutkan bahwa kian lama berkembanglah manusia, sehingga
inemenuhi Tiga Luhak. Jaitu Luhak Agam, Lubak Tanah Datar, dan
L.uhak Lima Puluh.

Mereka berpindah mentjari tempat diam dengan berpusat kepada
nenek jang perempuan. Jang disebut sctjara ilmiahnja : Matriarchaat.
Sehingga timbullah mulanja Buah Perut, kemudian Nan Sepajung, ke-
mudian Nan Sehindu, kemudian Nan Sesuku. Dalam Nagari-nagari itu
mereka susunlah adat-istiadat, pergaulan hidup menurut dua dasar.
Pembagian susunan adat itu mereka namai laras : Laras Budi Tjaniago
dan Laras Koto Piliang. Budi Tjantago : Gadangnjo bergelar, duduk-
nja sama rendah, tegaknja sama tinggi, membawa ruas dengan buku
‘Manusia berpangkat turun. membawa Adat dan Pusaka. Sifatn'z;
Aristokratis. :

Penduduk tiap Nagari berhak memilih seadiri apa jang disukainja
diantara susunan kedua Laras itu. Schingga ada Nagari jang :

“Pisang sikalek-kalck hutan,
Pisang tanbatu nan bagatah.
Budi Tjaniago injo bukan,
Koto Piliang injo antah™

Balai tempat mercka musjawarat pun berbeda. Budi Tjaniago ba-
lainja datar sadja, melambangkan duduk nan sama rendah, tegak nan
sama tinggt. Tjontoh balairung Budi Tjaniago masih dapat kita lihat
di Tabek Batu Sangkar.

Sedang Koto Piliang mempunjai Pengbulu Putjuk atau Keempat
Suku. Balairung mempunjai andjung dua tingkat.

Arti jang asal dari kata luhak ialah tanah jang berlobang lantaran
bekas runtuh. Di Pajakumbuh, I.ubak berarti djuga sumur tempat man-
di, sebab asal sumur itu ialah tepi tebing jang luhak karena tergenang
air.

Adapun
selaras artinja seukuran, at
kan atau dipersamakan. Seb

oleh Belanda ketika menjusun Nag
mengepalai beberapu Nagari jang sa

adatnja.

arti Laras ialah scbagai jang Kita pakai sckarang i djuga,
an scimbang. Diselaraskan artinja diukur-
ab itu maka kata Laras ini pernah dipakai
ari-nagari di Minangkabau untuk
tu keturunannja dan berdekatan
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Kumpulan beberapa Nagari disebut Koto, Limo Koto, Duabaleh
Koto, Empat Koto, Tigo Koto (Seumpama Sitalang, Batukambing dan
Sitanang), Sepuluh Koto dan lain-lain.

Maka Luhak Nan Tigo, jaitu Agam, Tanah Datar dan Limapuluh,
dipandanglah sebagai Benteng dari Adat. Mereka bagi pula keistime-
waan dan Etnologi dari tiap-tiap Luhak.

“Surang tjadiek, surang pandeka, surang djuaro tangah balai.” Tjer-
dik Luhak Limapuluh, Pendekar Luhak Tanah Datar, Djuaro Tangah
Bulai Luhak Agam. Disebut djuga Surang Radjo, surang Pangulu, su-
rang Dubalang, Dubalang di Luhak Agam.

Laiu mereka akui bahwasanja Darat Barantau. Didjelaskanlah bah-
wa Darat Berpengulu. Rantau Beradja. Derdjat seorang Penghulu di-
darat, sama dengan seorang radja dirantau. ’

Ada pula daerah jang disebut "Ulu Darek Kapalo Rantau” jaitu
Palembajan Silaras Air, Lubuk Danau Nan Sepuluh, memutih tjando
pasirnjo, ikan di Danau djinak-djinak, ado buajo didalamnjo, Lubuk
Basung Kampung Pinang, Simpang Ampek Sungai Geringging. Lam-
bah Bawan djo Tigo Koto, Garagahan Padang Manggopoi.

Selain dari Luhak Nan Tigo itu semuanja adalah Rantau. Tiku Pa-
riaman disebut djuga Rantau. Sampai sekarang masih terdengar da-
lam utjapan Urang Darek (orang Darat), pergi ke Parizman disebut
pergi kerantau. Disana ada Radija, duduk di Padusunan, Nan Torgga
Magcek Djabang. Indrapura pun, negeri ini djatuh ketangan Atjeh, lalu
duduklah anak Radja Atjeh disana.

Bandar Sepuluh, rantau Tuan Indomo. Rembau Srimenanti (di
Malaysia) sekarang, rantau Tuan Machudum. Siak Sri Indrapura dan
Indragiri adalah rantau Tuan Qadhi. Sedang Padang adalah rantau Ben-

dabara.

Menurut berita jng saja dengar dari orang tua-tua, setelah negeri
Padang ini djatuh kebawah kuasa Belanda, lepas dari tangan {\tjch,
Belanda mengangkat kembali orang besar Minang asli mendjadi Re-
gent di Padang, dengan gelar Bendabara. Kalau.bcliau .dl{duk berse-
majam jang mencrima persembahan dengan menjusun djari nan sepu-
luh, beltau sambut persembaban itu, lalu beliau bawakan susunan ta-
rgannja kedjurusan Pagar-Rujung, Beliau melambangkan bah\s{a ”‘p?r-
sembahan itu saja kembalikan kepada jang berhak menerimanja, jaitu
istana Pagar Rujung. Menurut keterangan jang saja terima dari Prof.
St. Keradjaan, seketika saja mendjadi Dosen “terbang” ke FKIP di
Batusangkar (1957, dia sendiri scbagai  anak-tjutju Radja-radja
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Minangkabau, di-tahun® duapuluhan mesih menolong Tuan Machu-
dum di Sumanik, mengambilkan kiriman Wesel dari Rembau Sri Me-
ranti (Negeri Sembilan), sebagai bunga Emas (hak datjing pengeluar-
an, ubur-ubur gantung kemudi) menurut Adat, jang dikirim oleh Jang
Dipertuan Besar Negeri Sembilan. Dan menurut pengetahuarn saja Jang
Dipertuan Besar Negeri Sembilan waktu itu ialah Tuanku Muhammad
ajah dart Jang Dipertuan Besar Abdurrahman, jang setelah Perseku-
tuan Tanah Melayu (sckarang Malaysia) merdeka, Bagindalah jang di-
pertuan Agung Pertama dari keradjaan Melayu Bersekutu itu.

Mercka scbutkan batas wilajah Minangkabau : sedjak dari Sikilang
Air Bangis, Duriar: Ditakuk Radjo, Sirangkak nan Balangkung, Taratak
Air Itam, Siluluk Punai mati, Buajo Putih Daguk. Schingga meskipun
dinegeri jang disebut Rantau sendiri, sebagai Kuantan sampai ke Tje-
rentt dan Basrah, atau Kampar Kiri-Kampar Kanan, Tapung Kiri - Ta-
pung Kanan, Harta Pusaka Tinggi masih ada. Pusaka Adat, masih tu-
run kepada kemenakar. Kalau Mamak bergelar Datuk Mantari Alam,
kemenakannja kelak bergelar Datuk Mantari Alam pula.

Begitu djuga di Atjch Sclatan (Sama Dua, Tapak Tuan, Meula-
hoh), Labuhan Hadji, Trumon dan Bakongan. Sedang penduduk ne-
geri-negeri Atjeh Sclatan iri adalah berasal dari Mmangkabau. Ne-
nck mojang mercka berasal dari Pariaman, Bandar Sepuluh dan Ba-
tipuh sendiri. Menurut tjatatan Abdul Muis dalam buku karangan
beliau, 7Tjut Njak Din, Pahlawan kita Teuku Umar Djohan Pahla-
wan, adalah keturunan Machudum Sati  jang berasal dari Batipuh.
Sampai saat sekarang ini mercka itu disebut dalam bahasa Atjeh “A-
rak Djameu” (Anak Djamu), atau tetamu. Mereka masih memakai ba-
hasa Minangkabau, schingga discbelah Meculaboh ada orang Atjeh jang
tidak tahu bahasa Atjch, dan hanja tahu bahasa Minang. Sampai achir
abad kesembilan belas, artinja semasa Atjeh masih merdeka dan ber-
daulat, Ulcublang-uleublang di Tapak Tuan, Sama Dua, Trimon, Ba-
kongan, Meukek, Meulaboh dan Labuhan Hadji masih menerima gelar
Datuknja dari Mamakrja. Sctelah Belanda berkuasa, barulah dialih-
kan kepada anaknja. Schagaimana djuga Laras Empat Koto di negeri
«uja, Laras Pertama Datuk Radjo Bandaro dizaman Padri, Suku Gu-
ji. digantikan olch Luras Kedua Datuk Pamuntjak, Suku Gutji djuga.
Tetapi kemudian baru dialihkan Belanda kepada Anaknja Datuk
Pangulu Besar, Suku Piliang, Dan kemudian sctelah pangkat La.ras di-
ganti dengar Demang, jang djadi Demang adalah Sutqn ?crpatxh (ke-
mudian bergelar Datuk Bandaro Kajo, Suku Tjaniago), jang terkenal

dengan gelar PDemang Lunak” di Batusangkar dabulu,
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Hariu Pusaka.

Jang djadi masaalah kita sekarang ialah masaalah Harta Pusaka
itu. Dinamai menurut Adat bahwa harta itu terbagi dua : Pertama Pusa-
ka Tinggi, kedua Pusaka Rendah. Pusaka Tinggt didapat dengan tembi-
lang besi, Pusaka Rendah didapat dengan tembilang cmas. Harta Pu-
saka Rendah apabila sudah sekali turun, naik dia mendjadi Harta Pu-
sika Tinggi.

Pusaka Tinggi inilah jang didjual tidak dimakan beli, digadai udel
dimakan sando (sardra). Dan inilah Tiang Agung Minangkabau scla-
ma ini. Djarang kedjadian Pusaka Tinggi turun mendjadi Pusaka Ren-
dah, entah kalau Adat tidak berdiri lagi pada Suku jang menguasainja.

Begitu kuatnja kedudukan Pusaka Tinggi itu, sehingga harta pen-
tjahariar: seorang “urang sumando”, misalnja rumah jang dibuatnja
untuk anak isterinja, tetapt terletak ditanah pusaka isterinja, tidaklah
berhak dia mendjualnja kembali, meskipun harta pentjahariannja sen-
diri. Dia tertjela keras oleh Adat kalau berbuat demikian. Sebab itu
kalau seorang laki-laki mentjeraikan isterinja, rumah itu tinggallah
mendjadi hak milik isterinja. Dan kalau dia bersuami baru, suami jang
baru jtupun tidak berhak atas rumah itu.Kalau bertjerai jang dibawa
keluar adalah bungkusan sehelai. Dan kalau isteri itu mati, jang punja
harta itu adalah anak-anaknja. Terutama anak jang perempuan. Fa-
raidh tidak masuk kemari. Pagang-gadai seorang suami untuk anak is-
wripun adalah kepunjaan avak-isteri itu. Dan harus diingat bahwa suku
ajah jang mati dengan suku anak-anaknja berlain. Oleh sebab itu ru-
mah buatan Sutan Panduko orang Tjaniago ditanah pusaka istertnja
orang Sikumbang, pada hakekatnja adalah wilajah orang suku Sikum-
bang. Seluruh orang T jariago tidak dapat menuntut rumah itu kemba-
li. Dengan demikian maka harta pentjaharian seorang Suku lain, bisa
mendjadi Harta Pusaka Rendah pada mulanja (ditjari dengan tembi-
lang emas, tidak berapa lama kemudian mendjadi Pusaka Tinggi bagi
isteri dan anaknja.

Inilah pula jang menjebabkan ada dizaman lampau satu Adat .”0-
rang sumando didjemput”. Scorang orang sumando dimohon sudll‘ah
hawin dengan kemenakan kami. Belandja suami (orang sumando) itu
Jiberikan olch isteri. Sebab sawah berdjendjang bandar buatan, ru-
wah gadang, lumbung bapereng, berderet-deret dihalaman. Ada lum-
bung Sitindjau Laut, ada lumbung Sibajau-bajau. Itu sebabnja maka
rumah-rumah  Gadang di Batipuh disingok rumahnja dibuat lam-
bang pedang terhunus sebagai alamat bahwa rumah itu adalah rumah
mamak kandung orang bangsawan sangsup memberi makan dagang
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lalu. Tidak pernah menampik berapa sadja tetamu datang. “Panjuko
dialek datang, panggalak djago lalok. Bundo lah duduek djo sukatan™.

Itu pula sebabnja maka perkawinan jang “ideal” di Minangkabau
dizaman Djaja, ialah kawin djo anak mamak, atau pulang ke Bako.
Djangankan kawin dengan orang jang datang dari daerah lain, sedang-
kan kawin orang Bajuc ke Manindjau, orang Sitanang ke Batukambiag,
orang Koto Gadang ke Sianok kuranglah afdhalnja, Karena didalam
memilih menantu diperkirakan djuga kedudukan Harto Tuo (Harta
Tua): ”Djar arato lapeh ka urang lain”, atau “Kuah tatunggang ka-
nasi, nasi kadimakan djuo”.

I
Keelokan Adat Minangkabau.

Keelokan Adat Minangkabau ialah pada susunan harta pusaka itu.
Pusaka jang dinamai Pusaka Tinggi, jang diterima turun temurun dari
ncnek-mojang, jang diungkapkan dalam pepatah Adat: 'Rumah Ga-
dang lumbung bapereng, sawah badjandjang, banda buatan”. Dan dise-
but djuga ”Nan basasok badjarami, nan bapandam pakuburan.” Dan
»Dakek nan bulich di kakok, djauch nan bulieh ditundjuek.”

Dengan dasar keibuan (Matriarchat), satu pajung, satu ninik, satu
perut, nenek-mojang kita dahulu membuka tanah jang disebut: "Maun-
tjantjang melatih, membuka kampung dan halaman”. Kemudian
anak-buah berkembangan, Nagari bakalebaran, maka timbullah Suku
jang tidak bolch terpisah dari Sako. Scbab ada Suku mesti ada Sako.
Dizaman djajanja, adanja harta pusaka mendjamin hidup anak kemec-
nakan. Harta pusaka, “didjual tidak dimakan beli, digadai tidak di-
makan sando’. Segala anak-buah menukuk dan menambah, tidak bolch
ada jang menguranginja, Mamak-mamak mendjaga wilajah ibu atau an-
dung memegang Kuntji ampang-puruk dan Lumbung. Isi lumbung atau
ist ampang-puruk hanja boleh dikeluarkan kalau terdjadi sebab-sc-
bab jang empat perkara:

1. Rumah gadang katirisan.

2. Adat Pusako tuk berdiri.

3, Gadis Gadang tak berlaki.

4 . Majat terbudjur ditengah rumah.

Kalau bertemu sjurat jang empat : maka tidak kaju djendjang dike-
ping, tidak cmas, bungkal diasah. Artinja kalau tidak ada persediaan
dalam lumbung lagi, tidak pula ada tanaman-tanaman tua jang dapat
»dipadjadi pitih” (didjadikan uang), waktu itu apa boleh buat, harta
itu sendirt boleh digudaikan, misalnja sawah atau ladang. Pepatah Mi-
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nangkabau mergatakan : “Mardeso diparuik kanjang, madjilih ditap?
aie”.

Maksud pepatah itu ialah apabila perut kenjang, sandang-pangan
masih tjukup, orang dapat mardeso. Artinja mardeso ialah terbuka pi-
kirar, timbul angan-angan dan terbuka kreasi dan inspirasi baru. Ma-
djilih ditapi aie artinja seiring dergan kenjang. Jaitu orang jang dapat
menundjukkan kebersihan hanjalah orang jang rumahnja berdiri dite-
pi air. Pepatah ini memberikan isjarat bahwasanja Adat ini hanja bisa
berdiri kalau ekonominja baik. Dan adat akan runtuh kalau ekonomi-
nja bobrok. Pepatah mengatakan : “Litak takatja, rusueh tarabo”.

Nenek-mojang kita jang arif-bidjaksana pernah mengungkapkan pu-
Ja seketika Belanda mulai mentjekamkan pendjadjahannja dinegeri Ki-
ta. Karena Adat sudah rusak : Adat tingga dipapatah, Ugamo tingga
disuretan”. Dan diungkapkan pula didalam satu pantun:

“"Dahulu rabab nan batangkai,
Kini langgundi nan babungo.
Dahulu Adat nan bapakai,
Kinilah rodi nan paguno”.

Kalau ckonomi bobrok, hidup belum sampai menjampat, lalu hen-
dak melagak djuga, dinamailah jang demikian itu: “Rantjak di La-
bueh.” .

»Sawah nan bunta digadaikan, sawah nar: pandjang diagunkan, hu-
tang nan duo djadi tigo, sapuluh djadi limobaleh. Marantak sadjo turun
djandjang, disco bendi ampek benggo, dipasang kudo duo-duo, manda-
rap kudo nan didalam, mandantieng kudo nan dilna, tangan tapasang
tapi bendi, dipasang rokok gadang-gadang, asok manduieng kaudaro,
awak baraso udju bana, tuo djo mudo indak disapo Jhino djo mulia tak
dikana”.

Kemudian diterangkan bagaimana tjelakanja hidup jang "Rantjak
di Labuch” itu. Kata beliau : “Lah lusueh kain sapatagak, usang sipatu
nan sapasang, ka djo apo anak gantt, budo kanduenglah njato misikin®.

Apa peladjaran jang kita dapat disini! ITalah kerusakan achlak
“Rantjak di Labueh”. Asal mertju suar nampak oleh orang lain. bera-
ni menggadaikan sawah, pada hal sawah tua tidak boleh digadaikan
kalau tidak ada salah satu dari sebah jang empat perkara. Tetapt ka-
rena mental telah rusak, bersama hantjurnja ekonomi, segala peratur-
an pusaka telah dilanggar. Achir kelaknja tentu wmenjesal.

"Sadjak samulo den latokan
Indak ang latak dalam padi
Ang latak djuo dipamatang
Pandan dirimbo maladuengkan.
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Sadjak samulo den katokan
Indak ang latak dalam hati
Ang latak djuo dibalakang
Badan ang djuo nan manangguengkan.

Tetapi kalau ekonomi sudah baik, Adat bisa berdiri. Dalam filsa-
fat Datuk Panduko Alam, beliau katakan, baiknja ekonomi harus di-
mulai dengan baiknja terlebih dahulu djiwa kita sendiri, sembuh dari
penjakit tjongkak. Sembuh penjakit jang beliau ungkapkan dalam pan-
tun:

“Tagendeng biduek nak rang Narch.
Dilantak biduek nak rang Bajue.
Genenyg bak geneng sirich rareh,
{ndak takana tampuck lajue”.

Rantjak di Labuch tobat, menjerah kepada Bunda Kandung Siti
Djauhari. Dengan dasar keinsjafan ini Siti Djauhari memulai hidup ba-
ru, diikuti oleh anaknja Rantjak di Labueh dan anak jang perempuan
bernama Siti Budimar. Sehingga karena kcinsjafannja itu Rantjak di
L.abueh berhak mendapat gelar Sutan Sampono.

Datuk Panduko Alam mengungkapkan bangunnja kembali ekonomi
dan kemakmuran setjara negeri agraris waktu itu dan sekarang ini:
»Lado lah membintang timur, tabu lah manjintak rueh, tarueng lah
ajun-ajunan, antimun mangarang bungo, lah kunieng padi disawah, lah
hidjau padi diladang. lah duduck mandeh djo sukatan”.

Dalam tjerita wajang disebut dincgeri jang demikian ialah: “Ge-
mah Ripah Karta Rahardja Loh Djinawi”.

Setelah ckonomi baik dan pulih kembalt, bukan dengan berhutang
melainkan dengan berdikari, barulah dapat ”mcn'd'irikan Rumah nan
Gadang, mambuck djandjang batu tcm.bok"‘. Dan tidak lama kemudian,
dapatlah si Bungsu Siti Budiman, adik  Sutan Samparono ditjarikan
djodohnja. Sesudah ditjari-tjari djadi sumando, di}patlah seorang pe-
muda bernama si Bujung Siddiq bergelar Faqgih Tjandakia.

v
Pendapat dan Farwa Ulama-ulama Minangkabau
tentang Harta Pusaka.

Saja sclidiki dengan seksama dalam sedjarah, setelah Agama Islam
masuk kenegeri ini, baik sebelum Perang Padri, ataupun sesudahnju,
Islam masuk kemari tidaklah mengganggu susunan Adat Minangkabau
dengan Pusaka Tingginja atau Harta Tuanja itu.
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Begitu hebat peperangan Padri, hendak merobah daki-daki Adat
Djahilijab di Minangkabau namun pahlawan-pahlawan Padri sebagai
Hadjt Miskin atau Hadji Abdurrahman Piobang, atau Tuanku Lintau,
tidaklah ingin menjinggung atau ingin merombak susunan harta pusa-
ka tinggi itu. Bahkan Pahlawan Padri radikal, Tuanku Nan Rentjeh
jang sampat membunuh Untjunja (adik perempuan ibunja) karepa ti-
duk mau mengerdjakan sembahjang, tidaklah tersebut bahwa beliau
menjinggung-menjinggung susunan adat itu. Kuburan Tuanku Nan
Rentjeh di Kamang jang pernah saja ziarahi terdapat dalam tanah Pu-
sako Tinggi suku-sakonja, suku Tandjung di Surau Koto Samiek Ka-
mang, Tuanku Nan Tuo di Tjangking pun tidak hendak mengusik-usik
susunan Harta Pusako Tinggi.

Didalam tahun 1919 tcrkenallah tantangan ajah saja, Dr. Sjech
Abdul Karim Amarullah terhadap Adat Minangkabau dengan bukunja
Pertimbangan Adat Lembaga Alam Minangkabau sebagai bantahan ke-
pada buku Tjurai Paparan Adat Limbago Alam Minangkabau karang-
an Dt. Sangguno Diradjo. Jang beltau tantang dalam buku itu adalah
dongeng-dongengz dan chajal jang tidak ilmijah jang banjak bertemu
dalam Tambo-tambo Mnangkabau. Namun beliau tidak djuga mengusik
Harto Pusako. Dalam karangan beliau Sjamsul Hidajah dan Seni Aman
Tiang Selamat, beliau tjela keras menurunkan harta pentjaharian ke-
kemenakan, tctapi harta pusaka tua itu tidak djuga beliau ganggu-gugat.
Malahan beliau berbeda fatwa dengan gurunja sendiri Tuan Sjech Ah-
mad Chatib jang spesial mengarang sebuah buku mendjelaskan bahwa
Harta Pusaka Minangkabau itu adalah harta Sjubuhat, haram dima-
kan hasilnja.

Menurut beliau seluruli orang Minangkabau memakan harta haram
Jan beliau konsckwen dengan pendapatnja, schingga setelah beliau
tinggalkan Minangkabau dan berdiam di Makkah sampat wafatnja beli-
au tabun 1916 (1334 H), beliau tidak pernah pulang-pulang lagi ke
Minangkabau.

Tetapi ajah saja berfatwa bahwa Harta Pusaka Tinggi adalah sc-
hagat waqaf djuga atau sebagai harta Musabalah jang pernah dilakukan
Umar bin Chattab pada hartanja scndiri di Chaibar, jang boleh diam-
bil isinja tetapi tidak boleh ditasharrufkan tanahnja.

Beliau mengemukakan ¢a'idah Ushul jang terkenal. jaitu: Al -
‘adans Muhakkamatun, wal "Urfu qa-dhin”. Artinja: "Adat adalah di-
perkokoh, Uruf (tradisi) adalah berlaku”.

Melihat djalan fikiran kaum Ulama di Minangkabau sendiri, harta
it dibagi dua: pertama Harta Pusaka Tinggt dan kedua Harta Pen-

tjaharian. Harta Pusaka Tingei tidak boleh gfangg‘u gugat, tetap da-
lam keadaannja jang sekarang didjual tidak dishakan beli, digadai tidal.
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dimakan sando. Tetapi harta Pentjabarian hendaklah di-faraidhkan
menurut Agama. Ulama-ulama malahan mempertahankan Harta Pusa-
ka, dengan menilai kembali sjarat jang empat, jang membolchkan Har-
ta Pusaka didjual atau digadaikan.

Adat pusaka tiada berdiri sudah dapat dimadjukan, schingga da-
lam bebcrapa Nagari, kalau seorang Ninik-mamak meninggal dunia,
jang bernama : ”Mati Bertongkat Budi”, tidak perlu diadakan makan-
makan dan kenduri, scbab menurut faham Ulama-Kaum Muda jang
tclah berpengaruh di Minangkabau, kenduri dirumah orang kematian
haram hukumnja. Oleh sebab itu kalau seorang Ninik Mamak mening-
gal dunia, diletakkan keris diatas djenazahnja dan sebelum djenazah
diangkat kepekuburan, diadakan terlebih dahulu upatjara mengelipah-
kan djabatannja kepada Datuk Penungkatnja. Dengan menjerahkan ke-
pada kemenakannja jang berhak jang setengah Nagari disebut “Lem-
baga”. Sesudah itu diurus menurut Agama dan dikebumikan.

Jang olch karena sudah keputusan Adat, kedudukan sama djuga
dengan upatjara sambil makan-makan. Karena kalau gelar itu tidak
disandangkan kepada Panungkatnja dihart itu djuga, gelar itu akan ter-
benam. Adat “mentjabutkan batang terbenam” lebih berat dari meng-
angkat Penghulu biasa. Sekurang-kurargnja scekor kerbau djadi xor-
ban.

Dengan mengharamkan kenduri dirumah orang kematian ini, ula-
ma-ulama Minangkabau telah berhastl membendung kemusnahan Har-
ta Pusaka, schingga hidup jang sama selama ini tetap dapat dipertahan-
kan. Karena dizaman lampau banjak sawah ladang tergadai kepada
jang lebih kaja semata-mata karena hendak mengadakan kenduri ke-
matian. Meiga-hart, Menudjuh Hari, Empatpuluh Hari, Scratus Hari
dan Seribu Hari.

Disaat itu pengaruh fatwa Ulama mengalahkan kedudukan Pangu-
lu, melarang mengadakan Walimah perkawinan terlalu dibesar-besar-
kan. Sehingga lebih dari kekuatan: “"Gadang tukik dari panganak”.

Dari semua keterangan ini nampakn’ja bahwa kedatangan Islam
bukanlah memperlemah Adat, tetapi memperkuatnja.

Ada orang jang mentjoba menganalisa Sedjarah Perang Padri jang
mengatakan bahwa Perang Padri, jang disebut djuga perang 'Hitam-
Putih” adalah Perang diantara Kaum Adat dengan Kaum Agama. Dan
Sanusi Pane dalam bukunja Sedjarah Indonesia dalam hypotese jang
dia kemukakan tentang sebab-scbab Perang Padri ialah karena Kaum
Padri tidak menjukai Harta Pusaka. Saja mengandjurkan saudara-sau-
dara untuk menjelidiki int kembali, melainkan peperangan Kaum Aga-
ma bersemangat Wahabi di Minangkabau dengan Pendjadjahan Belan-
da. Ada Ninik-Mamak jang masuk golongan Kaum Padri dan ada pula
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jang masuk golongan pembela Belanda. Dan ada pula Ulama sendin
jang pro Belanda. Dan ada Ulama jang menentang kekerasan, padahal
dja Guru Besar dari Kaum Padri sendiri. Jaitu Tuanku Nan Tuo di
Tjangking.

Teori jang mengatakan bahwa Perang Padri adalah perang Adat
dengan Agama telah dibatalkan oleh Sedjarah, bahwa seketika Belan-
da dapat mcnangkap 14 orang Padri di Pandai Sikek dan mereka dihu-
kum gantung, 12 orang diantararja jalah Datuk-Datuk Pengulu Adat,
dan hanja dua orang jang Tuanku (Guru Agama). Diantaranja putra
Tuanku Mansiangan (Silahkan lihat buku Sedjarah Perang Padri kara-
ngan M. Radjab). '

Dan di Bondjol sendiri, Tuanku Besar Imam Bondjol memimpin
negeri Bondjol bukanlah seorang diri, tetapt dikini kanannja terdapat
dua orang Kepala Adat, Datuk Bandaro dan Datuk Sati. Keputusan
mereka bertiga (Radjo Tigo Selo), itulah Adat Nagari Bondjol.

Sewaktu pengaruh Atjeh datang ke Rantau, Tiku Parjaman, Dipa-
dusunan ada Radja bergelar Sultan, diradjakan dart Atjeh. Sampai ada
Radja Pariaman itu jang dipanggil pulang ke Atjeh, buat didjadikan Sul-
tan Sri Alam (Mangkat di Atjeh, karena terbunuh pada tahur 1576).

Pengaruh Atjch besar sekali di Tiku Pariaman, sehingga djelas sam-
pai sekarang pada gelar jang dipakai. Orang Pariaman nicnerima ge-
lar keturunan dari ajahnja, bukar dari mamaknja. Tiga gelar jg terke-
na! sekarang : Sidi, Bagindo dan Sutan. Sidi gelar keturunan Rasulul-
lah, sebagai Sajid dan Sjarif. Sampai sekarang di Marokko, keturunan
Leturunan Sajid itu masih discbutkan Sidi. Bagindo gelar Keturunan
Radja-Radja, dan Sutan keturunan Bangsawan. Semua dipanggilkan.
Adjo. Dari kata Radja. Sebab itu djanggal sekali terdergar ditelmga
orang Tiku Pariaman kalau hami orang Darat bergelar Sidi-Bagindo,
Bagindo Saidi atau Sutan Saidi. Sidi Sutan, atau Sutan Bagindo, Bagin-
do Sutan.

Sudah begitu mendalamnja pengaruh Arab Islam di Tiku Paria-
man, namun harta pusaka masih tetap matriarchat.

Pada tahun 1952 diadakan Rapat Besar di Bukittinggt, jang diha-
diri djuga oleh Almarhum Hadji Agus Salim. Disana diperkuat penda-
pat jang telah tumbuh tertang pembahagian Harta Pusaka Tinggt dc-
ngan Harta Pentjaharian. Scbab sampai saat sekarang ini, Adat Mi-
nangkabau itu belum pernab berpisah dengan Agama, walaupun diza-
man Dominasi Komunis di negeri ini scorang Datuk dari Lawang te-
lah mentjoba membentuk satu Partai bernama "Partai Adat Rakjat”
buat memperalat Adat bagi kepentingan Komunis, atau Datuk itu sen-
diri jang djadi Alat Komunis.
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Mungkin dizaman sekarang mulai pula ada usaha-usaba memisah-
kan Adat Minangkabau dengan Agama Islam, supaja Minangkabau ini
bisa menerima Agama Keristen scbagai scbahagian dari Adat. Dan
mwungkin trmbul djuga usaha membawa Adat Minangkabau kembali
kepada zaman Djahilijahnja, kezaman Adityawarman atau semasa Lasj-
kar Singosari datang ke Minangkabau, lalu terdjadi mengadu kerbau.
atau terdjadi "Padang Sibusuk™ dan “Kiliran Djao”. Tetapi barang
jang terang ialah bahwa Adat Mnangkabau itu adalah "Tali Berpilin Ti-
ga”, diantara Adat, Sjarak dan Undang. Tersunting dalam pepatah Mi-
nang sendiri : "Adat bersendi sjarak, sjarak bersendi Kitabullah™. ”Sja-
rak mengata, Adat memakai”. “Sjarak bertelandjang, Adat bersesam-
ping”. ”Adat menurun, Sjarak merdaki”. Dan sjarak ini tidak ada sja-
rak lain, melainkan Sjarak dari Sjari’at Islam dan Sjari’nja (Pentjipta
Hukum) ralah Allah dan Rasul.

Perpaduan Sjarak, Adat dan Undang inilah jang telah membuat tjo-
rak tersendiri orang Minangkabau dalam rangka kesatuan bangsa In-
donesia. Terbajang pada Balairungnja jang seruang, Mesdjidnja jang
sebuah. Kemudian setelah berkembang perkumpulan-perkumpulan A-
gama bertambah satu lagi: “Satu Sekolah Agama”.

Tertjermin dari pada sarung jang tak terlepas dart badan. Walau-
pun sekarang sudah memakai pantalon. Pada tahun 1918 bertengkar
pcrkara sesamping. Tertjermin pada selendang kaum perempuan jang
walaupur: sudah terlepas dari kepala, namun dia masih tersandang di-
bahu, tertjermin lagi kepada pakaian perempuan dengan memakat fe-
kuluk sehingga pakaian setjara Adat di Batipuh dan Pajakumbuh, sjah
dibawa sembahjang. sebab aurat tertutup.

\Y%
Segi Kelemahan Harta Tua.

Harta Pusaka Tinggi, ladang nan babintalak, sawah nan bapama-
wung, adalah pasak kungkung Alam Minang. Kekuatannja ialah bahwa
orang Minang belum kehabisar: harta. Dan jang memegang harta itu
adalah ibu. Bunda Kandung (Matriarchat.) Inilah jang mengistimewa-
kan kita dari dacrah lamn. Sehingpa kalau harta dengan garis djalur ke-
ibuan tidak ada lagi, berobahlah Minang, Apakah berobah kepada jang
buruk atau kepada jang baik. belumlah kita persoalkan sekarang, )

Dan disinilah pula terletak kelemahan Pusaka Tinggt itu, jaitu Ja-
ki-laki tidak mempunjai hak. Laki-laki hanja "Kabau pahangkuik abu.
Gadjah peladjang bukik™, Mara jang dapat bawalah pulang, scrahkan
kepada ibumu. Sedjak masih ketjil sudah tidur disurau atau mengob-
rol dilepau. Kalau sudah bosan dikampung lekaslah berangkat, deagan
lchih dahulu meminta izin kepada ibu :
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“Tangsi Tjurup, Muaro Aman,
Labucng dibuka Masakapai.
Bundo Kandueng taguchkan iman,
Malapeh anak dagang sansai.

Sikudjue djo Batang Kapeh.
Kambanglah bungo para-utan.
Kalau mudjue bundo malapeh,
Bak ajam pulang kapautan™.

Kalau harta masih mentjukupi, sawah ladang masih sedang-menje-
dangi. belumlah terasa benar keketjewaan tidak adanja hak pribadi
ini.

Sekarang, negeri tidak bertambah, sawah ladang masih sawah la-
dang jang ditaruko olch nenek-mojang kita ratusan tahun jany lalu dju-
ga, pada hal hidup kita sendirt sudah berobah dari zaman kezaman.
Sebab itu maka telah terselip dalam hati laki-laki Minangkabau perasi
an tidak puas dengan Harta Pusaka itu. Laki-laki hanja disurub nc-
lotmbuk, memperbanjak dan memperkembang Pusaka Tinggi. tetapi
dia tidak boleh mengambil hasilnja.

Sebagai mamak, dia hanja mewilajah. Adat sangat mentjela sc
orang Mamak jang “tidak manukuek djo marambah, bersikuat meng-
habiskan”. Sudah lama sekali sudah sedjak Negeri memakai Laras-La-
ras dahulu beberapa Negeri pentjarian Ninik-Mamak tidak ada, hanja
dari komisi pemungutan uang belasting dari ansk kemenahan. Kemu-
dian jtu dia mendapat “persen” kalau menjetudjui anak-kemenakon
menggadaikan sawah.

Scorang Penghulu Putjuk.
pergi rapat ke Balairung. atau
Keramaian, gagah perkasa dizaman muda. h !
kesurau buruk. Suatu suku mempunjai surau-surau sendivi untok anai
anak muda jang belum kawin dan orang-orang tuit jang u‘dnk dpede
Kan lagi tenaganja, walaupun dia seorang Pengulu. Dan ditwuah anal
kandurgnja sendiripun dia tidak dapat berbuat apa-apa, sebab uum.!x
itu bukan dia jang punja, dan bukan dia jang kuasa. Tony Kuasa ki
Ninik-Mamak, Tungganai dalam Pajung Pandjt suki wn.

Demikian pula kita lihat “urang sumande” }““!1“‘*’ dichor harbau
abu diatas tunggul, letjah dikaki, Dixs mengebat u\'luk crat, mewantjung
tidak putus. Pada Nagari jang masil kuat adatnga, - scorang ajah hatl-
nja diadjak musjawarat oieh mamak anakoja. ketika anak itu akan

dikawinkan.

Penghulu Ardiko, heepat Suku. ang
nasuk ketengah hetat kenduri, medan
setelah tun harus kembali



Oleh sebab itu maka soal tidak ada kebebasan pribadi, sudah sa-
ngat lama dirasakan oleh laki-laki Minang. Sehingga sectelah terbuka
djalan merantau merekapun merantau. Dinegeri sendiri mereka orang
biasa, duduk sama rendah tegak sama tinggi. Betapapun tjerdik seo-
rang, dia telah terikat oleh pepatah : *Indak nan tuo pado kako indak
nan tjadiek pado Mamak”. Sebab itu kalau scorang mempunjai bakat
atau inisiatif, susahlah mengembangkan bakat itu dinegeri sendiri :

“Karatau madang dihulu.
Babuah babungo balun.
Marantau budjang dahulu,
Dirumah paguno balun.”
Setelah mereka merantau barulah merecka mengenal hidup bebas.
Dan ini bukan sedjak zaman achir-achir ini sadja. Ini sudah lama.

1. Radjo Bagindo.

Mengembara ke Kalimantan Utara, sampai ke Sabah dan sampai
ke Mindanao, kira-kira 1390. Pada Batu bersurat Radja-radja Be-
runai tersebut bahwa Genta Alamat Keradjaan Berunai adalah dibawa
dari Minangkabau Pulau Andalas. Di Serawak orang besar-besar bei-
gelar Datuk, sampai sekarang mereka masih membanggakan keturunan
Minangkabau, jaitu rombongan Radjo Bagindo. Dan pula Radjo Ba-
gindopun meneruskan pengembaraannja ke Mindanao, dan dialah jang
menurunkan Radja-radja Sulu. Sampai sekarang orang Islam masih
mengakui bahwa diantara Radja-radja mereka memang berasal dari
Minangkabau.

Tjoba kalau Radja Bagindo masih hidup di Minang, nasibnja tidak
akan berlebih dari nasib beratus-ratus Radjo Bagindo jang lain, jang
ada sainpai sekarang di Minangkabau.

2. Radjo Malewar.

Jang mendirikan Keradjaan Negeri Sembilan. Rembau Sri Menanti
hanjalah rantau dari Tuan Machudum. Tetapi wakilnja disana mendja-
di Jang Dipertuan Besar.

3. Machudum Sati.

Jang membuka tanah di Atjeh Selatan dan Atjeh Barat. Dari sanalah
timbul Teuku Umar Djohan Pahlawan. Machudum Sati setelah dike-
tahui bahwa dia kuat-kebal oleh Sulthan Atjch diberilah dia gelar Pah-
lawan dan diberi tarah wilajah.

Dizaman moderen kita melthat Pahlawan-pahlawan bangsa jang
berasal dari Tanah Minang. Mclihat bilangan penduduk Minang jang
tidak lebih dari 3 djuta orang, besarlah prosentase pemimpin-pemimpin
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jang diberikan oleh Minang kepada Tanah Air Indonesia ini. Sedjak
dart Hadji Agus Salim, Abdul Muis, Abdul Rifai, Sjech Achmad Cha-
tib, Sjarif Taha Djalaluddin, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, Moham-
:mad Natsir, Asaad Datuk Mudo, Isa Anshari, Rasuna Said, Prof.
Mohd. Yamin, Adi Negoro, Dr. Mohammad Amir, Dr. Bahder Djo-
han, Dr. Abdul Halim, dan berpuluh-puluh lagi banjaknja jang lain.
Otak mereka tjerdas, dan semuanja diilhami oleh pepatah Minang
jang terkenal :

“Taraok tali alang-alang,
Tjabiek karateh tantang bingkai,
Hiduik nan usab mangapalang,
Indak kajo barani pakai.”

Bukanlah saja seorang ahli Ilmu Djiwa dan bukanlah itu bidang sa-
ja. Tetapi kalau kita kadji-kadji, apa sebab ketjerdasan luar biasa int,
apa sebab keberanian ini, apa sebab berani bertualang mengadu un-
tung ? Sebabnja jang utama ialah : "Tidak ada rasa terikat kepada har-
ta benda. Sebab semuanja tidak awak jang punja”.

Tidak ada anak Minang jang besar dinegerinja. Sebab dinegeri sen-
diri tidak dapat mengembangkan bakat, terhambat oleh harta. Sebab
itu mana jang sudah merantau tak ada jang berani pulang. Sebab pu-
lang artinja hilang. Pada hal semuanja bangga sebab mercka anak Mi-
nang. Mecreka mentjintai negeri ini luar biasa. Negeri Minang jang
indah itu telah terpeta didalam hati sedjak dibawa turunmandi.Dan
sungguhlah saja berani mengatakan tak ada suatu dacrahpun jang
seindah Minang.

Dia indah tetapi tak dapat dikuasai, sawah berdjendjang keluarga
jang punja, hutan rimba suku jang punja, gunung-gunung Minang
jang punja. Engkau boleh meratapinja, mendjadikannja buah pantun,
namun dia tidak dapat engkau miliki. Mungkin oleh karena tidak da-
pat dimiliki ini maka kita bertambah tjinta kepadanja.

Dia indah tetapi tak dapat dipegang, dia ditjinta tetapt tak dapat
dibuat "manga-manga”. Dia hanja indah buat ditengok pada gambar
panorama. Dia hanja indah buat dilihat scketika pulang sckali-sekali.

Dan buat ditangisi, kalau sudah terpaksa berangkat kembali seba-
gai bunji pantun:

*Bukit Putus, Rimba Keluang,
Direndang djagung dibangusi.
Hukum putus badan terbuang,
Dipandang gunung ditangisi”,
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Sjeich Ahmad Chatib jang mengatakan memakan Harta Pusaka
adalah memakan Harta Haram, tinggal di Makkah tidak pulang-pulang
sampai matinja, telah mentjantumkan Daerah jang ditjintainja int di-
udjung namanja, jaitu Sjech Ahmad Chatib bin Abdul Latif Al-Mi-
nangkabawt. -

VI
Terbuka Mata Anak Minang.

Dua faktor menjebabkan mempertjepat pertumbuhan kepribacian
anak Minang. Pertama didikan Agama, kedua didikan sekolah. Kedua-
nja bergabung djadi satu, menjebabkan tidak puas lagi telah termakan
('idikan pertumbuhan pribadi itu tidak berani tinggal dikampung iagi.

Atau dia dapat diasut djadi komunis, karena ingin menggandjil da-
ri orang lain, ingin mendjadi Mantiko, lalu dia pernjanjt :

“Hilangkan Adat serta paham tua,
wahai rakjat, sadarlah sadar...”

Saja buat misal satu “karikatur™ :

Scorang pemuda hidup rukun suami-isteri dikampung, Sctelali be-
berapa bulan kawin, terasalah gelisah karcna masih hidup menomnang
kepada hasil Harta Pusaka. Lalu mercka minta izin merantau suaii-
isteri. Oleh kaum kecluarga di-izinkan merantaulah mereka, ierbuka
pintu pentjarian. Hidup rukun, sampai beranak-anak. .

Setelah merantau bertahun-tahur: mereka mendapat rezeki, lalt
pulang kekampung membawa anak-anak jang telah lahir dirantau itu.

Mulai sadja tiba dikampung, sianak menjaksikan suatu jang sa-
ngat mengherankan mereka. Jaitu dia dengan ibunja pulang kecuinch
ibu dan ajah pulang kerumah ajah. Sianak selalu bertanja kepada ibu-
nja mengapa ajah tidak disini. Dan mengapa ajah tjuma malam sadja
pulang. Nantt sekali-sekali anak itu dibawa bertandang kerumah ajab
jaitu rumah bako. Dan sianak lebih tertjengang lagi setelah ibunja mem-
beri tahu bahwa sukunja dengan suku ajahnja berlainan.

Tidak lama mercka tahan dikampung, mercka segera berangkal
kembali kekota tempat mereka merantau. Sangat gembira hati st Anak,
sehab telah berkumpul dengan ajahnja kembali,

Dan susunan masjarakat begini adalah berpokok pangkal pada har-
ta tua tadi djuga. Sebab itu tidak beran kalau ada anak Minang diza-
man Belanda menaturalisir dirinja djadi Belanda dan tidak heran djika
Sjeich Ahmad Chatib lebih cnak hidup di Mekkah. Dan Abd. Rivai
pentjinta Minang jang tidak mau pulang ke Minang.
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V1
Zaman Baru

Pada achir tahun 19435, seketika sedang hebatnja Revolusi fisik ki-
t saja pindah dari Medan kekampung halaman. Saja naik oto dari Bu-
Kittinggi menudju kampung. Setclah keluar dari batas kota, disebelah
Lanan saja adalah Nagari Kapas Pandji. Disana saju lthat scbuah Ru-
niah Gadang Adat Minangkabau jang dipotong djadi dua, Ditanali jan
separo telah didirikan sebuah gedung baru tjara sckurong. Dan sepa-
ro jang tinggal masih berdiri Rumah Gadang, gondjongiya tinggal dua
jong merghadap ke Selatan. sebab dua jang menghadan ke Utara te-
lah diruntuhkan.

Inilah asal mulanja menimbulkan inspirasi saja menulis buku Aduar-
Minangkabau Menghadapi Revolusi. Saja melihat bahwa Adat telah
berobah, dan tidak ada orang jang patut disalahkan fantaran perobah-
an ini. Air telah gadang sebab itu tepian telah past berobah. Saja
memudji Adat, saja mentjintai sistim Harta Pusakn, tetapi Anak Mi-
rang sendiri sudab tidak dapat lagi menumpangi bahiera i, Dengan
berangsur mereka keluar dari dalamnja. Tidak ada lagi kekuatan Ninik
Mamak atau Tjerdik Pandai jang bisa menahan. Kalau misalnia disaw
tempat sudah ada Rumah Gadang jang dipotong dua, dan jang sepo-
tong sudah djadi gedung tandanja “urang sumando™ sudah bertindak
sendiri, dan Ninik-Mamak atau Tungganai dalam kaum itu tidak dapat
menghalanginja lagi. Dan tandanja siurang sumando tclah bertindak
menguasai anaknja, meskipun anaknja jtu kemenakan urang lam.

Dinegeri Sulit Air masjhur karena Rumah Adatnja jang pandjang-
pandjang. Sampai ada sebuah rumah jang pandjangnja 22 ruang, dan
dua orang Pangulu didalamnja. Urang Sumando jang telah kaja merasi
sempit tinggal didalam rumah itu lalu meminta tanah Suku buat men-
dirikan rumah baru. Menurut Adat, rumah jang baru, atau model baru
itu tidak boleh disebut rumab, sebab jang dikatakan rumah adalah tem-
pat berdirinja Adat. Dan rumah baru itu discbut Gadueng.

Proses dni tjepat sckalt. Sajalah jang berani memberi ingat pero-
bahan ini 22 tahun jang laly, dengan buku A:'iat A-fin.mlgkdhu{a '\‘.’f‘."“"
hadapi Revolusi. Saja menderita hebat scka’liw;d.nvuktu |lll..brkl('j“5 Ting-
¢i Kerapatan Adat Alam Minangkabau (M. JRALAMD) e mempunja

“Tentara Hulubalang” pernah mengantjam aknn “melipat” saja ke
ra saja hendak merevolusikan Adat, Orang-orang jang mernsa divinga
ahli Adat sangat marah kepada sajir. Tetapi kemarahan mercka ita -
duklah akan merobah duduk soal.
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Kita telah merdeka, dan berbagai hal suka dar: duka telah ditempuh
oleh daerah ini. Kemerdekaan menjebabkan pendidikan kita diperting-
gi. Dari S.D. telah mendjadi S.M.P. naik djadi S.M.A., naik djadi Fa-
kultas, dan sekarang tclah mempunjai berbagai Universitas. Generasi
ruda jang meneruskan hidup kita telah menghadapi berbagai problema
baru.

Anak-anak kita laki-laki dan perempuan telah berbondong keluar
dari dacrahrja. Jang laki-laki telah tersantung hatinja dengan gadis dae-
rah lain. Si Upik pingitan dahulu, sekarang telah mengenal pula pe-
muda lain. Kita sekarang telah mempunjai ”Urang Sumando” dari dae-
rah Sunda, Orang Djawa, orang Bandjar, Orang Menado, Sulawesi.
bahkan orang Amerika.

Tragis Sesudah P.R.R.I.

Karena tekanan bathin jang tidak tertahankan sesudah huru-hara
P.R.R.I. banjak orang berbondong. merantau. Anak, isteri, mamak, ke-
menakan, uaik, amai, andueng, dan untju dibawa merantau.

“Karatau disangko madang,
Kironjo balulueh padi.
Marantau disangko sanang,
Kironjo marusuch hati.”

Urbanisasi besar-besaran dan dahsjat telah dirasakan. Saja tidak
akan menerangkan daerah ain. Akan saja scbut sadja daerah Manin-
djau Sepuluh Koto. Tumpah ruah orang meninggalkan kampung; be-
sur-ketjil, tua-muda. Ke Pekan Baru, ke Medan, Lampung, Palcmbang,
dan ke Djakarta. Rumah-rumah Gadang dan rumah Gadueng sudah
tinggal bertahun-tahun, kadang-kadang 4 atau 5 rumah hanja didjaga
oleh seorang perempuan tua. Ada jang lingkut sama sekali.

Tjinta pulang masih ada. Tetapi struktur rumah-tangga dirantau
cudah berbeda 180 deradat dari jang selama ini. Orang sudah hidup
dengan anak isterinja, bukan dengan kemanakan dan saudara perem-
puannja lagi. Ada jang berminat pulang kekampung, tetapi rumah jang
akan didapati sudah runtuh. Siapa jang memperbaiki rumah itu ? Siapa
jang akan menegakkannja kembali ? Bukankah itu rumah Suku? Ru-
mah Tuo? Menurut Adat jang mesti mendirikan rumah itu ialab tung-
ganai, Padahal Tungganai-tungganai itu telah berumah tangga sendirt
pula dan telah hidup dengan anak-anaknja. Mereka tidak punja kesang-
gupan lagi untuk mendirikan Rumah Tuo, sebab mereka telah terikat
dergan kewadjiban rumah tangga menurut artinja jang sehenarnja.
Urang Sumando pun tidak pula berani untuk memperbaiki rumah itu
sebab menjalah menurut Adat,
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Saja misalkan kepada diri saja sendiri. Rumah anak-kemanakan
saja kosong dikampung 3 buah, 4 dengan rumah jang telah runtuh. Me-
nurut Adat sajalah jang mestt mendirikan rumah itu kembali. Sebab
saja Mamak. Tetapi saja tidak sanggup, sebab saja mengasuh anak
dan mendidik mereka sepuluh orang banjaknja. Suku saja Tandjung, Su-
ku anak-anak saja Gutji. Dan sajapun tidak berani mendirikan kemba-
li Rumah Gadang Adat, Rumah Tuo kepunjaan anak-anak saja, se-
bab dia ada bermamak, ada berpangulu, ada bertungganai. Semwanja
orang akan sepertt saja keadaanrja. Achirnja rumah-rumah dikanmpung
Kami bertambah runtuh. Dan orang hanja berusaha mendirikan rumah
dirantau.

Barangkali di Nagari-nagari jang lain akan scrupa djuga nasibnia
dengan dikampung saja. Rumah Gadang jang didirikan dengan gotong-
rojong, meramu kaju ke-lereng gunung Merapi atau Singgalang, 100
atau 80 tahun jang lalu, tidak bisa lagi diganti baru. Tjara kita berpikix
sudah berobah. Kita lebih puas mendirikan sebuah rumah dranemer-
kan. Rumah Gadang Minangkabau, hanja bagus dibuatkan dalam lu-
kisan, atau djadi Museum di Bukittinggi.

Sebab tidak memperhitungkan soal keschatan, udara tidak tjukup
masuk. Dan tidak mentjukupi sjarat untuk tempat beristirahat, ber-
lepas lelah, sehingga dalam kenjataan hanja djadi tempat menompang
tidur.,

“"Bagindo Alam diparupuek,
. Tibo malam, hilang barisuek™.

Tidak ada lagi kita jang menjukai rumah itu, tjuma kita tidak bera-
Y buka mulut. Rumah Gadang adalah salah satu tjontoh dari sikap
kita orang Minang dizaman moderen terhadap Adat pusaka kita. Ada
jang harus Kita tindjau kembali, meskipun hati ini masih tetap men-
tjintainja dan berat melepaskannja.

Sekarang saja kembali kepada pangkal. Scmua‘nja int berpokok da-
ri pangkal harta kita, jaitu Harato Pusako kepunjaa.n Sl}ku. Bcfpang-
kal kepada Matriarchat kita. Kita djangan mendustai diri sendiri, sck.n
lipun orang jang telah mencrima pendidikan gno‘dcrcn, sudah Ianm_ht-
dup memisahkan diri dari Rumah Gadang. Saja tidak menolak matiiar-
chat, melainkan struktur masjarakat, merurut Ethnologi dan .Snsm!o-
gi jang kita peladjari dibuku-buku dfm (hs:ckolah. sckz}r;mg l.clahhknta!
lihat perkembangannja dikampung kita Minangkabau jang Kita gjintai
" ah berobah,  Undang-undang Alam falah

Kctetapan pada Alam jal .
ahan jang ak berubah hanjatah Allah,

perubahan jang tetap. Jang Muthlak tid
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Didalam djiwa Anak Minang moderen timbullah apa jang dinamai
oleh almarhum Dr. Muhammad Amir “Minang Complex”. Bertambah
orang terpeladjar, bertambah dia mendjauh dari hidup tjara Minang.
Tetapi kalau Minang ditjcla orang. dia bela mati-matian.

Banjak kaum terpeladjar pulang verlof atau pakansi ke Minang.
Sampai dikampung dibuatlah kata mufakat dikalangan Suku memberi
beliau gelar Penghulu. Datuk Mantari Alam, Datuk Mangkudun Sati,
dipotongkan sapi atau kerbau, dilekatkan pakaian Penghulu lengkap
dengar: kerisnja. Setclah berada dikampung kira-kira dua Minggu be-
liaupun kembali ke Djakarta atau ke Medan, maka diudjung namanja
dipapan nama dimuka rumah terpasanglah nama baru : Dr. Fulan ge-
Jar Datuk Mantari Alam. atau Fulan S.H. gelar Dt. Mangkudun Sati.
Fadahal menurut Adat, gelar pusaka Datuk ialah tanggung djawab me-
ngurus anak kemerakan dikampung, bukanlah untuk dikedaikan dine-
geri orang. Dan ada pula jang setelah menerima gelar itu beliau berang-
kat, dan tidak pulang-pulang lagi 10 atau 15 tahun. Dan kalau mengob-
rol dengan Suku lain beliau memudji Adat Minangkabau setinggi langit.

Sjukurlah baru-baru ini Gubernur Sumatera Barat Harun Zein te-
lah mengambil tindakan jang bidjak dan tepat, jaitu mengumpulkan
Ninik-Mamak dan Pemangku Adat Minangkabau jang beratus orang
banjaknja di Djakarta guna membantu membangun Minang, schingga
gelar-gelar pusaka itu banjak sedikitnja dapat djuga dimanfaatkan buat
kampung halaman, tidak lagi terkatung-katung scbagai selama ini.

VII1
Penuwurtup

Sekarang bagaimana sikap kita ?

Sudah njata sekarang bahwa keadaan sudah berubah tjepat sekali.
Sudah lama sendi-sendi Adat Minangkabau jang telah gojah. Sjukurnja
bahwa Anak Minang sendiri masih mentjintai negeri ini, dan masih te-
rikat oleb kerangka Adat Istiadatnja, Pepatah dan Petitihnja, kehalusan
perasaan didikan nenek-mojang.

Njata sekarang bahwa kita dalam masa transisi. Timbul pertanjaan:
“Apakah Adat Minangkabau akan habis™? Djawabnja bukan pada o-
rang lain, melainkan padu kita sendirt. Sebab saju sendiri pertjaja bah-
wa selama kita mentjintai negeri ini, Adat ini tidak akan habis. Mi-
nangkabau sckarang mendapat challenge dari pergolakan zaman, kita
bangsa Indonesia baru, terutama jang berdarah Minang harus bersedia
menjerahkan responsenja.

Tandanja Minang tidak akan habis, saja rasakan sendiri di peran-
tauan. Meskipun diperantavan, terutama Metropolis Djakarta. setiap
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Anak Minang Moderen tidak lagi hidup dengan Matriarchat, tidak lagi
mamak-kemenakan, melainkan ajah dengan anak. Tidak lagi Urang
Sumando, melainkan suami jang bertanggurg djawab, namun rasa Mi-
nung masib tetap ada. Perkawinan-perkawinan orang Minang dirantau.
kadang-kadang lebih tertondjol Minangnja dan Adatnja dari pada dine-
eeri Minang sendiri. Mendjemput dengan Tjerana, menjambut dengan
membasuh kaki, berbalas-balasan, menjambut Pepatah dan Petitih
masih tetap utuh.

Ini mendjadi bukti bahwasanja Djiwa Minang masih bisa bertahan,
walaupun tjara hidup telah berubah 180 deradjat.

Itupun saja rasakan dalam diri saja sendiri. Meskipun saja Anak
Minang jang tclah lama mendjauhi hidup Matriarchat, namun djiwa
saja masih tetap Minang. Kemanapun saja pergi dalam rangka scba-
gai Putra Indonesia, namun saja tidak mau berdusta bahwa saja ada-
lah orang Minangkabau. '

Dan saja rasa sebahagian besar dari saudara-saudara int seperti sa-
ja duga. Sehingga kalau kita pulang kekampung halaman sekali-sekali,
kita tetap menjesuaikan diri, tetap kita merasa tidak terikat lagi dengan
Harta Tua. Dan kita segera hendak pergi.

Dan kita mulai dengan pertanjaan :

1. Apakah hal ini akan kita biarkan berlarut-larut, sehingga Mi-

nang mendjadi kutjar-katjir karena kelalaian kita ?

2. Apakah akan kita biarkan terus-menerus Anak-anak Minang
jang mulai terbuka matanja lalu mulai meninggalkan kam-
pung halaman, dan takut kembali pulang ? Karcna mendjaga
ketentraman pribadinja dengan anak-isterinja ?

Apakah akan Kita biarkan djuga Ninik-Mamak jang melarat

hidupnja dikampung, tumpah-ruah merantau dan tidak pu-

lang-pulang lagi ? Dirantau mengurus anak-isterinja, bukan
dikampurg mengurus anak-kemenakannja 7 Karena dikam-
pung tidak ada djaminan hidupnja.

4. Apakah akan kita biarkan djuga gelar "Datuk” pusaka turun
temurun itu “dibeli” oleh orang-orang perantau jang telah Ka-
ja dirantau untuk dilagakkannja dihadapan Suku lain, bahwa
dia orang beradat ?

5. Apakah akun kita biarkan djuga tanah-tatah Suku atau tanah-
tanah Wilajah Berbatangan, kian lama kian tinggal tidak ada
jang mengurus ? Atau didjual oleh Ninik-Mamak jang me-
nguasainja untuk kepentingan diri sendiri ?

6. Apakah akan kita biarkan Rumah-rumah Gadang kc)s‘ong dan
tidak ada lagi kekokohan Suku jang meramaikannja? At

(98}
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Rumah Gadang runtuh tak berpenghuni, karena tidak ada la-
gi jang merasa tanggung djawab ?

Inilah pertanjaan-pertanjaan kita, tetapi jang akan mendjawab ini
bukanlah orang lair;, melainkan kita, terutama kita jang didalam Adat
dinamai kaum Tjerdik Pandai.

Sebagai saja katakan diatas tadi bahwa pada tahun 1952 telah dia-
dakan Rapat Lengkap Adat, terdiri dari Orang Empat Djinis di Bukit-
tinggi, semasa Gubernur Ruslan Muljohardjo. Almarhum Hadji Agus
Salim pun hadir dalam Rapat itu. Ulama jang hadir diantaranja ialaly
Almarhum Sjeich Mustafa Abdullah Padang Djapang.

Disana diputuskan dengan kongkrit bahwa Harta Minang itu hanja
“terbagi dua, jaitu Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pentjaharian, Tidak
ada lagi djenis jang lain. Harta Pentjaharian wadjib dibagi menuru:
Hukum Faraidh Agama. Harato Pusako Tuo dibiarkan seperti sedia-
kala, tidak diganggu gugat. Dibiarkan perkembangannja menurut revo-
lusi. Dan waktu itu diperbintjangkan djuga kalau ada Acak-anak Mi-
nang membuka negeri baru bersama anak-isterinja (bukan lagi menu-
ru Ninik-Perempuan), diberi kelapangan. -

Sckarang karena perkcmbangan jang pesat ini, kitapun telah dapat
membuat peraturan jang lapang lagi. Dan ini bergantung pula kepada
Bulat Mufakat tiap-tiap Nagari.

1. Kalau seorang ajah hendak membangunkan rumah-tangga un-
tuk anaknja diatas tanah persukuan istermja, hendaklah diang-
gap bahwa rumah itu adalah kepunjaannja bersama-sama
anak-anaknja.

2. Kalau scorang ajah menaruko sawah, atau memagang sawah
orang lain untuk anak-anaknja benar-benar sawah-ladang itu
djadi kepunjaan si anak menurut garis Agama, bukan lagi dja-
tuh mendjadi kepunjaan Suku Kaum si Anak.

3. Kita akan membangun besar-besaran, kita memerlukan in-
dustri berat dan ringan. Kita memerlukan tanah-tanah jang
luas. Kita harus berusaha membuat lembaga-lembaga pemiki-
ran, bagaimana agar Adat djangan sampai menghambat sega-
la rentjuna, tetapi mendorongnja.

4. Kita perlu menghilangkan rinfangan-rintangan psichologis ba-
gi gencrasi muda kita agar jang ada dalam daerah djangan me-
rasa bosan lalu lari. Dan jang diluar agar tertarik pulang buat
membangun daerah ini.

5. Kita harus berusaha agar anak-anak muda kita djangan sam-
pai asal <udah terpeladjar, lari kekota sehingga jang tinggal
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dikampung hanja orang-orang jang putus asa dan jang tidak
bisa lagi berbuat apa-apa.

Mengenai Daerah.

1. Kalau Anak Minang Moderen jang telah merantau ingin pu-
lang kekampurg dan ingin hendak mempunjai harta benda, se-
bagai jang dapat dipunjai dinegeri lain, hendaklah diberi ke-
lapangan.

2. Supaja Pemerintah Dacrah mengandjurkan transmigasi Anak
Minang kedaerah-daerah Minang jang luas, sebagat Ranah
Pasaman, Padang Mardani, Lembah Bawan, dan lain-lain de-
ngan dasar keluarga (suami-isteri, ajah dan anak).

Mendjaga Pusaka Minang.

Disamping harta benda atau Pusaka Tinggi harta berbatangan, ta-
nah wilajah adalah lagi pusaka Minang jang inti, jaitu Adat Jang Ber-
Berpilin Tigo, sebagai telah saja uraikan dipermulaan prasaran ini. A-
dat, Sjarak dan Undang. Pepatah, petitih, gurindam, talibun, pantun,
pidato dan seni kata jang beralun dan berirama.

Minang berpuluh tahun lamanja memberi inspirasi kedalam per-
kembangan Bahasa Melayu atau Indonesia. Setelah diselidiki djelaslah
" betapa besar pengaruh Agama, Adat dan Undang itu dalam memben-
wk apa jang dinamai Sastra Minang. Keindahan alamnjapun mendo-
rong pertumbuhan bahasanja sendiri.

Kira-kira tahun 1957 scbelum pergolakan P.R.R.L hal ini pernah
saja bitjarakan dengan sahabat saja Prof. Dr. Bahder Djohan. Dengan
bersemangat beliau pernah menjatakan kerinduan hatinja pulang ke
Minangkabau, lalu membentuk sebuah “Fakultas Sastra” sebagai tja-
bang dari Universitas Andalas, atau sebuah Akademi untuk memeli-
hara Sastra Minang, jang tclah membentuk peribadi orang Minang itu.
Kalau orang Sunda Moderen memelihara Sastranja sctjara terus te-
rang, sehingga ada madjalahnja dengan bahasa daerah, kalau orang
Djawapun memelihara Sastranja dengan badan-badan tertentu seper-
ti Seni Budojo, kitapun berkewadjiban memelihara, menggarap se-
tjara Iimijah sumber-sumber bahasa dan sastra kita. Beliau mengata-
kan bahwa dia bersedia inemulai mengambil inisiatif. Dan beliau me-
ngadjak saja untuk bersama-sama mempelopori ini, Dalam bersema-
ngat demikian, maka datanglah tahm‘l 1958. Kami berdua termasuklah
orang-orang jang dibentji sebab kami Anak Minang, Dan sekarang 10

tnhun telah berlalu, kami bertambah tua djuga,



Apakah tjita ini dapat dilangsungkan ? Apakah kekajaan ini dapat
dikumpulkan ? Dengan mengadakan Rescarch, penjelidikar, pengum-
pulan Naskah? Dan mentjari Naskah jang ada di Musium Djakarta, Mu-
sium Leiden, dan Naskah jang ada di Negeri Sembilan, Naning. A\-
tjch Selatan ? Guna mendjawab ini, bukar saja lagi melainkan tersc-
rahlah kepada Universitas Andalas scbagai pelopor Kebudajaan di Mi-
nang jang indah ini, dalam rangka Kesatuan Negara Republik Indoi:-
sia.

Dan kita tjukup mempunjai sardjana-sardjana kawakan sebagai
Prof. Hazairin, Ahli Hukum Adat jang terkenal, Prof. Nasrun, Prof. Dr.
Bahder Djohan dan Jain-lain. Sehingga kalau ini berhasil, walaupun mi-
salnja kita bertukar dari Matriarchat, lalu hidup 100% setjara Islam
dan menurut Sjari'at Islam, namun kita tetap Anak Minang dalam -
rangkaian Kesatuan Bangsa Indonesia jang Merdeka dan Berdauiat.

e # sk

Mano sagalo nirik-mamak, ataupun tjerdik dengan pandai, baih
ulama djo hukama, imam-chatib suluh bendang, dekat tidak dipanggil-
kan nama, djauh tidak discbutkan gelar.

Saja susun djadi nan sepuluh, terhundjam lutut nan dua, ditekurkan
kepala nan satu. terimalah salam dari saja, salam sarato persembahan.

Dari segala uraian jang saja ketengahkan int, kilek baliueng aluh
kakaki, kilek tjamin alah kamuko. Lah dapck tuan membuktikan betapa -
tjinta saja keatas tanah tumpah darah int; kok indak dek sarik hiduik.
satapak pantang batjarai :

“Lagueh lagah bunji padati,
Padati nak urang ka-ka Padang.
Ganto kabau babunji djuo ;
Walau sapirieng dapck pagt,
Atau sapiricng dapek patang,
Minangkabau takana djuo.”

Lareklah kato dipandjangi, elok lah disudahi, singkek sakiro l.a-
paguno.

“Urang Padang mahanji banang.
Disusun mangko dilipek,
Dilipek lalu dipatigo,
Kalau dirantang amuch pandjang.
Flok dipunta nak-njo singkek.
Pado badarai aic mato ...
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HUKUM WARIS dan TANAH DALAM RANGKA
BHINNEKA TUNGGAL IKA

Prof. Mokammad Nasroen S.H.

1. SEBELUM saja mulai prasaran saja, saja minta perhatian dan di
ingat didalam menindjau soal-soal ini sebagai soal satu keseluruhan.
Sebab pada hakikinja soal-soal ini mengenai Adat Minangkabau scn-
diri sebagai satu kescluruhan. satu kesatuan sistim kemasjarakatan,
satu sistim filsafah jang bulat dan chusus jang meliputi scluruh peri
kehidupan suku bangsa Minangkabau dalam hidup dan masjarakatnja.

Kalau satu materi ditarik dan diambil dari kesatuan adat jang bulat
itu, maka adalah djelas, bahwa kesatuan lld':lt itl.l akan rusak dan apa
jang akan menggantikannja belum tentu lagi lebih baik terhadap adat
Minangkabau dan setidak-tidaknja adalah tidak akan sesuai, seiklim
dan sedjiwa dengan adat itu sebagai satu kebulatan dan satu kesatuan,

Memperhatikan jang demikian ini" adalah penting, agar dapat di-
ambil suatu pemandangan jang objektip dan keputusan jang sewadjar-
nja jang sesuai dengan keadaan dan djiwa mqs‘]arakut jang bersangkut-
an dan dalam hal ini adalah keadaan dan djiwa masjarakat dan adat

Minangkabau.
Dalam hal ini amatl
"Bhineka Tunggal Tka".

ah penting lembaga Republik Indonesia, jaitu,
Lembaga dan scmbojan ini tentu bukan hanja
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demagogi sadja, tetapi sungguh-sungguh untuk didjadikan pedoman
dan untuk diamalkan.

Berhubung dengan ini, maka adalah djelas, bahwa Minangkabau
adalah salah satu dari sebanjak Bhineka lainnja di Indonesia ini. Ini
adalah satu kenjataan dan Bhineka Minangkabau itu adalah hidup dan
merupakan satu kenjataan. Dan saja jakin, bahwa tidak akan ada se-
orang Minangkabau jang ingin Minangkabau itu akan hanjut dan dju-
ga saja jakin bahwa Pemerintah tidak rela Bhineka Minangkabau itu
akan hilang, jaitu Pemerintah jang berlambangkan “Bhineka Tunggal
Ika” itu.

Diantaranja alasannja adalah sebagai berikut : Adalah suatu kenja-
taan, bahwa bangsa dan Negara itu belum lagi 100% “Ika” Negara,
dan bangsa Indonesia belum lagi merupakan suatu kebulatan kesatu-
an jang penuh.

Jang Ika baru: bahasa, bendera, Pemerintah R.1. dsb. Tetapi mi-
suinja kesenian, lagu, tari dll. belum lagi satu "Ika”.

Persatuannja belum lagi penuh 100%.
Presentase lka ini tentu harus dipertinggi.

Dan mempertinggi presentase Ika ini, jaitu ke Indonzsiaaa pada
pokoknja, tentu hanja akan dapat diambil dari "Bhineka”, jaitu dari
kepusparagaman Indonesia itu untuk didjadikan satu kebulatan dan satu
kesatuan Indonesia. Hanja dari Bhineka itulah akan dapat ditjapai dan
ditjiptakan Ika itu, jaitu kalau Indonesia itu sungguh-sungguh akan tc-
tap mendjadi Indonesia murni, kekal dan abadi. Ke-Indonesiaan itu
bukan terdapat di London, New York, Tokio, dsb., tetapi ke-Indone-
siaan itu adalah terdapat dan jang sckarang masih tersembunji, jaitu
dalam Bhinckanja Indonesia itu.

‘Dari luar negeni tentu bisa ada jang dapat diambil dan ditjontoh,
tetapi jang ditjontoh dari luar itu harus diasimilir, harus di Indonc-
siakan. Didjaga agar sesuatunja jang dari Juar itu djangan meng-infil-
treer kita.

Maka djelaslah gunanja dan pentingnja  Bhincka itu dalam kita
menghadapi masalah pembangunan bangsa dan Negara Indonesia itu.

Maka sckali lagi saja ulangi, bahwa dalam mengupas dan menga-
nalisa soal-soal dalam prasaran ini nanti, hendaklah selalu diingat dan
selalu didjadikan latar belakang, adat Minangkabau sebagai sesuatis
jang bulat, suatu sistim jang sempurna scbagai satu sistim, sungguhpun
sesuatu materi ditindjau chusus, tetapi jang ditindjau itu hendaklah di-
tindjau sebagai satu bagian sadja dari sistim dan keseluruhan i !.
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Kalau tidak demikian, maka akan tidak objektiplah penindjauan
meteri itu dan oleh sebab itu hasil penindjauan itu tidak akan benur.
I1. Maka saja mulai dengan Hukum Waris.

Orang Minangkabau menurut adatnja melaksanakan fwkam waris
kemenakan. Sedangkan agama adalah memiliki huhum waris melalui
anak pada umumnja, jaitu hukum faraid. Dan sering terdengar, Fubhwa
dalam hukum waris ini terdapat pettentangan, malahan dikatakon, bah-
wa dalam hukum waris adat itu adalah melanggar hukum faraid.

Pendapat saja adalah lain. Hukum waris kemenakan adalah djekis
bertentangan, berlainan dengan hukum faraid. Jang demikian ini adu
lah djelas dan njata.

Tetapi soalnja ialah apakah orang Minangkabau dengan husu.
waris kemenakannja melanggar hukum faraid. Dengan djelas sqja dia-
wab dan njatakan dengan ridak.

Sebabnja ialah olch karcna satu kesatuan (unit) jang terdin dan
ajah, ibu dan anak tidak terdapat dalam adat Minanghabau. Adat Mi-
nangkabau hanja mengenal kaum (scsuatu unit jang lebih besar dari ge-
zin). Maka djclaslah orang Minangkabau dengan adat hemenakannjs
tidak mungkin melanggar hukum faraid jung ketjil itu. scbab alat pe-
langgar tidak ada padanja. ' .

Hanja tinggal sekarang soal harta pentjaharian. bagaimana scsu-
dah dia meninggal?. Dalam hidupnja dia berhak nmenberikan harta
pentjahariannja kepada siapa dia suka, kepada anak mau_kcpudz\ \.c
menakannja. Tetapi bagaimana pembahagian harta pentjphurian ity

sesudah dia meninggal. ' . )
Adalah djelas, bahwa harta pentjaharian jang ditinggathannjn itu

bukanlah harta pusaka kaumnja dan bukan pula harta pusaka kanm
anaknja. Djadi dalam soal ini tidakluh adil, kalau terhadap havta e
dipakaikan hukum kemenakan sepenuhnja dan djuga tidak adil Kalae
dipergunakan hukum faraid sepenuhnja sadja. Datam hat ini harus di-
tjahari keputusan jang scadil-adilnja. Dan pedoman dalam hal ini ada
terdapat dalam adat Minangkabau. Sebab menurut adut sesuntu pr
tusan itu harus adil menurut alur dan patut,

Dan bagi jang meninggal, si anak akan tetap anak, tetapi kemena
kan pun akan tetap kemenakan, sungguhpun dia telal neninggal. Aduy
dun patut harus ditjari (rechtsvinding) jaitu menurut keadaan, teiteti
ke constelatle dari sesuatu hal.

Maka dalam hal inj, jaitu bahwa ana
kan akan tetap kemenakan dari sescorang jang tel
ada suatu pedoman dalam adat, bahwa Panak dipany
dibimbing”.

k tetap anak dan kemenu
ah meninggat «dn
ki hemerakoe:



Dengan demikian djelaslah, bahwa dalam hal ini tidaklah adil, ka-
lau adat kemenakan sadja akan dipakai sepenuhnja dan demikian dju-
ga tidaklah adil, kalau hukum faraid sadja sepenuhnja jang akan di-
pakai.

Djadi mengenai harta pentjaharian jang ditinggalkan sesecorang de-
ngan meninggalnja sesuatu putusan jang adil harus ditjahari (rechtsvin-
ding) berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam adat, jaitu harus menu-
rut "alur dan patut” dan isi alur dan patut ini dimana orang Minangka-
bau sekarang ini memeluk agama Islam tentulah alur dan patut menu-
rut agama.

Dan selandjutnja harus dipedomani pedoman jang terdapat dalam
adat jang masih ditaati oleh orang Minangkabau, jaitu : ”anak dipang-
ku dan kemenakan dibimbing”.

Akan amanlah jang meninggal itu djikalau harta pentjaharian
jang ditinggalkannja itu sesudah dia meninggal djuga akan dilaksana-
kan penggunaannja sesudah dia meninggal seperti selama hidupnja,
sebab sesudah dia meninggal itu dia adalah orang Minangkabau djuga.
sebab jang meninggal itu adalah orang Minangkabau.

Maka dengan demikian hendaklah diambil keputusan mcnurut apa
jang diperbuat oleh sescorang terhadap harta pentjahariannja selama
hidupnja dan diteruskan kebidjaksanaan itu sesudah dia meninggal ter-
hadap kekajaannja jang ditinggalkannja sebagai harta pentjaharian.
Anaknja akan tetap anaknja, tetapi kemenakan pun tetap kemanakan
nja.

Selain dari itu ada lagi masaalah jang terdengar jang menjatakan,
bahwa hidup bergezin, berfamili jang terdiri dari ajah, ibu daw anak
itu adalah mengurangi keutuhan masjarakat adat Minangkabau.

Saja rasa hal ini terlampau dibesar-besarkan. Jang njata bahwa ge-
zin, famili itu ada, tetapi persentasenja adalah sedikit kalaw dibanding-
kan dengan masjarakat Minangkabau sebagai keseluruhan.

Didaerah Minangkabau pada umumnja sebahagian tcrbesar ma-
sjarakat masih berkaum, berkeluarga, berkampung, bersuku dsb. Se-
dangkan gezin, famili itu adalah rejatip, buat sementara sadja. Kalau
si-njah atau si-ibu meninggal, maka petjahlah dan hilanglah gezin, fa-
mili itu. Dia ada selama ajah, ibu dan anak itu ada. Sedangkan pula,
selama gezin, famili itu ada, siajah tetap mendjadi anggota kaumnja
dan si ibu tetap mendjadi anggota kaumnja, si ibu djuga tetap mendja-
d: anggota keluarganja. Dan setelah gezin famili itu petjah, maka nz-
sing? anggotanja akan kembali kepada keluarganja masing-masing,
jang akan tetap selama-lamanja.
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Dalam adat Minangkabau sistim ini adalah sesuatu jang baik, se-
bab keluarga itu akan tetap ada dan jang akan merupakan pangkalan
hidup untuk kembali. Dengan demikian, maka scbenarnja anak jatim
piatu dan orang jang sudah tua jang tidak ada usaha dan pentjaharian-
nja untuk didjadikan nafkah, tidak terdapat dalam masjarakat Mi-
nangkabau, jaitu berkat adanja sistim kcluarga jang njata dalam adat
dan masjarakat Minangkabau.

Demikianlah sedikit uraian mengenai soal perwarisan dalam adat
Minangkabau. Dan sebagaimana telab diuraikan diatas, maka kepu-
tusan terhadap harta-harta waris, hendaklah dilaksanakan berdasar-
kan alur dan patut, jang sesuai dengan, feitelijke constellatie dan alur
dan parut diisi oleh agama dar: djuga harus berdasarkan kepada “anak
dipangku dan kemenakan dibimbing “dan sesuai dengan apa jang te-
lah dilaksanakan oleh sescorang Minangkabau terhadap harta pentja-
hariannja selama hidupnja dan jang tentu djuga akan diterimanja se-
sudah dia meninggal mengenai harta pentjahariannja itu, sungguhpun
tidak sempat dia mengadakan amanat.

II1. Sckarang mari ditindjau masalah :"Hukum tanah di Minangka-
baun.”

Mengenai hukum tanah di Minangkabau sebagai hukum, tentulah
hukum itu harus berdasarkan kesadaran dan keinsjafan masjarakat.
Ini adalah ketentuan mengenai hukum, agar hukum itu hidup dan bu-
kan diatas kertas atau diutjapkan dengan kata sadja.

Mengenai hukum tanah di Minangkabau ini ada 2 tjorak hukum,
jaitu hukum adat dan hukum Pemerintah. Kedua hukum ini untuk hi-
dup tentu harus diterima oleh kesadaran dan keinsjafan masjarakat.

Dalam sedjarah ada undang-undang dari Pemerintah, tetapi tidak
diterima olch masjarakat dan oleh sebab itu tidak didjalankan, sung-
guhpun dia adalah undang-undang, umpamanja Undang-Undang Ag-
raria Reglemen tahun 1872 jang tidak didjalankan diwilajah Minang-
kabau.

Hukum tanah di Minangkabau menurut adat, adalah njata adanja
dan dituruti, djadi diterima dan sesuai dengan kesadaran dan kein-
cafan hukum masjarakat. Dalam hal hukum tanah adat ini tidak ada
keragu-raguan. Dasar dari hukum adat tentang tanah ini, prinsipnja
jalah bahwa terhadap tanah tidak ada milik perseorangan, semua tanah
adalah tanah kaum, tanah kcluarga. Inilah sebabnja diantaranja dalam
soal ckonomi jang sulit Minangkabau dapat dengan selama.t, menurut
sedjarah dan kenjataan dan ketentuan ini  pulalah tanah itu sebagai
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dasar dari hidup masjarakat dapat memadjukan anggotanja dalam eko-
nomi, pendidikan, kemakmuran dsb.

Sckarang mari ditindjau Undang-Undang Pokok Agraria, jang ten-
tu sebagai Undang-Undang djuga akan dilaksanakan di Minangkabau.
Saja rasa bahwa Undang-Undang Pokok Agraria ini adalah berdasar-
kan milik perseorangan terhadap tanah, Dan tudjuannja adalah baik,
jatu agar pemilikan tanah itu bagi seseorang akan mendjamin kehi-
dupan dan kemakmurannja.

Kalau ditindjau dasar dan tudjuannja Undang-Undang Pokok Agra-
tia ini adalah berlainan dengan hukum tanah adat Minangkabau. Hu-
kum tanah Minangkabau tidak berdasarkan perseorangan tetapi ada-
luh berdasarkan kekeluargaan, jaitu bersama.

Dan mengendi tudjuan hukum tanah, hukum tanah adat Minang-
kabau itu sebenarnja telah sampai pada tudjuan hukum tanah, jaitu
djaminan kemakmuran bagi setiap orang, sungguhpun tidak melalui
perseorangan, tetapi melalui sistim lain, jaitu kekeluargaan, bersama
dan jang demikian adalab telah terbukti dan terdjadi telah berabad-
abad.

Kalau tudjuan hukum tanabh itu jang dipentingkan, maka hukum
tanah manapun djuga hanja merupakan tjara, Dan seperti diuraikan
diatas, maka hukum tanah adat Minangkabau tclah sampai kepada tu-
djuan hukum tanah, sungguhpun dengan sistim hukum tanah adat Mi-
nangkabau. '

Sclandjutnja kalau wilajah Minangkabau jang telah mempunjai hu-
hum tanah dipaksakan hukum tanah lain jang tidak berdasarkan ke-
shdaran dan keinsjafan hukum masjarakat dan berada diluar hukum
adat Minangkabau jang merupakan satu kesatuan sistim jang bulat
maka sclain hukum baru itu tidak akan membawa hasil jang memuas-
kan, tetapi djuga akan merusak adat Minegkabau jang hidup itu se-
hagai suatu kescluruhan dan suatu sistim jang bulat, jang mendjadi su-
sunan masjarakat dan pergaulan hidup Minangkabau. Dan Minangka-
”"“_ schagai satu dacrah Bhineka dalam lembaga Pemerintah, "Bhine-
ka Tungeal Tka™ tentu harus dibimbing dan disempurnakan menurut
ke-Bhinekaannja,

Indnonesia terdiri dari berancka ragam Bhineka, pun duga terhadap
hakum tanah dan djuga Bhineka terhadap kesadaran dan keinsjafan
hukum tanah jtu.

Maka sckarang tibalah soalnja penglaksanaan hukum tanah Un-
dang-Undang Pokok Agraria dalam soal ke-Bhinekaan ini. Hukum Un-
dang-Undang Pokok Agraria adalah njata dan merupakan suatu Un-
dung-Undang jang positip, Kalau ada persoalan dalam hal ini, maka
rersontan itn adalah merupakan persoalan teorctis dan akademis.
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Tetapi dibalik jtu ada lagi persoalan mengenai penglaksanaan dari
Und'ang-Undang itn. Jang njata jang harus mendjadi tudjuan dari ti
ap-tiap Undang-Undang, jaitu Undang-Undang itu harus diterima olch
kesadaran dan keinsjafan hukum dari masjarakat jang bersangkutan
dan mengenai hukum tanah ini tentu mengenai dasar kesadaran dan
keinsjafan hukum daerah-dacrah Bhineka itu.

Mengenai pelaksanaan Undang-Undang itu adalah masaalah Ke-
bidjaksanaan mengenai penglaksanaan Undang-Undang itu. Kebidjak-
sanaan itu tentu harus disesuaikan dengan keadaan chusus dari sesuatu
daerah. Malahan tidak melaksanakan sesuatu Undang-Undang bagi
sesuatu daerah pun merupakan suatu kebidjaksanaan, seperti terhadap
Undang-Undang Agraria tahun 1872.

Sebaiknja tentu Undang-Undang itu sendiri dirobah sebagai suatu
hukum positip dan diantaranja dimasukkan kedalam Undang-Undang
itu sesuatu apa jang akan dibidjaksanakan. Tetapi sebagai diuraikan
diatas, soal ini adalah soal hukum positip, soal kebidjaksanaan men-
djalankan hukum positip dan soal perobahan Undang-Undang.

Tetapi mengenai Minangkabau, soal hukum tanah jtu merupakan
hukum positip pula, sungguhpun hukum positip tidak tertulis, jaitu
hukum tanah Minangkabau. Dan hukum tanah positip Mmangkabau
ini adalah berdasarkan keadaan dan keinsjafan jang ditaatinja dan bu-
kan hukum positip jang akan ditaati.

Sebetulnja dengan melaksanakan dasar kekeluargaan masjarakat
Minangkabau telah melaksanakan scbuah prinsip kekeluargaan jang
dinjatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945, malahan mengenai
ekonomi, dimana dinjatakan bahwa ckonomi harus berdasarkan atas
kekecluargaan. Kalau hukum tanah jang mcrupakan pusat dari kehidup-
an perekonomian akan didasarkan kepada perseorangan apakah ini
tidak merupakan langkah surut dalam azas perckonomian Republik

Indonesia ? Maka soalnja, bukanlah langkah surut, tetapi bagaima-

na menjempurnakan dan meningkatkan lebih tinggi prinsip kckeluar-
gaan jang telah ada dan telah terlaksana dalam masjarakat Minang-

kabau.

Malahan prinsip kekeluargaan itu bukan hanja mengenai hukum
tanah sadja dalam adat dan masjarakat Minangkabau tetapi meliputi
seluruh segi kehidupan di alam Minangkabau. Hal ini harus diselidiki,
agar dapat dipergunakan dalam pembangunan nusa dan bangsa Indo-
nesia. Disclidiki dan diterapkan dalam taraf dewasa ini, jaitu de up-to-

date-kan.
Mecngenai pemberian 15t
jang terdapat dalam Undang-

dan melaksanakan prinsip kekeluargaan,
Undang Dasar 1945, adat Minangkabau
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banjak dapat menjumbangkan bahan-bahan, mengenai dasar-dasar ke-

keluargaan dan pengamalannja.

IV, -Soal lain jang ada hubungannja dengan tanah adalah : Soal trans-
migrasi.

Soal perlu adanja transmigrasi ini, jaitu memindahkan penduduk
dari daerah jang padat penduduknja kedaerah jang masih kurang pen-
duduknja dan jang mempunjai daerah jarg luas. adalah soal jang tak
perlu diragukan lagi.

Scgi lainnja tentu ada, umpamanja soal tenaga kerdja, soal ekono-
mi dll. Soal transmigrasi adalah soal nasional, tetapi bukan hanja soal
nasional sadja semata-mata, sebab transmigrasi itu pun djuga merupa-
kan soal daerch, malahan merupakan djuga soal Bhineka jang mem-
punjaj pengertian lebih dalam, jaitu, mengenai bidang psichologis dan
sosiologis.

Soal transmigrasi ini bukan hanja mengenai memindahkan pendu-
duk dari daerah jang padat sadja, tetapi djuga mengenai kedaerah ma-
na penduduk itu akan dipindahkan, sebab dacrah diluar Djawa dan
Madura itu banjak pula tjorak padat penduduknja. Ada jang kurang
padat, ada jang setengah padat dsb. Bali umpamanja sudah padat,
Djambj kurang padat, daerah Minangkabau adalah dacrah jang re-
latip padat.

Minangkuabau kira’ 50 tahun atau scabad jang lalu baru berpendu-
duk | djuta. Djumlah ini meningkat djuga dari masa kemasa dan sc-
karang telah berdjumlah 4% djuta. Djadi Sumatera Barat adalah rela-
tip berpenduduk padat. Maka kalau dipandang dari sudut ini dan da-
lam djangka tidak begitu pandjang, Sumatera Barat akan merupakan
daerah jang berpenduduk padat, Dengan demikian djanganlah Suma-
tera Barat didjadikan daerah transmigrasi, jang nanti penduduknja
sendiri toch akan perlu di transmigrasikar.

‘Tetapi jang perlu diutamakan adalah transmigrasi lokal dari dac-
1uh- Minangkabau jang telah padat penduduknja ke-daerah jang ku-
rang penduduknja. Misalnja Agam jang telah padat, daerah Solok, Pa-
jakumbuh dll. Sebetulnja transmigrasi lokal ini dizaman jang lalu te-
Jah berdjalan dan berdjalan sewadjarnja jaitu menurut adat, “tabang
menumpu dan hinggok mentjakam™. jaitu suku jang pindah berma-
nrak kepada suku jang didatangg.

Prinsip jung terkandung dalam pepatah ini adalah penting. Sebab
dalam transmigrasi jang penting adalah bukan daerah jang akan di-
tinggalkan (tabang manumpu) tetapi adalah daerah jang akan didata-
ngi (hingeok mantjakam). Terhadap hal belakangan ini tentu harus
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ada ketentuan dan keterangan jang positip bagi orang jang bertrans-
migrasi.

Demikianlah penduduk Padang Pandjang mempunjai daerah trans-

_migrast ke Tiku dan Lubuk Basung, Solok ke Muaro Labuh, Agam
ke Laring, Air Kidjang, Pajakumbuh ke Sarilamak dll, Transmigrasi
jang demikian adalah menurut adat dan berdjalan sewadjarnja. Da-
lam zaman sekarang ini soal ini mendjadi perhatian hendaknja. Soal
wansmigrasi itu tentu bukanlah soal pemindaban technis sadja, tetapi
djuga merupakan soal psychologis dan sosiologis. Orang-orang jang
dipindahkan itu djanganlah hendaknja merupakan enclave dari daerah
baru dimana mercka akan ditempatkan. Mereka asli dari daerah jang
didatanginja.

Sebab mereka didatangkan kedaerah itu tentu bukan untuk semen-
tara waktu, tetapi untuk selama-lamanja, turun temurun. Hal ini da-
pat dilakukan djika pemindahan itu sclain didjalankan dengan technis
organisatoris, tetapi djuga mclalui tjara dan djalan penerimaan adat
sctempat, sehingga mercka itu dikemudian hari adalah sehilir-semu-
dik, sehina semalu, berat sepikul, ringan sedjindjing, dsb. Djika tidak,
amat mungkinlah timbul rasa dianak-tirikan dan dianak-emaskan.

Baik keadaan penduduk asli, kaum sipendatang kurang senang
dan demikianpun sebaliknja, baik keadaan si pendatang, si penduduk
asli akan kurang senang. Dan djuga berhubung dengan Minangkabau
berpenduduk relatip padat itu, maka terhadap tanah, menurut adat
Minangkabau, tidaklah ada terdapat tanah kosong di Minangkabau.
Jang kelihatan tanah kosong itu ada funksinja, jaitu untuk menampung
anak kemenakan jang berkcmbang biak djuga.

Djadi soal ini, adat Minangkabau adalah meclihat djaub kedepan
terhadap soal tanah ini. Tanabh jang kosong nampaknja itu a‘dalah ta-
nuh persiapan, tanah reservc. Dalam menindjau soal transmigrasi itu,
maka hendaklah ditindjau, bahwa soal ini bukan hanja soal nasional
semata-mata, tetapi djuga soal daerah, scbagai salah satu Bhineka da-
jam lembaga negara “Bhincka Tunggal 1ka”. Dan Bhineka itu ada-
lah hidup.

Selandjutnja soal transmigrasi itu bukanlah soal technis pemindah-
an sadja. Tetapi didalamuja ada djuga terdapat soal psychologis dan

soal sosiologis.

V. Thema : Menggali hukum adat Minangkabau dalam rangka pem-
hangunan daerah. Thema ini sungguh penting, jaitu mengenai kesutjian
adat Minangkabau sendiri. Scbenarnja soalnja adalah mudah. Pepatah-
pepatah adat dan fatwa fatwanja telah sama dikenal. Tetapi sungguh

tepat djudul thema ini. jang menjebut : mengeali, Apakah jang harus
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digali itu ? Menurut saja, sungguhpun pepatah-petitih tclah diketa-
hui; tetapi hikmah jang terkandung didalamnja harus digali dan dike-
temukan. Kalau jang demikian 4ni telah tertjapai, maka barulah sesuu.-
tunja itu dapat diamalkan. Kalau tidak, akan berlakulah pantun :
*Tjintjin: banamo Ganto Sort,
sasuaj sadjo dikalingkieng".
Tetapi bukan "Hilang kamaro kaditjari,
Lautan sadjo bakulilieng”.
Melainkan  “Hilang patjajo anak nagari,
Kato djo karadjo indak sairieng”.

Hendaknja adat itu sungguh dilaksanakan, dan djanganlah ”Datuk
itu tinggal disaluck sadjo”. Demikianlah umpamanja pepatah jang ber-
bunji :

"Adat badunsanak dunsanak dipatahankan,
Adat basuku, suku dipatahankan,
Adat banagari, nagari patahankan,
Sanda-basanda bak aue djo tabieng.”

Hikmah jang terkandung dalamnja, adalah hikmah ber-hierarchie,
batingkek naiek batangga turun, jaitu terhadap kepentingan jang lebih
besar, kepentingan jang ketjil dikebelakangkan, tetapi tentu dengan
tidak mengabaikan kepentingan jang lebih ketjil itu,

Basanda bak auc djo tabicng mengandung hikmah tolong meno-
long, hikmah kerdja sama. Selandjutnja pepatah berbunji :

“Kamanakan baradjo kemamak,
Mamak baradjo ka mupakat,
Mupakat baradjo ke alue djo patuik™.

Disinipun terkandung suatu hierarchie. Dalam kemenakan bara-
djo ka mamak ini, terkandung hikmah jang dalam, sebab baradjo, jai-
tu berpemimpin itu, adalah tidak dalam pengertian mutlak-mutlakan,
sebab penghulu ity gadangnja digadangkan. Maka siapakah jang le-
bih besar ? Orang jang besar itukah, atau orang jang membesarkan ?
Dan kemenakan itu adalah menjembah lahir, tetapi mamak adalah
nienjembah bathin,

Dari sini ternjuta, bahwa dalam adat Minangkabau tidak ada ter-
dapat mutlak-mutlakan, Jang ada ialah tupang-batupang, sesuatunja
berguna bagi jang lain. .

Demikianpun hendaklah ditjahari hikmah dari fatwa,

"Di kaba baiek bahimbauan,
Di kaba buruck bahambauan™.
"Kalau qidak titick dari langik, basuikkan dari bawah™.
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Banjak sungguh hikmah-hikmah jang harus ditjari, jang bervpedo-
man dalam falsafah adat Minangkabau,

Dan scperti telah diterangkan diatas. pentingnja mengemukakan
hikmah-hikmah itu adalah untuk mempertcbal kejakinan tentang baik-
nja adat §tu dan untuk diamalkan. Dan hikmah-hikmah inilah jang da-
lam adat Minangkabau jang “tak lakang dek paneh, tak lapuek dek
hudjan”. Dan hikmah-hikmah inilah jang menjangkupkan dan mem-
buktikan adat Minangkabau itu dapat bertahan dari zaman-kezaman
dalam dunia jang luas buminja dan lain sama sekali dari dunia luar
dan sungguhpun alam Minangkabau itu tidak berapa penduduknja dan
dacrahnja adalah ketjil.

Apa lagi menurut keadaan sckarang orang Minangkabau harus le-
bih waspada lagi, sebab dunia luar sckarang seluruhnja masing-masing
tidak puas lagi dergan sistim kemasjarakatan jang dimilikinja dan hen-
laknja djanganlah orang Minangkabau mentjontoh scsuatunja dari
orang lain, sedangkan orang lain itu sendiri tidak puas dengan apa jung
dimilikinja itu.

Umpamanja dunia luar sckarang ini terbagi atas sistim liberalisiie
jang berpendirian enak sendiri®, jaitu jang enak bagi saja, saja kerdja-
kan, kepentingan orang lain tidak dihiraukan. Dan sistim jang lain, ia-
lah sistim totaliter, jang berpendirian “harus mengenakkan”, jaitu apa
agi orang lain sitotaliter (diktator) jang menentukan. Tc-
tapi hikmah. adat Minangkabau menjatakan bahwa jang sebaiknja ia-
lah : “Jang baik bagi sescorang hendaklah disctudjui oleh orang la-
i, Dijikalau sesuatunja sakit bagi seseorang, ini berarti akan sakit
pula bagi orang lain. Sungguh amat penting menggali hukum adat Mi-
nangkabau itu dan jang digali itu adalah hikmah-hikmah jang terken
dung didalamnja dan menemukan hikmah-hikmah ini adalah untuk
diamalkan, sebab dengan mengamalkan adat itulah adat itu akan tctap

scgar dan hidup, sebab adat menfatwakan :

“Kain dipakai usang, “
Adat dipakai baru™. "

Berhubung dengan pentingnja thema ini, maka diandjurkan peni-
bentukan suatu badan jang chusus akan menggali hikmah-hikmah jang
terkandung dalam adat dan menemukan djalan dan tjara untuk meng-
amalkannja, schingga tentang adat itu djanganlah seperti pameran pe-
patah-petitih sadja. tetapi sungguh hendaknja terbukti dalam alam ke-
njataan. Hanja dengan demikian adat Minangkabau, jang unik atas
dunia ini akan bersemarak. Umpamanja lagi pepatah mengatakan :

“Gadang kaju gadang bahannjo™.

jang enak b
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Hikmahnja ialah dalam kepentingan umum harus diadakan tany-
gung djawab, jaitu menurut kesanggupan masing-masing.

"Tidak ado tukang membuang kaju,

Nan bungkuck djadikan tangkai pangkue,

Nan luruih djadikan balabeh,

Nan sagadang tapak tangan djadikan papan tuai,
Nan ketek djadikan pasak suntieng”.

Hikmahnja, ialah mengenai materi tidak ada jang tidak berguna.
Mengenai manusiapun masing-masing ada gunanja sebab :

“"Nan buto pahambuih lasueng,
Nan pakak palapeh badie,
Nan lumpueh pahalau ajam,
Nan kuek paangkek baban,
Nan tjadick tampek batanjo™.
Malahan ada pula pepatah jang hikmahnja adalah njata, jaitu :

"Nan ketek dikasihani,
Nan tuo dihormati,
Nan samo gadang dibaok sato”,

Dengan melaksanakan hikmah-hikmah jang terkandung dalam adat,
adat itu akan hidup dari zaman ke zaman dan memberikan manfaat
jang njata, bukan hanja mengetahui bunji-bunji kata-kata pepatah-pe-
titih dan fatwa-fatwa adat itu sadja.

Kata-kata itu hanja ibarat-ibarat, tetapi isi dan udjutnja harus di-
gali. Dan disinilab terletaknja udjud dari thema ini, jaitu menggali hu-
kum adat Minangkabau dalam rangka pembangunan daerah. Dan pe-
patah-petitih dan fatwa-fatwa mengenai soal ini tjukup banjak dimiliki
olch orang Minangkabau dalam adatnja, Soalnja sekarang adalah ba:
gaimana memanfaatkannja. Dan terhadap adat Minangkabau sebagai
swatu sistim hendaklah sclalu diingat dan selalu waspada, sebab :

“Ingek ingek,
Nan dibawah nan kamahimpok”

VI. Thema berikutnja ialuh Menggali hukum adat Minangkabau da-
lam rangka pembinaan Hukum Nasional.

Pasal 29 ajat I U.U.D. 1945 berbunii :

“Negara berazas atas ke-Tuhanan Jang Maha Esa” dan Pantjasila
sebagai falsafuh Negara, berisikan ke Tuhanan Jang Maha Esa. .

Berfalsafuh duafam agama ini scbagai dasar dari Negara belum lagi
diketemukan, pun demikian halnja falsafah negara jang tentu harus
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menemukan apakah Negara jang berke-Tuhanan Jang Maha Esa dan
djuga harus berkcpribadian Indonesia itu? Dalam mentjari falsafah
demikian ini adat Minangkabau akan dapat banjak menjumbangkan
materi-materi jang diperlakukan dalam pembinaan Hukum Nasional
itu.

Adat Minangkabau adalah sedjiwa dengan agama dan telah di-
amalkan oleh orang Minangkabau berdasarkan ketentuan dalam adat
jang menjatakan, bahwa :

"Adat basandi sjarak,
Sjarak basandi Kitabullah”.

Bagaimana memetjahkan soal ini dan mempraktekkannja, adat Mi-
nangkabau dapat menjumbangkan bahan-bahan jang berguna kepada
Pemerintah Republik Indonesia.

Menurut kejakinan saja banjak prinsip-prinsip jang terdapat da-
Jam U.U.D. 1945 jang di-ilhamkan oleh Tuhan kepada bangsa Indo-
nesia scbagai rahmat-Nja. Demikianlah prinsip mupakat, gotong ro-
jong, kekeluargaan, hikmah kebidjaksanaan, adat kokoh agama pun ku-
at, dsb.. Tentang wadjib beladjar adalah lain dari dunia luar. Dunia lu-
ar memadjukar: wadjib beladjar, tetapi dalam U.U.D. tertjantum prin-
sip lain, jaitu prinsip Pemerintah wadjib mengadjar. Banjak lagi jang
lain, jang tentu berdasarkan atas falsatah jang lain pula dari falsafah
umumnja jang menguasai dunia dewasa ini.

Maka soalnja ialah mcnemukan falsafah itu dan falsafah lain itu
ada, tetapi masih terpendam dalam bumi Indoncsia.

Buktinja ialah terdapat mupakat, gotong rojong, kekeluargaan dsb.
setjara kenjataan dibumi Indonesia, Menemukan falsafqh .ini- amat
penting, jaitu untuk memberi isi lebih land;uf tentang prinsip-prinsip
jang terdapat dalam U.U.D. 1945. Falsafah ini tentu harus berdasar-
kan ke-Tuhanan Jang Maha Esa dan kepribadian Indonesia.

Dalam soal ini saja jakin adat Minangkabau akan dapat memper-
cembahkan bahan-bahan untuk Pemerintah dalam hal ini, jaitu suatu
hal nasional jang maha penting. sebab mengenai dasar dari pemba-
ngunan bangsa dan negara. '

Kesemua prinsip-prinsip itu terdapat dalam adat Minangkabau dan
telah diamalkan. Demikianlah umpamanja "mupakat”, jaitu: “bulek
aie dek pambuluch, bulck kato dek mupakat”. . '

Kekeluargaan diamalkan, sebab adat dan masjarakat Minangkabau
sudah mengamalkan kekeluargaan.. Hikmah kebidjaksanaan djuga di-
amalkan, scbab bagi masjarakat Mmanglgabuu jang beragama tegui
itu, mupakat itu tentulah harus mupakat jang diredhai Tuhan. Hanja
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svalnja sckarang ialah menemukan kata-kata adat dalam bal ini dap
djuga menggali hikmah jang terkandung didalamnja dan semuanja im
dipersembahkan pada Pemerintah dalam rangka pembinaan Hukum
Nasional.

Sebab prinsip-prinsip itu telah diamalkan oleh masjarakat Minang-
kabau dan ini tentu merupakan perbendaharaan jang amat berharga

Berhubung dengan ini, bukanlah suatu lux mengadakan suatu ba-
dan jang menjelidiki fatwa-fatwa adat itu, dalam soal ini kemuka hik-
mah-hikmah jang dikandungnja. Sebelum mengachiri prasaran ini pa
tut disampaikan, bahwa kalau pada permulaan prasaran ini dinasehat-
kan, djanganlah menarik dan mengeluarkan sesuatu hal dari adat Mi-
nangkabau jang menurut adat adalah sesuatu sistim jang bulat duan
adat itu adalah meliputi seluruh hal dan keadaan masjarakat Minang-
_kabau, jang merupakan suatu sistim jang unik, bukan di Indonesia sa
dja, malahan diatas dunia ini. Tetapi pernjataan ini baru merupakan
scsuatu jang negatip. Maka setjara positip, hendaklah kesemuanja ini
dipertinggi mutunja dan di up-to-date-kan pelaksanaannja menurut
kehendak zaman dewasa ini dari adat Minangkabau itu.

Djadi dalam hal ini, masjarakat Minangkabau jang bersangkutan
dan djuga Pemerirtah Pusat dan Daecrah harus bersikap actief dan
membimbing, dalam hal ini, berdasakan pula Bhineka Tunggal Ika,
jang diantaranja tibanja dengan memimpin dan menjempurnakan Bhi-
neka itu.

VII. Maka scbagai kesimpulan saja kemukakan beberapa andjuran
mengenai thema seminar Hukum Adat Minangkabau ini, jaitu :

1. Mengenai hukum waris, karcna hukum waris kemenakan dun
hukum faraid tidak dapat dan tidak boleh dilaksanakan sepc-
nubnja, maka dalam hal ini harus dihadapi dengan kebidjaks::
naan, berdasarkan harta seorang harus dibagi, tetapi menurut
alur dan patut bagi masjarakat Minangkabau dan djuga ber-
dasarkan fatwa “anak dipangku, kemenakan dibimbing”.
Dalam hal ini tentu pada dasarnja soal ini adalah soal mercka
jang bersengketa dan menghendaki toleransi. Kalau tidak ter-
tjapai persesuaian, tentu dapat dibawa kemuka hakim, tetapi
sckiranja ini terdjadi, tentu diharapkan hakim akan memper-
hatikan pemandangan-pemandangan jang diuraikan diatas me-
ngenai bhal inj.

2. Mengenai hukum tanah, seperti jang telah diandjurkan diatas.
maka hal jang sepenting ini bagi masjarakat Minangkabau dja-
nganlah dismbil tindakan jang tidak sesuai dengan sistim adat



m'cng,eu.ui tanah jang bulat itu. Dalam hal ini dengan mendjun-
djung tu.lggi hukum positip, tctapi dalam mclakuckan pen rjl'lk-
sanaannja tentu dapat dipergunakan kebidjaksanaan. Tﬁt‘a i
jang lebih baik tentulah hukum positip itu dirobah dan mcg-
djadikan kebidjaksanaan itu sendiri mendjadi atau berdasa-
kan hukum positip. "
3. Badan untuk menggali hukum ada: Minangkabau dalam rang-
ka pembangunan daerah, perlu diadakan, jaitu untuk menghi-
dupkan dan menjegarkan hukum adat Minangkabau untuk dac-
rahnja sendiri jang telah dikatakan chusus itu. Dan badan ini-
pun dapat memikirkan tjara pengrealisasian fatwa® adat itu
sehingga sungguh-sungguh bermanfaat bagi masjarakat Mi-
nangkabau dan dengan sendirinja bagi adat itu sendiri, jaitu
djika masjarakat Minangkabau benar-benar mentjintai’ajdat-
nja. Dan badan iri pun harus menemukan hikmah-hikmah jan
terkandung dalam fatwa-fatwa itu dan scterusnja menundj'u}f
kan djalan jang njata, bagaimana mengamalkan, merealisir {ﬂc
mah-hikmah itu. : > METRERIE A
4. Badan untuk menggali adat Minangkabau dalam rangka pem-
binaan Hukum Nasional perlu diadakan jaitu untuk ménpunl-
pulkan fatwa-fatwa, serta pelaksanaannja untuk dipcrsemgbah-
kan pada Pcemerintah, sebagai suatu daerah jang unik dari In-
donesia jang Bhincka Tunggal lka ini. Dengan demikian Mi-
nangkabau scbagai salah satu keluarga akan dapat memberi
sumbangan kepada keluarganja jang besar itu, jaitu bangsa I(;lr-l
donesia. '

Dan dalam soal iri, soal kedjajaan Indonesia adalah soal bersama
soal kehormatan bersama, soal malu bersama dan adat menjatakan;
»Kok tanah nan sabingkah alah bapunjo,

Kok rumpuik nan salai alah bapunjo,
Tapi malu nan alun babagi”.






PEMBINAAN HUKUM WARIS dan HUKUM
TANAH di MINANGKABAU

Herman Sihombing S.H.

I. Pengantar.

SEBAGAI sumbangan sederhana kepada Seminar Hukum Adat
ini, maka kertas karya ini menitik beratkan uraiannja akan segi "Pem-
binaan” Hukum Waris dan Hukum Tanah didacrah ini, satu sama lain
untuk memenuhit maksud para Sponsor dan Panitia Seminar dalam
rangka pembinaan dan penjusunan Tata H‘ukum Nasional kita. Dari
pihak Pengadjar dan Lembaga Pendidikan l'{ukum dalam menghadapi
sidang seminar inf, per-tama® akan mcngad;ukan pertanjaan dan ma-
saalah, jaitu : »Apakah hukum waris kita didaerah ini sekarang tidak
memuaskar, sehingga kita perlu mengadakan seminar untuk mg:mbcn‘
sumbangan pemikiran atasnja”™?  Pertanjaan bc_nkut segera timbul :
" Apakah Hukum Tanah jang kini berlaku tidak tjukup atau kurang te-
pat schingga kita perlu menghimpun para threr_c-pandm kita, para pe-
muka masjarakat kita dengan mengeluarkan biaja scrta tenaga jang se-

demikian besar?”. L
Kedua pertanjaan ini perlu didjawab terlebil dahulu, dan nampak-
ak puasan terhadap kedua bidang masa-

nja, djutsru oleh karena ketid ' . .
alah waris dan tanah itulah. maka kita semua hadir dalam ruangan ini.



Dan sasaran utama, oleh Karena itu jang ditjapai telah djelas, jakni:
“Bagaimanakah Hukum Waris dar Tanah kita jang memuaskan, jang
kita harapkan, jang kita tjita’kan jang seharusnja ada dan berlaku.
dan daja-upaja apa jar:g dapat kita tjiptakan, jang dapat kita buat un-
tuk mengudjudkannja”. Inilah masaalabnja, dan ini pulalah jang perlu
kita djawab, inilah tantangan jang kita hadapi sekarang ini.

Dalam beberapa kali penclitian jang dilakukan oleh Fakultas Hu-
kum dan Pengetahuan Masjarakat Universitas Andalas didaerain ini.
baik kepada dan meclalui Pengadilan Negeri, maupun langsunz ke Na-
gari®, maka perselisihan dan perkara jang timbul bersumber dan bera-
da dalam kedua bidang (masaalah) tersebut, perkara waris dan seng-
keta tanah. Dan baru® ini setjara sepintas lalu penjelidikar: itu diulangi
lagi, hasilnja sama seperti penelitian pada tahun® jang lalu. Tetap per-
sengketaan dan persclisthan itu disebabkan soal waris dan tanah. Bah-
kan banjak perkara® pidana, seperti pembunuhan, penganiajaan, per-
tjobaan membunuh dsb., jang sampai ketangan-jang berwadjib atau-
pun jang didamaikan oleh ninik-mamak dikampung-kampung, discbab-
kan soal warisan dan tanah. Malahan soal® waris dan tanah ini men-
djalar mendjadi soal® politik menurut ukuran kampung jang turut
inenggontjangkan serta mengganggu keamanan di-desa®. Hal ini mem-
buktikan kepada kita perlu adarja daja-upaja jang terus-menerus, fe-
rutama diharapkan dari ninik mamak pemangku Adat, para Hukim
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, apparaat Pemerintahan di
Nagari, Ketjamatan dan Kabupaten, Kepolistan dan Buterpra, jang
setjara langsung menghadapi masaalah ini se-hari’ dengan mendu-
dukkan masaalah jang dibadapi menurut pembagian tugas dan go-
longan jang djelas dari tiap? apparaat jang disebutkan tadi supaja ti-
dak mendjadi lebih keruh seperti sering kedjadian.

Pembinaan, pemikirar, mendudukkan dengan tepat scrla bagaima-
na pelaksanaan hukum warks dan tanah didacrah ini semakin mende-
sak dan pentng, dengan menginsjafi bahwa masjarakat kita, perkemba-
ngar, adat disini sedemikian keadaannja, jong antara lain disebabkan
oleh faktor?

- pengaruh ckonomi-uang jang telab memasuki hampir seluruh
pergaulan hidup didesa dan nagari ;

- tugas dan pekerdjaan anak-kemenakan jang lepas dari penga-
wasan dan lingkungar: suku, kaum dan nagari. mendjadi peda-
gang, pegawai, merantau;

_ anak-buah atau anak kemanakan jang karena pendidikannja
menchendaki bentuk dan tiorak jang lebih serasi baginia:
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- perpindahan :
- kehidupar: suami-isteri dan anaknja semakin mantap dan me-
netap. baik didalam Nagari maupun jang berada diluarnja;

- fatwa dan adjaran Agama !

- perbauran dengan suku® laiu:

- berobabnja fungsi dan kedudukan Rumah Gadang, jang pada
dewasa i menurut penglihatan kami semakin ketjil adanja:

- dibanjak Nagari, terlebih diluarnja, jang mentjoba melepaskan
dan tidak tergantung lagi hidupnja kepada harta pusaka :

pengaruh faham dan lembaga® baru dalam Nagari Kita.

Dengan memperhatikan kenjataan masjarakat kita dewasa i se-
bagai akibat atau pengarub faktor® tersebut diatas, maka baujaknja
sengketa waris dan tanah sesungguhnja tidak mengherankan. Dan per-
kembangan ini membawa kepada wadjah-baru, hubungan® baru, pe-
njesuaian-penjesuaian oleh dan terhadap Hukum Adat kita, jang djixa
kiia tidak arif menanggapinja serta mendudukkan sctjara tepat maka
kita sendiri sadar ataupun tidak turut membiarkan atau memperbesar
djurang sengketa dan persclisihan® antara anak-kamanakan, antara Ki-
{a sama kita dan akan menghambat segala rentjana pembangunan di-
dacrah int. Ber-tahun® Lembaga Pendidikan Hukum Universilas Ap-
dalas sctjara aktip turut membina, menjumbangkan apa sadja jung
dapat disumbangkan dalam setiap musjawarah Adat, dan scuap ke-
scmpatan, akan tetapi hasil’nja belum memuaskan terutama banjak
terbentur dalam hal dar oleh sebab “pelaksana” dan “pelaksanaan-

nja.”

1. Masalah Waris.

Dalam mcmbitjarakan masalah waris, maka kita menemukan dan
menghadapi adanja: a). pewaris; b). waris atau ahli waris; c). harta
warisan atau peninggalan; d). scseorang meninggal atau mati. Pewars
bisa perempuan bisa Jaki?, dalam suatu lingkungar: adat waris terten-
tv. Jang kini mendjadi soal ialah lingkungan waris, berapa luasnja dan
Siapakah.wari.s itu serta terhadap bentuk dan djenis harta peninggalan
atau warisan jang mana.

Dalam lingkungan waris dikenal dalam Hukum Adat penggolong-
ail (kategori): Warih nan dakok; dan Warih nan djaueh. Atau: Wa-
rih sadjangka; warih sacto; dan Warih sadapo. Atau; Warih nan ba-
ali darah; Warih naw batali adat; Wanih nan batali budi: dan Warts nan

hatali suto/ ameh.
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"Ba-ruang® bak durian,

Ba-nabu® bak tjubadak,

Bak sadjarieh, bak satampo,

Bak sadapo, bak saheto, bak sadjangka.

Apakah makna dari fatwa waris dan warisan demikian ? Penggoio-
ngan tersebut diatas menurut urutannja, artinja golongan pertama me-
rutup jang kedua, dst., dan muntjulnja golongan kedua djika golongan
pertama tidak ada. Demikian setcrusnja. Akan tetapi berapa luasnja
pengertian sewaris, lingkungan-waris, segolok-segadai, sebuah perut,
kaum, sering menimbulkan persoalan jang perlu kita dudukkan ber-sa-

b

ma’.

Djika jang mati atau pewaris adalah seorang perempuan maka
“warih ran dakok” talah anak®nja (laki®* dan perempuan). Disini ber-
temu dengan prinsip warih batali darah, jang terdekat hubungan darah
menutup warih batali djenis lainnja. Tetapi djtka pewaris seorang la-
ki* maka warihnja nan dakok ialah saudara’nja (laki* dan perempuan),
seterusnja kemerakannja. Dari scgt perempuan selaku pewaris, ber-
lakulah adat : waris jang terdekat menurut hubungan darah, dan me-
ngutamakan garis kebawah kepada anak®nja, tjutjunja, melalui anak
perempuannja, Barulah dari samping, jakni saudara’nja. Tetapi djika
laki® jang pewarts, bukanlah dekat tidakrnja hubungan darah jang me-
nentukan siapa warisnja, karena setjara darah, dia dekat kepada anak®-
nja, tetapi anaknja disini tidaklah waris, tidak ahli-waris baginja, oleh
karena tidak sesuku, tidak sckaum. tidak se-waris, tidak scgolok sc-
gadai.

Ini menjangkut dengan harta pusaka, lain halnja djika mengenai
harta pentjaharian, tjutjuran peluh djerih pajahnja sendiri.

Adat membedakan waris nan dakok, ialah dunsanak samandeh,
dunsanak kandueng dari segi pewaris-laki® terhadap harta pusaka, dan
anak®nja bagi pewaris-perempuar. Akan tetapt oleh karena “harta pu-
saka” scbagai suatu-kesatuan harta dari kaum jang pemakaiannja, pe-
runtukkannja setjara fakta dan juridis berada ditangan anggota® kaum
itu berupa "ganggam-beruntuk™, maka warih nan dakok tadi jang oera-
da dalam lingkungan kaum, dan ganggam beruntuk-hiduik bapado tadi-
lah jang diwariskan kepada waris nan dakok jang tetap dalam lingkung-
an sewaris-sckaum tadi, Maka tidak heran djika ganggam beruntuk ter-
sebut tidak merata, tidak scimbang (-lagt) ditangan, diganggam masing*
anggota kaum, hal mana dewasa ini sukar diatasi oleh mamak kepala
waris, mamak kaum. Maka karenanja masalah ganggam beruntuk ini
perlulah kita tindjau dalam Seminar ini.
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Demikian djuga, djika terhadap harta pentjaharian dari pewaris-la-
ki* diutamakan atau mendjadi penting kedudukan anak’nja, walaupun
tidak satu suku dengan pewaris, maka baik dalam hal : hidup bersama
setjara menctap dan mempunjai rumah sendiri dengan isteri dan anak®-
1ja ; atau sclaku mamak kepala waris atau ninik mamak dalam kaum-
nya ; ataupun buah atau hasil harta pusaka jang dipergunakan atau dipa-
kai untuk membangun atau modal dirumah isterinja jang mendjelma-
kan harta pentjaharian; maka kedudukan anak, harta pusaka dan buah-
nja terhadap harta pentjaharian iri patut djuga kita bitjarakan dan di-
ainbil pedoman dalam pertukaran pikiran nanti. Adanja fatwa : anak di-

" pangku, kemenakan dibimbing, dalam praktek banjak menimbulkan
sengketa antara anak dan kemanakar, oleh karena kurang kongkrit
akan isi dan garis hukum positif dari fatwa tersebut. Lafas fatwa begitu
baik, tctapi akibat dan pelaksanaannja tidak seirama. tidak selaras de-
ngan fatwa tersebut.

Kembali kepada luas lingkungan se-waris dan harta warisan atau
peninggalan tadi, perlu didudukkar terlebih dahulu arti “waris” dan
“warisan” dalam Adat. Waris artinja "jang meneruskan”, "orang jang
(berhak) meneruskan”, meneruskan, melandjutkan, memperkembang-
kan sesuatu (-baik sako maupun pusako-), baik harta ataupun marta-
bat dari pewaris oleh waris atau ahli waris. Lazimnja hal ini diartikan
dalam arti tetap, tidak boleh mengurangi, tidak boleh mengalihkan atau
memindahkan, mendjualnja, dil., kctjuali dalam hal sangat darurat dan
terpaksa. Akai tetapi boleh memperkembangkan, menambah, membi-
akkan. Ini berartt lebih? dalam masjarakat jang madju atau menudju
kemadjuan scperti sekarang ini, maka tidak boleh tidak arti harta pen-
tjaharian jang dipcrkembangkan dari harta pusaka akan semakm lebih
penting, harta pentjaharian lebih penting arti dan kedudukanrja dari
pada harta pusaka sendiri. Malahan timbulnja harta pentjaharian pada
awalnja ialah upaja untuk membebaskan dan memperluas daja-gerak
dan ruang lingkup harta pusaka. Karcna jang pindah, atau diteruskan
dalam harta peninggalan atau warisan pada dasarnja ialah “ganggam
beruntuek ™, sedangkan anggota kaum, orang® sewaris semakin berkem-
bang biuk. dan lama kelamaan ganggam tadi semakin ketjil berhubung

pertambahan harta pusaka tidaklah sedjalan perkembangarnja dengan
harta pentjaharian, harta suarang. Ditambah lagi dengan wewenang dan
pengawasan dari mamak kaum telah semakin ketjil dalam hal harta
pusaka ini. Belum lagi discbut anggota® kaum jang rezekinja, harta pen-
1.jal\m‘immjzl agak baik schingga dapat menebus harta” kaum jang terga-
dai atas nama Kaunn. jang berarti berkumpul dan bertumpuknja bagian®
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dari harta pusaka ditangannja dan dirasakan anggota kaum lainnja sc-
bagai sesuatu jang kurang adil. Maka semakin pentinglah penctapan
luasnja lingkungan sewaris, lingkungan kaum tersebut. Gadang-manjim-
pang, patjah paruik, berhubung berkembangnja arak-kemanakan da-
lam kaum dan terdapat pulalah sewaris nan manjimpang, warih nan
babalah, dan djika ada dan timbul : harta pusako nan tagadai; pusako
guntung, puntung; waris dan pewaris nan punah; harto nan bapasalang-
kan; maka perlulah adanja silstlah, tambo, randji atau keterangan se-
tjara tertulis jang dibuat sengadja oleh kaum jang sewaris itu jang isi-
nja siapa? jang sewaris dalam kaum itu, dan harta® apa sadja masuk bi-
langan kaum itu, termasuk sako dan gclar® Adat atau martabat jang
ada dalamnja, supaja djelas makra dan arti hukum dari: Warih nan
didjawek, Pusako nan ditolong. Dan djuga akan mendjadi pecdoman
atau bukti kedalam suku atau kaum itu, begitu djuga terhadap Penga-
dilan dan badan® Pemerintahan lainnja. Dengan adanja surat-keterang-
ap sematjam ini akan meniadakan, sekurang-kurangnja akan memper-
ketjil, keritjuhan* dalam hal waris dan warisan ini. Se-waktu® tjatatan
atau silsilih ini akan ditambah dimana perlu, sesuai dengan perkembang

an kaum dan harta pusaka.

Disini hendak ditegaskan, bahwa harta pusako nan tagadai prin-
sipnja dapat ditebus oleh kaum atau anggota kaum, jakni jang sewa-
ris atas nama kaum. Djika kaum selaku kesatuan waris jang mencbus
maka peruntukannja ditentukan oleh mamak kepala waris dalam ling-
kungan kaum itu. Sedang djika waris sclaku anggota kaum jang mc-
nebusnja, hendaklah setahu mamak kepala waris dan mcendjadi gang-
gam beruntuk bagi waris jang mencbusnja, dengan pengertian bahwa
uang penebus tali mendjadi beban atau hutang bagt waris lainnja kepa-
da si-pencbus’setjara merata dan scimbang bagi seluruh waris atau ang-
geta kaum jang harus dibajarnja kepada sipenebus. Sedangkan hasil
harta tebusan itu mendjadi harta bersama dalam kaum.

Prinsip ini akan lebih djelas djika dinjatakan disini harta jang ter-
gadai jang tadirja genggam beruntuk dari anggota kaum. Maka jang
berhak menebus pertama-tama ialah jang mengganggam semula atau
warisnja, ketjuali dengan persctudjuannja dan mamak kepala waris da-
pat ditebus oleh anggota kaum jang lain.

Demikian halnja dengan ganggam beruntuk, jang meskipun nama-
nja harta pusaka kaum, akan tetapi dalam penelitian kami hampir di-
seluruh Sumatera Barat ini, genggam beruntuk ini telah demikian kuat
dan effektifnja dikuasai oleh masing? anggota kaum, sehingga kekuasa-
an mamak. mamak kepala waris. terhadap ganggaman ini sedemikian

70



rupa jang semakiw lama semakin menipis dan hampir-hampir telah le-
pas dari pengertian lama. dari adat lama, dimana selurub ganggam dan
hasilnja adalah untuk dan milik kaum pada saat Rumah Gadang dan
Rangkiangnja masih berada dalam djajanja. Tetapt kini sudah sangat
lain kcadaannja. Oleh karena itu fatwa “ganggam berustuk pagang-
bamasing” jang hampir® mendjelmakan milik dari periuk® dalam hal
hasilnja atau buahnja mendjelmakan harta pentjaharian, jang berasal
dari harta ganggam beruntuk tadi. Maka leluasalah jang mengganggam
tadi dalam batas® patut dalam sistim perckonomian kita sekarang dan
dimasa ganggam beruntuklah jang lebih menondjol, hasil pentjaharian-
nja dalam arti dinamis-ekonomis dar: tidak dalam artian jang statis.

Jang belum serasi sampai sckarang jalah djuga hubungan anak dan
kemenakan dilihat dari seorang laki* atau mamak. Bahkan hal ini se-
ring mendjadt pertengkaran. Dalam hubungan ini menjangkut dengan:
harta pusaka dan harta pentjaharian. Dimana letak soalnja ? Karena
si-mamak laki® tadi telah hidup menetap bersama isteri dan anak’nja.
Sedangkan pengawasan pemeliharaan dan tanggung djawab karenanja
telah banjak beralih dari kemenakan kepada anak. Apalagi djika kehi-
dupan dan pentjarian si-mamak tadi agak baik. Djika si-mamak me-
ninggal dunia, akan dikuburkan dipandam pekuburan kaum bersama
dengan kemenakannja, tidak ditempat pckuburan anak®nja, maka ke-
menakan merasa lebih berhak atas mamak dan hartanja. Sampai se-
kararg proses ini masih berlansung jang tjorak keadaannja tidak sama
diseluruh daerah ini. Maka djanganlah kita terlalu tjepat membuat sua-
tu ketentuan atau rumusan jang sempit dalam hal ini. Lihatlah keadaan
setempat, dan hukumannjapun biarlah ada variasi disana-sini asalkan
dirasakan adil dan patut oleh jang berkepentingan. Djika jang banjak
dipersoalkar jalah mengenai harta peninggalan, pentjaharian dan hasil
atau buah harta pusaka jang dibawa oleh si-mamak kerumah anak-iste-
rinja, maka patutlah kiranja disebutkan disini : adakah perbedaan ha-
kiki antara harta pusaka jang nota bene telah mendjelma mendjadi
ganggam-beruntuk dengan harta pentjaharian ? Adakah kemenakan di-
anak-tirikar: atau dibiarkan terlantar oleh seseorang mamak ?

Kedua pertanjaan ini sangat penting kita renungkan, terlebih bagi
seorang Hakim jang sehari-hari menghadapi persoalan ini supaja da-
pat membuat putusannja, mengisi lembaga® adat kita jang dirasakan
disara-sint kurang mempunjai kepastian hukum atau kurang adil. Har-
ta pusako asalnja tumbilang tulang, tumbilang besi, tumbilang ameh
I'a rendah jang telah turun temuran, tdak lain daripada "hasil tjutjur
peluh”, baik durt scorang ninik maupun bersama dengan kawunja. Har-
ta pusako soalnja tumbilang tulang, tumbilang besi, tumbilang ameh
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dan perak, Kesemuanjapun adalah “tjutjur peluh” djuga adanja. Dan
bagaimana dengan harta pentjarian, pusaka rendah ?

Pentjarian atau pusako rendah, djuga “tjutjuran peluh”, tjuyur ke-
ringat dari “tulang nan salapan karek™ tidak ada perbedaan hakckat.
Djadi pusako tirggi ataupun pusako rendah, hanjalah melihat lama-
umurnja, penerusannja. Tegasnja lamanja ; djadi soal ”waktu™ belaka.
Keduanja bermaksud dan berkedudukan serta berfungsi untuk kese-
diahteraan sosial bagi orang?® jang terdekat dan jang mendjadi tanggung-
djawab kita. Karena disini jang mendjadi perbintjangan ialah mamak
laki?, dan sebagai scorang laki’ diharapkan akan mempunjai arak’.
dan kemenakan kitapun ada ajahnja (sumando st-mamak) dan sisu-
mando, selaku ajah dari kemenakan kita keadaannja sama djuga dengar:
si-mamak tadt. Dar karena pengaruh “waktu”, pekerdjaan dan perc-
daran masjarakat dimana hidup bersama setjara menetap antara ajah-
isteri dan anaknja, idem dito dengan ajah kemenakan si-mamak tadi,
maka disini tidaklah sikemenakan dianak-tirikan atau diterlantarkan
oleh mamaknja, karena se-hari® telah ada pula ajah-bundanja jang me-
ngurusnja. Hampir sclurub dacrah kita ini telah termasuk kedalam ke-
simpulan diatas tadi.

Disint kami tidak bermaksud supaja si-mamak atau siajah tidak
bertanggung-djawab terhadap kemenakannja. Tetapi pembagian tang-
gung-djawab sckarang dalam masjarakat kita terhadap anak® semakin
bertitik berat kepada siajah dibanding kcpada si-mamak. Dan karena
itu pula maka harta pentjaharianlah jang paling mecnondjol memegang
peranan dalam perekonomian kita sekararg, apalagi semakin hari de-
ngan effektipnja ganggam beruntuk tadi maka seluruh kegiatan dan
barta akan mendjelmakan terutama harta pentjaharian dan semakin
menipisnja perbedaan baik teori maupun praktek antara harta pusi-
ka dan harta pentjaharian. Dan pertentangan anak dan kemenakan
akan semakin menipis pula dengan pembagian tanggung-djawab anta-
ra ajah dan mamak terhadap seorang arak. Dan disini hendak disa-
rankan, bahwa buah atau hasil harta pusaka jang mendjadi harta pen-
tjaharian diteruskan, warisnja ialah anak? tetapi ganggam beruntuk
atan harta pusaka warisnja ialah waris nan dakok, saudara® atau ke~
menakan. Harta Sako dan gelar adat warisnja sama dengan harta pusa-
ko. Waris dihitung menurut deckat-djauhnja dari sipewaris dalam arti
scpesukuan, itulah scbabnja ditamsilkan “bak durian ba-ruang?, bak
tjubadak ba-nabu®, bak sadjarich, bak satampo; Warih salingka suku:
Adat salingka Nagarr,

Disini maksudnja terhadap harta pusako, tidak terhadap harta pen-
tjaharian. Dan djika tidak ada warih nan dakok, muntjullah warih nan
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djauh jang scpesukuan, atau belahan® dari djurai asal, tetapi jang ber-
tempat kediaman (territorial) dulam Nagari sipewaris. Biarpun ada wa-
ris nan djauh tetapi telah pirdah, berada di Nagari lain, maka warih]
dipandang tidak ada lagi, puntung adanja, maka warisan itu djatuh ke-
puda Nagari. Disini dirasakan sesuatu kekuarangan. jakni apabila wa-
ris nan djauh dan bersedia tinggal meneruskan pusako sipewaris, maka
iidaklah berkeberatan rasanja untuk memberikan harta warisan, pusa-
ko tadi kepada waris jang muntjul itu. Hendaklah hal ini mendapat so-
rotan djuga dari scminar ini. karena peristiwa serupa ini sering dite-
nwwkan didaerah Kkita ini.

Salah satu masalah jang penting dikemukakan dihadapan seminar
ini. jang telah beberapa kali kami perbintjangkan dengan teman® baik
dari lingkungan Perguruan Tinggi terutama dengan teman® Hakim Pe-
ngadilan Negeri Padang, jaitu: ”Apakah mengangkat anak mendjadi
waris sah dalam hukum Adat dan adakah kebutuhan hukum masjara-
kat disini terhadap lembaga anak angkat atau mengangkat anak”. Da-
lam adat lamo pusako usang memang tidak dikenal lembaga anak ang-
kat, mengangkat anak untuk didjadikan waris. Dan arti punah, atau
puntung, atau tanpa waris, scbenarnja tidak dikenal, karena selalu
ada jang sepesukuan, waris nan djauh, jang akan mendjawat warih dan
jang akan menolong pusako. Akan tetapi ditemukan djuga, warih nan
djauh, nan sadapo, sapasukuan baik dalam Nagari bersangkutan, mau-
run diluar Nagari tersebut, tetapi toch tidak ada jang muntjul atau ti-
dak diterima selaku warih.

Saja berpendapat, dalam hal’ chusus, maka mengangkat anak ada-
lah diperkenankan dengan persjaratan? tertentu misalnja :

- tidak ada keturunan, baik anak perempuan, maupun anak la-
ki®;

- punah ran sewaris, kaum itu ;

- jang mengangkat anak terscbut haruslah sudah landjut usianja;

- diperkirakan tidak mempunjai keturunan;

- dalam hal® chusus, walau ada waris® lain, tetapi tidak mempu-
njat turunan atau anak®;

- jang diangkat hendaklah diusahakan jang sepesukuan dengan
jang mengangkat.

Terhadap anak serupa ini, mewarisi harta pentjaharian dari orang
tua (ibu/ajah) angkatnja, malahan dimana mungkin dapat mewarist
harta pusaka jang mengangkat, bila jang nn;ngangkat tadi punah. Lem-
baga serupa ini hendaklah dibuka kemuugkmanpja, selain urtuk kepen-
tingan dan ketentraman pengangkat anak. djuga tidak terbengkalai
harta pentjaharian dan harta pusaka pengangkat anak tadi.



Dalam rangka ini djuga akan disinggung mengenai hibah atau uma-
nat jang diberikan sescorang baik kepada warisnja ataupun kepada
anak*rja. Sering ditemukan, hibah diberikan seseorang (laki®) kepada
anaknja ataupun kepada orang jang patut mendjadi warisnja dari barta
pusakanja, jang lazimnja dari ganggam beruntuk-nja.

Soal hibah inipun banjak menimbulkan masalah, oleh karena jang
dihibahkan adalah dari harta pusaka kaum. Apabila jang dihibahkar:
itu adalah harta pentjaharian maka tiadalah menimbulkan persoalan,
apalagi djarang harta pentjaharian dihibahkan kepada waris nan dakok.
Harta pusaka kaum berupa ganggam-beruntuk dihibahkan kepada
anak dapat diterima apabila mufakat dengan waris. Tetapi karena wa-
ris jang disebut dibawa mufakat itu tidak djarang adalah waris nan
djauh sekedar mentjukupkan persjaratan formil belaka, sedangkan wa-
ris’ nan djauh lainnja masih ada, maka hibah serupa ini mendjadi di-
sangsikan. Sebaliknja, djika jang menghibahkan punah, tanpa waris
nan dakok, maka hibah serupa itu dan dalam keadaan serupa ini patut
disjahkan atau diakui, bila timbul sengketa atau ada gugatan dari' wa-
rib nan djauh. Demikianpun halnja djika hibah itu kepada warih nan
d¢jaub, sedangkan jang menghibahkan adalah punah, tanpa warih, ma-
ka sahlah hibah serupa itu. Karepa itu djika hibah atau umanat jtu
memberati harta pusaka (biarpun ganggam-beruntuk) sedangkan si-
penghibah ada warih nan dakok, maka wadjiblah hibah itu sctahu dan
semufakat dari warih nan dakok.

.  Hukum Tanah.

Kini akan dibitjarakan sedikit mengenai Hukum Tanah didaerah
ini dan bagaimana pembinaannja jang sebaiknja untuk memenuhi ha-
rapan kita bersama. Hukum Waris dan Hukum Tanah sangat rapat hu-
bungannja, baik bentuk dan isinja. Malahan dalam membitjarakan wa-
ris dan warisan telah disinggung djuga hukum tanah disana-sini. Dari
segi penguasaannja tanah discbut tanah suku, tanah perseorangan, pu-
saka tinggi dan pusaka rendah. Jang banjak menimbukan persoalan ja-
Jah mengenai harta pusaka tinggi, tanah suku jang belum termasuk ke-
dalam kategori ganggam-beruntuk. pagang-bamasing, tanah jang be-
Jumn diusahai. belum dibuka oleh suku atau kaum jang bersangkutan.
Perluasan dan pembuhaan tanah sangat lambat dan kurang menghasil-
kan dibanding dengan kebutuhan dan hasil jang diperlukan kaum. Ben-
tuk® dan sifat pemilikan dan penguasaaan tanah disini adalah salah sa-
tu sebab kurang gairahnja anggota kaum membuka serta menguasai
tanah pusakanja, banjaknja rintangan® dan kurang effektipnja haknja
terhadap tanah jang diusahainja, Djuga bentuk dualistisnja kesatuan
Jan status hukum adat terhadap harta atau tanah sescorang mamak.
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jaitu: Usaha bersama isteri dan anak®nja, harta pentjaharian; dan usaha
bersama dengan kaum (saudara* dan kemenakannja), harta pusaka ka-
um atau suku.

Jang membuka dan menguasai tanah, tenaga untuk menaruko-
mantjantjang jalah terutama laki* dewasa, terutama jang berumah
tangga. Sedangkan laki* jang berumah tangga telah sibuk dalam me-
ngurus membelandjai rumal isteri dan anak®nja dan amat sedikit wak-
w baginja mengurus, menghidupi urusan rumah tangga kaumnja, ke-
mecnakannja. Maka potensi harta pusaka mendjadi sangat rendah dan
Lkedudukan harta suarang atau harta pentjaharian semakin lebih pen-
ting dan menentukan. Apalagi adanja larangan atau keseganan mem-
bawa hasil-usaha harta pusaka kerumah anak-isterinja, sehingga ditjo-
banja melepaskan diri dari lingkungan harta pusakanja. Sifat menetap-
hidup bersama dan tanggung-djawab seorang laki“/mamak/ajah kepa-
da anak‘njalah antara lain salah satu sebab mengapa harta pusaka ting
¢i jang belum termasuk ganggam-beruntuk, pagang-bamasing mendja-
di kurang produktip dewasa mi.

Teoretis, meskipun hutan tanah formilnja kepunjaan kaum atau
suku (harta pusaka kaum) akan tetapi kenjataannja ganggam-berun-
tuk jang berada ditangan anggota kaum-lah jang lebih menentukan. Bu-
kan Jagi dalam arti ”kebulatan bak nangka™ tetapi nabu’nja jang meng-
hidapi anak®nja (ditindjau dari segi seorang percmpuan jang berumah
tangga anggota kaum) jang lebih menondjol. Kedudukan tenaga pana-
ruko (laki® dewasa) jaog telah berobah, selaku urang sumando dalam
lingkungan keluarga isteri, tetapi sifat? dan status “kesumandoan”-nja
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